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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 20)22
Masa Sidang : 1M1
Jenis Rapat : Rapat Paripuma
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tenggal : Senin, 19 Desernber 2022
Jam : 14.00 WIE s/d selesai
Tempat ! Gedung Graha Panpuma DPRD Kota Surakarta
Acara :
PARIPURNA KE-4
1 Raperda temtang Perusahsan Umum Daerah Air Minum Kota
Surakarta

2. Raperda tentang Penyalenggaraan Perhubungan
3. Raperda tentang Pernusahaan Umum Daerab Pergudangan dan
Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta
Dengan Acara Pokok :
*  Laporan Pembahasan,
# Parsetujuan Bersama;
¥* Pendapat Akhir Walikota.

PIMPINAN RAPAT : Budi Frasetyo, 5.50s., M.AP. - Ketua DPRD
SEKRETARIS ¢ Kinkin Sultanul Hakim - Sekeetaris DPRO
HADIR ;

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA
1. Budi Prasetyo, 5.50s, M.AP. PDI Perjuangan
Z. H. Sugeng Rivantg, 5.5. Partai Keadilan Sejahtera



Drs. Taufiqurrahman

¥F. Sukasno, 5.H.

Roro Indadi Sarwo Indah, 5.H.
Ety Iswara, 5.H., M.H.

Ekya 5ih Hananto, S.H., M.H.
Janjarng Sumaryong Aji, S.P.
Lim Purwanto

Drs. Paulus Haryoto

. Trihono Setyo Putrn, A.Md
. Indriani, %.E.
. Jugo Agung Ruwanta

Suyatnc
Siti Muslikah, 5.505

. Ginda Ferachtriawan, 5.E., M.S§
. Wahyu Haryanto, 5.E.

. Wawanto, 5.H.

. Suharsono, 5.4H., M.H,

. Slamet Widodoy&.H.

. Anna Budiarti, S.PAK

Roy Saputro

. Yulianto Indramoko

Dinar'Retna Indrasari, A.Md

. “Jerty Maharani Gunawati, 5.Th

Hartanti, 5.E.

Honda Hendarto

Dyah Retno Pratiwi, 5.505., M.LXom
H. Asih Sunjoto Putro, 5.5i.

Muhadi Syabroni, 5.T,

H. Abdut Ghofar Ismail, 5.5

. Yudha Sindu Riyanto, S.H.
. Ardianto Kuswinamo, 5.H.

Agungg Harsakti Pancasila

GOLKAR-PSI
FDI Perjuangan
FDI Perjuangan
PDI Perjuangan
PDI Perjuangan
PDI Perjuangan
PCI Perjuangan
PCI Perjuangan
PDI Perjuangan
FDi Perjuangan
PDI Perjuangan
FDI Perjuangan
PDI Perjuangan
POI Perjuangan
POI Perjuangan
PDI Perjuangan
PDI Perjuangan
PDI Perjuangan
PCI Parjuangan
PLI Perjuangan
PLI Perjuargan
PDI Perjuangan
PDI Perjuangan
PDI Perjuangan
FDI Perjuangan
FDI Perjuangan

Partai Keadilan S2jahtera
Fartai Keadilan Sejabtera
Partai Keadilan Sejahtera

PAN-GERINDRA
PAN-GERINDRA
PAN-GERINDRA



I11.

I11.

g - SR T T —

35. H. Muhammad Al Amin,SE PAN-GERINDRA

36. H. Agus Setiawan, 5.H PAN-GERINDRA,
17, Agus Nuryanto, 5.Pd GOLKAR-PSI
38. Ir. H. Margano, MM GOLKAR-PSI

DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Wallkota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di
Lingkungan Pemerintah Xota Surakarta.

2. Wartawan Media Cetak.

TIDAK f BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA
SURAKARTA :

1. Drs. Achmad Sapari, M.M. - PANFGERINDRA,

2. 5, Rony Kamtoro o~ B PRI Perjuangan

3. Titik Nurhayati, S.H. =.F. PDI Perjuangan

4.  Suwanto - F. PDI Perjuangan

S.  Elizabeth Pudjiningati - F. PDI Perjuangan

6. Didik Hermawan, 5.Pd. - Partai Keadilan Sejahtera
7. Antonius Yogo Prabowo - GOLKAR-PSI



JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGMKA

1. RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KOTA SURAKARTA;

2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN;

3. RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERGUDANGAN DAN ANEXA USAHA PEDARINGAN
KOTA SURAKARTA.

Rapat dibuka'Pukul ; 14.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth., Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakara.

Yang kami hommati Sdr. Pimpinan dan Aaggota Dawan.

Yang kami hormati Para Pegjabai Jajaran Eksekutif Pemenntah Kota
Surakarta, rekan — rekan media cetak maupun eleldronik serta para

tamu undangan yang berbahagia.

Asalfamu’asiaikum Warohmatullohi Wabarokatfuh.

Salam sejahtera bagi kita samua,

Puji syukog/marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas
karunia ‘'dan rahmat-Mya yang ielah dilimpabkan kepada kita sekalian,
sehingga kita masih dapat bersama — sama mengikuti Rapat Paripurna
Dewarn pada hari ini dalam keadasn sehat wal'afiat.

Kepada selunih tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang
telah berkenan meluangkan wakiu mengikut jalannya Rapat Paripuma
Cewan pada han ini.

Sebelurn Rapat Paripurma kami nyatskan dibuka, kepada Sdr.
Sekretaris Dewan dipersilabkan untuk rmelaporkan kehadiran Anggota
Dewan sesual dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, di
persilahkan.



SEKRETARIS DPRD :

¥th. Bapak Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, Pimpinan Rapat,
Pirnpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati

Kami |aporkan bahwa Rapat Parpuma DPRD Kotz Surakarta yang
disglenggarakan pads hari ini Senin tanggal 19 Oesember 2022 dihadin
oleh 38 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 7 orang Anggota
Dewan.

Adapun nama Anggota Cewan yang fidak / belum hadir adalah

1. Drs. Achimad Sapari, M.M. - [jin
2. 5. Rony Kamtoro - Ijin
3. Titik Nurhayati, S.H, - Ijin
4. Suwanto - Ijin
5. Elizabeth Pudjiningati - Ijin
& Didik Hermawan, 5.Pd, ¢ = Ijin
7. Antomius Yogo Prabowo =Tjin

Demikian laporan Presensi hadir Anggata Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada' Sdr. Sakretaris Dewan yang teiah
melaporkan kehadirar Anggma Dewan,

Sebagaimand telah dibacakan cleh 5dr. Sekretans Dewsn dari 45
Anggota Dewan, tetah hadir sebanyak 38 Anggota Dewan.

Sesusi dengan Peraturan Pewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 136 ayat (1)} huruf b
disgbutlican bahwa "Rapal Faripuna merenuhi kuorum apabila rapat
difiadini ofeh pafing sedikit 252 (dua perliga} dar jumiah Anggota DPRD
urifuk memberhentikan Pimpinan DPRD serla unfuk manalapkan Perda
dan APBLY.

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut
Rapat Paripuma ini telah memenuhi kugrum,
Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Senin tanggal 19 Desember
2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Metok Patu 3x)



Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat {1} huruf d Undang-Undang Nomor
24 Tahun 200% Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang MNegara
serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajlb
diperdengarkan danfatau dinyanyikan dalam acara pembukaan
sidang Paripuma MPR, DPR, dan DPRD".

Berkaitan dengan iy, ijinkan kami mengajak seluruh hadinn untuk
berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
- Hadirin dimohon berdir,

MENYANYIKAN
LAGU KEEANGSAAN INDONESIA-RAYA

- - - -

~  Hadinn dipersilahkan untuk duduk kembalf

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurma Dewan dan hadirln yang kami
Hernati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 30
November 2022 dengan Catatan Rapat Nomor 21/BM-DPRD/XI/2022,
diagendakan Rapat  Panpurna Dewan pada hari ini Senin tanggal 19
Cesambear 2022 dengan agenda :

PARIPFURNA KE-4

4. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota
Stirskarta

5."Raparda tentang Penyelenggaraan Perhubungan

6. Raperda tentang Pemusahaan Umum Daerah Pergudangan dan
Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta

Dengan Acara Pokok :
#»  Laporan Pembahasan
#  Persetujuan Bersama;
* Pendapat Akhir Walikota



FIMPINAN RAPAT :

Rapat Parfpurma Dewan dan hadirin  yang Kami
hormati,
Mesmasuki agenda utama har ini yaitu Penyampaian Laporan Hasil

Fembahasan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Kota Surakarta, Raperda tentany Penyslenggaraan Perhubungan, dan
Raperda tentang Pamusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka
Uszha Pedaringan Kota Surakarta

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tenfang Tata Tertibk Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat &} huruf a.
Pembicaraan fingkat N medipuli kegiatan.

a. Pengambifan Kepuiusan dalem rapal parpuma yang didahului
dengan.

1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapal
fraksi, dan hasil pembicaraan “lingkat | aleh pimpinan Komisi,
pimpinat gabungan Komisi, alay pimpinan panitia khusus,

2. Parmintagn Perselujyan “secara higan pimpinan rapal kepada
anggota defam rapatpanpuma, dan

3. Pendapat akhir Walikola.

Berdasarkan, catatan dari Sekretariat, yang akan menyampaikan

Laporan Hasil Pembahasan Pansus adalah sebagan berikut :

1. ¥th. Sdri. Anna Budiart, S.PAK., selaku Juru Bicara Pansus
Ftapierda teniang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota
Slrakarta.

2. Yih. 8dni. Siti Muzlikah, §.5o0%., M.AP_ selaku Juru 8icara Pansus
Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

3. Yth, 8dri. Dinar Retma Indrasan, A.Md., selaku Juru Bicara Pansus
Raperda tentang Perusshaan Umum Dasrah Pergudangan dan
Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Untuk itu kepada Yth. Sdni. Anna Budiarti, 5.PAK., dipersilahkan
untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahssan Pansus terhadap



Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air
Minurm Kots Surakarts.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS

Disampaikan oleh

Torima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Anna Budiarti,
S5.PAK, selaku Jury Bicara Pansus Rapserda teniang Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Kota Surakarta yang tefah menyampakan faporan
pansus dan penyerahan naskahnya.

2. Selanjutnya kami persilahkan kepada Yih, Sdri. Siti Muoslikah,
S.50%., M.AP, untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan
FPansus terhadap Rancangan Peraturan Daerah  tentang
Penyelenggaraan Parhubungan,

Terima kasih disampaikan kepada/YthaSdri. Siti Musflikah,
580s., MAP, sefaku Jurw Bicara Pensus Rspsrda tsniang
Penyelenggaraan Porfiubungan yang lalah menyampaikan faporarn
pansus dan panyerahan naskahnya.

3, Selanjutnya kami persilahkan kepada Yth. Sdr. Dinar Retna
Indrasari, AMd, untukmenyampaikan Laporan Hasil Pembahasan
Pansus terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan
Urmum Daerah “Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota
Surakarta.

PIMPINAN RAPAT :

Tenma kasih disampaikan kepada Yth. Sdri. Dinar Retna
indrasari, A.Md, ssiaky Jury Bicara Pansus Raperda ienfang
Porugsahaan Umyum Daeral Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan
Kola Syrakaria dan penyerahan naskahnya,

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami
hrormalti,

Selanjutnya perdu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripuma
Dewan yang terhormat “Apakah Laporan Hasil Pembahasan Pansus
tersebut dapat diterima dan disetujui sebagal dasar untuk dilakukan
Persatujuan Bersama antara Pemenntah Kota dengan DPRD terhadap :

-8



1. Rancangan Peraturan Daerah tenlang Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Kota Surakarta,

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Perhubungan; dan

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum
Daerah Pergudangan dan Anska Ussha Pedaringan Kota
Surakarta?”

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, DEWAN MENJAWAR : SETUJU
{ Katok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Tenma kasih.

Selanjuinya kami persilahkan kepada Sdr. Sekretaris Dewan
untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan COPRD tentang
Persetujuan atas laporan Pansus yang omembahas Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Sir Minum Kota
Surakarta, Rancangsn Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Perhubungan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan
Umum BDaerah Pergudangan dan Apeka Usaha Pedaringan Kota
Surskarts, dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN
KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disempaikan kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang
telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DERD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota
Dewan yang terhormat, “Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD
yang baru saja dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dapat disetujui
untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?*

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, DEWAN MENJAWAB : SETUJU
{ Ketok Palu 1x)




PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selaniutnya kami  Pimpinan DPRD  serta Walikota akan
menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota
Surakarta, Rangangan Peraturan Dazerah tentang Penyelenggaraan
Parhubungan, dan Rancangan Peraturan Dasrah tentang Perusahaan
Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota
Surakarta. Kepada  Sekretariat Dewan  dipersilahkan _untuk
mempersiapkan kelengkapannya.

~ Kapada sagenap hadivr kami mohon untuk berdia

PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PERZETUJUAN BERSAMA DAN PARAF
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

( Kemudian Penyerahan Berita Acarg Persetujuan Bersama kepada
Yth Sdr. Walikota )

~ Hadifin dirrichon duduk kembal

PIMPINAN RAPATS

Terima kasih.
Rapat ‘Parnpurnma Dewan dan Hadirin vang kami
hormatf, |

Telah Kita saksikan bersama Penandatanganan Persetujuan
Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

1. Rancangan Peraturan Caerah tentang Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Kota Surakarta;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Perhubungan: dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umurn

Caerah Pemgudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota
Surakaria. '

- 10 -



yang selanjutnya Persetujuan Bersama ini segera disampaikan kepada
Gubernur untuk dirintakan nomor register.

PIMPINAN RAPAT :

Dengan telah disetujuinya Raperda fersebut, maka sesuai dengan
Paraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomaor
1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) hurnudf a “Pembicaraan Tingkat Nl
diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota”,

Kepada Yth. Walikota dipersilahkan menyampaikan Pendapat
Akhirnya.

PENDAPAT AKHIR WALIKOTA

-

Disampaikan oleh Sdr. Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Walikota yang telah menyampaikan
Pendapat Akhimya,
Rapaf Paripurna. Dewan dan hadirin yang Kami
hormati
Dengan demikian selesailah Rapat Paripuma Dewan pada hari ini
dan kepada Geganap hadirn kami sampaikan tenma kasih  atas
kesabaran dan perhatiannya mengikuti jalannya acara Rapat Paripurna

pada han ini, serta kepada semua pihak yang telah membantu
terselenggaranya Rapat Panpurna ini.

Dengan demikian Rapat dapat kita akhin dan kami nyatakan
ditutup. (Keilok Pafu 3x)

Wassalamu'alalkum Warohmatullohi Wabarokatuh.

- 11 -



Rapat ditutup Fukul : 16,30 WiB

Surakarta, 19 Desaember 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Fimpinan Rapat,

- M.A.P.

Ketua DPRD

KaBag BF ...

Subkenr. Farcidangam B Risalah ...

-2,



JADWAL AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA

BULAN r DESEMBPER 2022
NOMOCR : 21 1 EM-DPRD 7 X1/ 2022
Hari [Tanagal  : Rabu, M Hovember 2022

Karnds,
1 - 15 Desembey 2022

. Raperdh teatarg Perunnda A

HMirrmn
Raperda tentang

Pemyedendgtaraan Perrob i

Raperda tenEng Penemda
Pedanngan

- Pembohasan

- Pubit Hearing

- Fasllitasd

- Pandiapat Akhir Fraksi

CATATAN :

2 SEr, 10.00 | PARIPURNA KE-4
19 Degember 2022 WIB | 1. fapenda tentang Perumca Air Laporan Pembahasan;
Minpm Persetifuan Barsama;
2. Rapards temtang « Pendapat Akhir Walkota
Peryehan pgardan Pl bungan
3. Raperda tentang Fenumda
Ferlaringan |
1. Kamis sfd Rabu 1. Raperda tenng | - Pembahasan
1 - 23 Desember 2022 Pemyelengoaradn Reldams = Pulafic Hesring
2. Rapenda EnteErg | - Fasdllitasi
Ketenagakerjaan t Pandapat Akhir Fraksi
3. Rapenda entzng Pengelolasn
TROPK, , ‘
4, Kamis, 10.00 | PARIPURNA KE-4 - Laporan Pernbahasan;
29 Degember 2022 WIB | 1, Raperdatentang Pearsetujuan Betsoma,
Paryedengimran Fedkiame | Pendapat Akhir Walkola
t. Raperda teniang - Laporan Permbahacan;
Egtenzagakerjaan - Persetujuan Bersama;
3. Faperda bentng Pengeldaan ‘ - Pendapat Akhir DFRD
Jaza TRLPE,




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA
) 1san AN Secinte No. 143 A Taip, (0271) 112461, 711979, 735200, 735201, 735292 Fax, (0271) 717620
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RAKARTA,

ET145
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~~/

Mengharap dengan hormat atas kehadican Sapak/lbu/Saudar, I:H:i:
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Pulul r 14.00 WIB f ‘(/"
Ternpat : bedung Graha Pavipuma DFRD Kota 5-ahr|=
Acaa : RAPAT PARIPURNA ME-TV ‘

¥ mmmnmmpwng Kotz Surakarta
» lmmwm
> mmmwﬁnmuﬂm
Pedaringan Kota Seralaarts  {
I E I ! . avs ',.x
- Laporan Pamibahason; ~ ;
- Persetujuan Bersama; . § ),
- Pervdapat Akhic Walikotalh,
Camptan t 1. Mohon Hadir Tepat Waidli™,
4. [imohon Peserta RApat Mamatuh Protokal Kesehatan Ciwid-19
3_ Ta.l'ﬂﬁl.hdﬂng { tmag,
- Pumpinan dan.inggmaﬂm.l:r
Wakhots dan, Wakil Walikota
Sekretaris Daerah
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. 2 Kepala BRYAD
- "Kepaka Bapends
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Kepaly Dircrs Pechubiyngan
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Kepala Baglan Perekanornian-Sairla
Kepala Bagian Onaniasi-Satda
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DEWAN rsﬁwm RAKYAT DAERAH
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PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1L Adl Sico Ho. 1434 Tetp, (0271) 712461, 711879, 735250 Fax. 717640
Wabslte | Sord surekarakeie. oo Email o Sethwa surasarta S aom
Surakarta
57145

DAFTAR HADIR

Rarl, Tanggal : Sern, 19 Desember 20272

Waktu : 1400 WIB
Tempat : Gedung Graha Farpurna DPRD Kols Suiakaria
Acara ; RAPAT PARIPURNA KE-IV
1. Raparda tentang Parusahaan Umum Caemb Air Minum Kota Surakarta
2. Raparda tentang Penyekenqggaraan Farhubungan
3. Raperda tentang Perusahaan Umum Oaerah Pergudangan dan/Aneka Usaha
Podaringan Kota Surakara
Dengan Acare Pakok
+ Laporan Fembahasan
& Peroalujuan Barzama
% Pendapat & khir Wahketa
NO. | NAMA | FRAKSI TANDA TANGAN
1. | Budi Prassatyo. 5.508 | FDI Perjuangan 1
2. | H.Sugeng Rivarly, 5.3 Fartai Keaclian Sa;;ahl&ra
3. Drs, Achrnad Sapan, MM PAN-GERINDHRA
4, | [us. Taufgurahman GOL KAR-FSI
5. ¥F. Sukasns, S H. PR Fenuangan
G. Rore indradi Samwo Indah, S.H | DI Benuangan
T. | Efy Iswams,SH MH ' FDI Ferjuangan
& | Suyatno PO Parjuangan
%. | Ekya Sih Fananto, 3. H., M.H PDI Fejuangarn
10. | Drs. Pauus Haryoto FL1 Perjuangan
11. | 5. Rony Kamiors FD| Perpangan
12, | Juga Aqung Ruwanteo P Perfuangan
13. | Indriani, 3.E RO Perfjuargan
14. | Sii Muslikbh, S 5os, M.AP PO Persuangan
15. | GindaFerachtiawan, S.E., M.5 PDL Perjuangan
16. | Wahyu Hamyanto, 3.& FDI Perjuangan
17T, | Janjang Semanyomna Ajl, 5P FDil Farjuangzn
18. | Sunarsone, S.H., MH PO Perjuangan
18, | Slamet Widodo, 5.H FDI Fefjuangan
2, | Roy Saputre PO Parjuangan
M. Titik Nurheyati, 5.H FOI Parjuangan
22 | Hartanti, SE FOl Perjuangan
23. | Anna Budiari, 8 PAK | PD Perjuangan
24. | Wawanlo, H l POl Parjuangan




| NO. N AMA FRAKSI | TANDA TANGAN |
| 25 | Suwanlo | P! Parjuangan 25 . |
26. | Tn Hone Setys Putrs, AMd PDI Perjuangan 26 4\
27. | Honda Hendarta FOI Ferjuamngan A _____"__ _ :
23, | Yulanio Indratrroke POl F'arjuaruﬁn Earf-_d—r"_.q'-"\-.
28, | Elizabeth Pudfiningzt FIO Perjuangan ag ~—
20. | Lim Purwento, S.H PDI Perjuangan | e
%1. | Dinar Retna indrasar, A Md PO Feruangan ) F P v
32. | Dyah Relno Pratiwi, S.50s., M1 Kam PDI Perjusngan (L. 3P |
| 33 | Terty Maharani Gunawali, 5. Th. PDl Perjuangan 31 ol -7
34. | H. Asih Sunjoto Putro, 5.8i Pasiai Keadlian Sejahtera, il
35, | Muhadi Syahrmoni, 3.T Fartai Keadilan Sajahtara
38 | H. Abdul Ghatar tsmail,. 5.5 Partan Kegdilan Sejahtera | T Al
37. | Dwdiik Hemmawan, S.Pd Partai Keagilap Sejaters | 37 ...
38, | H. Muhammad AL Amin, 8.5 PAN-GERINDRA N meeE
36, | Yudha Sindu Riyanto, S.H |\ PAN-CERINDRA 39 b »
40, | Ardianio Kuswinamo, S H fo.  PAN-GERINDRA L aw LY
. 41. | H. Agus Setawan, 5.H PAN-GERINDRA ey .y
az. | Agung Harsaxt Pancasils PAN-GERINDRA [} agEla
43. I¥. H. Margong, MM GOLKAR-PSI 43, 4 Loy
dd. | Agus Muryanto, 5. P GEULHAR-F SI_ lIrr 44, &W
45. | Antenius Yoga Prabowo GOLKAR-PSI P —-— o

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH, MM
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PEMERINTAH XOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

3. Adi Sucipte Mo, 1434 Telp, (0271) 712461, 711879, 735280 Fax. 717620
wehzite : doed surakarakeiEge i Emal | setwan. svadrisi@ o i oot

SurkaTA
E7145
——
DAFTA IR

Hari, Tanggal : Senin, 19 Desember 2022
Wakuw 1 14,00 YWE
Tampat + Gadung Graha Paripuma DFRD Kota Surakarta
Acara r RAFAT PARIFURNA KEAV

1. Raperda tentang Perugahaan Umum Daerah Al Minum Kota Surakarta
2. Raperda tentang Panyslanggaraan Perhobungan
1. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha
Pedaringan Kota Surakaria
Chmyan Acars FOKoK -
o Lypowan Pambahasan
o Perseluiuan Bersama
«+ Pendapat Akhir Walikota

5

. INBTANS| HAMA | TANDA TANGAN

1| wlikols Wl L |
2| vl Waibota ' " i, |
3. | Sekmelais Dasten A N iy 5 LN
4. | $taf An Bldang ieu dan Pembangunan o ‘ ' b |
5. | Assisten Administra: Umum B commorsie |
6. | Atsisten Permerntanan dan Kesra » ) B etz
7. | Asislen Parakonomian dan F'eml:nang;arg .ﬁ?;fg} £ ) Taia '(?{ _'_!
B. | Inzpakiorat B Lfﬁ{g wJS 8 |

| % | Dagiaa Talz Pamerimtahan Seldad e . od s |
10 | Bagisn Kesejahteraan R.aii:,rm Sawa ‘Iu";': Hav' o 22 0.4 Aifq I
V1, | Bagian Perekonomian dan 50 Setda M\F JMM | 1 JE— | '
12. | Banian Pengadas Barang fan Jasa Setda i ___j" £ i
13 | Bagian Umum' Sefila & |
4. | Bagian HukumSexda - | . 14. % |
15. | Bagian Agrainisirasi Pembangutan Sews 5 |45 ' |
18, | Bagen Organisaci Selda s |- TR
7 Eﬂ;r[lm I:'m‘lukﬂl, Komurikasi & Administrasi | eyl o wﬁ_ /4.
18, | Badan Kesahan Bangsa Jan Polik ' 1B. sriaii
18. | Badan Penanguiangan Bancana Dserah | i _ |
0. | Batan Kepejawalan dan Pengembangan S0 . ! . ST

| . ga;;aﬁrth Perige| ol Heuan;m dat Asct e 3 T . ;
22. | Batan Pendapatn Daarah _"/I’.«d-—lﬁm. LY | 2 /.r‘
23. | Badan Penelltian din Pengembanga Dagrah |23 £




KO, | INSTANSI NAMA TAMGA TANGAN
| . | Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah 2. o
| o5 | Dinas Kabudayaan dan Parwisata LR,
25, | Dwaas Pardagangan i I
27. | Dinas Parpustaiaan tan Kearsman Py TV ——
. 2B. | Dinas Kapemudaan dan Dlahrsgs ‘25 didarit
29, | Dinas Fenanaman Modal dan PTSP 2 4
10. | Dimas Ketahenan Pangan dan Perlanian | : AT s omeercen
51, | [unag Lingkungan Hidug Chro e ~J 3% aﬁ,-—f ]
qp | Dinas Agninisteasl  Fependudukan  dan a & 2
~ | Pencaratan Sipl ) Rge et
33, | Dinas Ferhubungan f a—‘*ﬁ« ‘ k| -::F
3. | Dines Kominfo, Stait dan Persandzan ' " 7™ N\J Mo
35 | Dinas Koperssi UK dan Peradystnan ' 35, prerummsase
36, | Dinas Tenaoa karja I
3. | Oinzs Pargidikan I i
38, | Oinas Kegahatan 30, ..
| @, | Dings Pesarjaan Lmum den Tata Ruang 7 I
40, | Dinas Perumoben dat KPP i Al i
41, | Dings Sos 41,
I 42, | [ines Pomadam Kabakaran . L S—
41, | Dinas FFFAFF & KE A3, e
44, | Sawan Pollsl Pamoag Praja Qi F 1 L)E.
45. | Sekeetaris DPRD. 45, ... A
4. | Kabag Umum daﬂﬁaﬂlgan | ——
Kabag, ~Fasliasi  Pengerggamn  dan |y -
h FPang awasan ~7
&9, | Kabag Pessidangan dan Perundang - urdangan AR s
Fasubbag  Adminlstras), Perencanaan  dan
4%, 1 e
kKeuangan
oy Sub Koordinator Perengkapan dan Rumah 6
' | Tantoa
81, | Sub Koordinator Fasilitasi Penganggacan | L5 I
52. | Bub Koondiator Kega sama dan Aspitas | 52, it
- al | Sub Koordinakor Persidangan dan Risaish B i
54 | Syl Koordnatr Kajlan Perundang-undangan 54, .
88, | Sub Koorlinator Hubungan Masyaraka | 1 T




/

HO. INGTANSE NAMA TANDA TAHGAN
| 86 | Kecamatan Laweyan R
57, | Kecamatan Banjarcan TR
I | Kecamalan Jetees i]; JEe———"
9. | Kecamaten Pasar kiwon 50 isinimina
B0, | Wecamatan Senngan B0 e

{
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PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. Adi Suclpbs Mo, Td3A Telp. (0271} 712461, 711879, 735200 Fax. 7175)
Website @ dond sorafttabods, oo 7 Bl | s, soradarig@rmail oo

Surakarta
Eri45
DAFTAR HADIR
Har, Tanggal ; Semin, 18 Dasember 222
Wakiu ;14 00 WiE
Tenmpat : Gedung Graha Fappuma DPRD Koty Surakada
Acara : RAPAT PARIPURNA KEJY

1. Raperda tentang Peruzahaan Umum Daerah Alr Minum Kote Surakarta
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan
3. Raparda tentang Feérusshaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha
Padaringan Kota Surakarta
Lengan Acara Fokak ;
% Laporan Pembahasan
2 Perssiujuan Barsama
< FPendapat Akhir Walikota

NO, INSTANS! ] LEMBAGA | NAKRA TANDA TANGAN |

| &1, Tenaga Ahd Fraks| POI Parjuamgan 7{/3,—._# ﬂ;..-pu,a..' ‘51/\52_ -
§2. | Tenaga AhiiFraksl PKS ol d Curvadd V. 62 (5.
63, | Tenaga At Fraksi Golkar - P3I N LR
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LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
FANSLIS RAPERDA KOTA SURAKARTA TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUMNGAN.

Bisrmitiahirafrnaniraiin,
As=afams alafkom Warahwmatulfah' Wabharakanm,

Sefamat Siang,
Saizm sefafifers bogi ity sermius,

Yars] kaml| hormati, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan<Rekan-rekan Anggota
DPRL Kata Surakarta;

Yang kami hostati,  Sdr. Walkols Surakarta dan wakil'Walikota Surakarta

Yang kami homnati,  Segenap Jajaran Eksekubit” il |Ingkungan Pemernintah  Kota
Surakarta

Yang karmi hormati,  Rekan - rekan wartadwanamedla cetak dan elektronik serta
seluruh hadirin yang, berbahagia.

Pertama-tama marilah kie.ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena
dengan berkat dan rabinat-Mya kita diperkenankan Berkumpul i Gedung Paripuma
ini dalam keadaanm sehat walaflat untuk menglkuti rapat Paripurna DPRD Kipta
Surakarta dalam rangka penyampzian Laporan Hasil Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah Kota Surgkarta tentang Penyelenggarzan Perhubungan.

Sidang dewan yang terhonmal dan hadian yamg kami forrmati

Mengawali penyampaian Laposn Hasil Pernbahasan ini maka tak lupa kami
sampalkan terima kasih kepada :



1. Yth, Fimpinan Rgpat yang telsh memberlkan kessmpatan kepada Fansus
flantangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

2. vth. Badan Musyawarah DFRLC Kola Surakarta vang telah menjadwalkan laporan
hasil pembahazan Rancangan Peraturan Daerah tentang  Penyelenggarsan
PFerhubungan.

3. ¥th. Semua Pihak yang telabh berpartisipas dalam pembahasan Rancangan
Peratiiran Daarah [ni.

Sidang dewan yang tarhormat dan hiadivin yang berbahagia,

Selanjutnya kami s=ampaikan sistematika laporan hasil  pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggakaan Perhubungan
sabagar benkut :

L.  PENDAHULUAN

II. DASAR PEMBAHASAN

I0. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN
I¥. PESERTA PEMBAHASAN

W. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

V1. HASIL PEMBAHASAN

VII. PENUTUP

L. PENDAHULUAN

Disadar] bahwa pertumbuhan serta pembangunan di semua sektor guna
mewujudkar kesejahtersan masyarskat dibutubkan sistemn latu lntas dan
angkutan jalanyang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya gquna
dan berbasil guna. Penyelenggarsan perhubungan perlo diselenggarakan dengan
mengintegrasikan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke dalam satu kebijakan
PEi'nenntah Daerah, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah,



IL.

Ciundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tabun 2019 tentzng
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
UndangUndang MNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerna, dan peraturan
perundang-undangan sebagal pelaksanaan Undang-Undang Nomer 22 Tabun
2009 rentang Laly Untas dan Angkutan Jalan sejak Tahun 2013 berdampak pada
keberadaan Peraturan Daersh Kota Surakar2 Homor 1 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Perhubungan. Terdapat beberaps pengaturan yang bdak
relevan dan tidak =esuzi dengan kewenarngan yang dimiliki Daerah. Bardasarkan
kondisi ini maka keberadaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tabun 2013 tentang
Penyelenggaraan Perhubungan dimaksud perlu dilakukan penyesualandengan
membentuk Peraturan Daerah yang baru.

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dalam Peraturan Raerah yang
baru ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian / bukum  terhadsp
penyelenggaraan perhubungan melalui sistem ransportasi yang efekbf dan
efisien guna mendorong perskanomian Daerah dan menipgkatkan kesejahteraan
masyarakat.

DASAR FEMBAHASAN
Sebagai dasar hukum penybusunan. Rancangan Peraturan Daeszh Kota
Surakarts tentang Penyelenggaraan Perhubungan sebagai berkut ;

1. Pasal 18 avat (&)-Undanglndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahon
1945;

2. Undang-Undand Nomaow 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
DaerahKoka Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tinwr, Jawa Tengah,
Jawa “Barat dan Da=zreh Istimewa Yogyakarid (Berita Hegara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Womor 38 Tahun 2004 tentang Jatan {Lembaran Megara

" Republik Indonesia Tahun 2004 Momeor 132, Tambahan Lembaran Megara
Republik Trdonesia Nomor 4444 sebagamang telah diubah terakhir dengan



1I1.

Undang-Undang Nomwr 2 Tahun 2022 tentany Perybahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomar 38 Tahun 2004 t2ntang Jalan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Momor 6760),

4. Undang-Undang Momor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan &ngkutan
Jalan {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tampahan Lembaran Megara Repubhk Indonesia Nomor 5025) sebagaimana
telah diubah dengan Undana-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerfja {Lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Momor 23 Tshun 2014 tentang Pemerintahan, Caerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 244, Tambahan
Lemnbaran Megara Republlk Indonesia Momor 5587) £8bagalmana telah
diubizh beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomwr 11 Tahun
2020 t=ntang Clpta Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lermbaran Negara Republik’Indonesia Nomor 6573);

WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

1. Waktu pembahasan Rancangan Peraturan Daerab Kota Surakarta tentang
Penyelenggaraan Perhubungan milat dad tanggal 06 Oktober 2022 s5.d 16
Cresember 2022,

2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebat dllaksanakan di gedung
DPRD Kota Surakarta.

PESERTA FEMBAHASAN

Fesertas, pembahasan Rancangan Persturan Daergh Kota  Surakarta
tentandg Penyelengoardan Perhubungan sebaga benkit -



1. Pimpinan dan Anggota Fanitia Khusus Rancangan Raperda tentand

Fenyelenggaraan Ferhubungan.
MNAMA JABATAN
Foy Saputra 1 Kewa )
Muhedi Syahwoni 5.T I wakil Xctua
Y1 Subkasno 5.11 = .ﬂs.n:ggma
. Suyatng Angeola 7
. 9
Swanlo | Anpaota * &
#.\
Dt=. Faulus Haryoto Anpaoty (L
| o "‘«; -
Elizabeth Fujiningati {pg‘gma‘»
| Indriani, 5.E o N\ Anggota
:”»v‘, “‘t d
Hj. Siri Muslikah % Sna. M.AP. | w7 angpats
| A i'f“;,:..
Ety lsworo SH.MH. AW Anggnia
: £ & /
Jugo Agung Ruwanoo b A epHaL
H. Asih Sunjote Putro, S8 %, Angruty
Fa . ¥ .} _—
HMALAminSE & & % Anpgrola
Apune Harsakt ﬁam’é*.s.i Iz Angpala
I P ,'\"
Agus Hurj.-'ﬁ?'l.m, & Pd. Angeota .
- - |

2. Dr. Faﬁi‘rleg} Uifatun Majicha, 5.H.M.H. Selaku Tenzga Ahli Rancangan
Pft;lﬁil,ijaﬁ Caerah Kota Surakarta tentang Fenyelenggaraan Perhubungan dari

‘{*u&;wemim Sebelas Maret.

3’."‘~~'I1rn pembahas dari Pemerintah Kota Surakarta.

4, Pendamping Pansus Rancangan Peraturan Baorah tentang Penyelengegaraan
Ferhubundgan.



¥, FELAKSANAAN PEMBAHASAAN
Polaksanaan  pembahasan  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang

Fenyelenggaraan Perhubungan sebagai berikut :

1. Rapat-rapat pembahasan terkait dengan Rancangan Persturan Daersh Kotz
Surakarta tentang Penyelenggarean Perhubungan dilaksanakan mulai dar
tanggal 06 Oktober 2022 s/d 16 Desember 2022,

2. Shudi Banding Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta  tentang
Penyelenggaman  Perhubungan ke DPRD kota Yogyakarta dan Dinas
Perhubungan Kota Yogyakarta pada tanggal 20 5.d 22 QOktober 2022,

3. Konsulzsi ke Kementerian Dalam Megeri RI dan Kementerian Perhiubungan
RI pada tanggal 30 Okt 2022 — 1 November 2022,

4, Publik Hearing pada tanggal 11 Movember 2022,

3. Fasilitasi ke Gubemur Jawa Tengah pada tanggal 22 November 2022,

& Penyampalan pendapat fraksi DPRD Kota” Surakarta pada tanggal 19
Desember 2022,

V1. HASIL FEMBAHASAN &
Dari seluruh rangkaian “kégiatan pembahasan terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kot Surgkarta tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang
dihasilkanﬂglp%}: kerja pansus, hasil study banding, hasil konsultasi, publik
hearing, hasil fasilitasi 'dan dengan mempertimbangkan Pendapat Akhir Friksi

di DFRD Kotz Surakarte, maka dapat kami laporkan hasil pembahasan.

Cistematika Rancangan Peraturan Daerah Kotz Surakarta  bentang
Penvelerlggéman Ferhubungan sebagai berikut:

k KETENTUAN LIMUM

II. WEWENANG

I0. PEMEINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLA]

Iv.  JARINGAN LLAJ, MANAJEMEN KEBUTUHAN LALL
LINTAS, DAN ANGKLITAN JALAN



VI

55 E A ¥R

XV

TERMIMAL

PERPARKIRAN

PEMINDAHAN KENDARAAN

PENGLUIIAN BERKALA DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN
PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALLl LTNTAS
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALL LINTAS

AMAITSES DAMPAK LALU LINTAS

ANGKUTAN

FEMBINAAN PEMAKAL JALAN

PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DT JALAN DAN
PENTNDAKAN PELANGGARAN LLAD

BEMGKEL

SUMBER DAYA MANUSLA 0N BIDANG PERHUBUHGAN
PERKERETAAPIAN

. PELAYARAN

KERJASAMA

PERAN SERTA MASYARAKAT
PENYELEMGGARAAN SISTEMINFORMAST DAN
KOMUNIKASI

FOORLUM LLAJ

. PENGAWAZAN DAN PENGENDALIAN

KETEWTUAN PENYIDIKAN
KETENTUAN PIDAMNA
KETENTUAN PERALTHAN

AL KETEWTUAN PEMUTUP

1. JULALE RAPERDA

Judu! Raperda tidak mengalami perubaban yaitu :



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

2. KONSIDERAN MENIMBAMNG

Konsideran Menimbang tidak mengatami perubahan.
3. KONSIDERAN MENGINGAT

Konsideran Mengingat tidak mengalamd perubahan.

4, BATAMG TUBUH.

Setelab melskukan pembahaszan Rancangan Peraturan Daerah Tentandg
Penyelenggaraan Perhubungan yang terdiri dan X008 ( duea puluh enam)
BAB dan 243 {dua ratus empat puluh tiga) pasald menjadi X2XVIT (dua pulub
tujuh) BAB dan 240 {dua ratus empat pulub) Pasal seboagaimana tedampir
dalam laporan ini.

Secara umurm RancangansPeraturan Daerah Tentang Penyelengoaraan
Perhiybungan Kota Surakarts terdid dael 20VID {dua puluh bujuh) BAB dan
240 [dua ratus empabpuluh)/ Pasal,

Perubahan susuman, baik berupa penyempumaan, penghapusan dan
penambahan, materi di dalam BAB maupun Pasal demi Pasal sebagal
berikut:

EAB I KETENTUAN UMUM, tardirl darl 2 (dua) Pasal dan mendgalami

perdbahan ! pergeseran dan sebelurmnya
"BABIT KEWENANGAN ., terdiri dari 1 {satu} Fasal dan mengalami

perubahan/vergeseran dari sebelunnya.



CAR III

BAB IV

BAB V
BAB VI
BAB VII
BAB VIT1
BAB Ix
BAD X
BAB XI
BAE XII
EBAE X111

BAB X1V

EAB XV
BAE XV
BAB XVIT

BAE XVIII

paB XD¢

BAB XX
BAB 00

BAR W11

PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ

terditi dari 2 {dua) Pasal dan mengalami perubahan/pergeseran, dari
sebelumnya.

JARINGAN LLAJ, MANAIEMEN KEBUTUHAMN LALYU LINTAS,
DAMN ANGKUTAM JALAM, ferdir dari 25 {dua puluh enam} Pasal

TERMINAL, terdki dari 31 {tiga puluh satu! pasal

PERPARKIRAN, terdin dari 24 (dua puluh empat) pasal
PEMINDAHAM KENMDARAAN, terdiri dari 5 (lima) pasal
PENGUJIIAN BERKALA DAN PEMERIKSAAN ' KENDARAANM,
terdini dari 25 {dua puluh lima) pasal

FEMANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS, terdirl dar %
(lima) pasal

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALY LINTAS, terdirl dan 1% {hima
belas) pasal

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS. terdin dani 7 (ujuh) pasal
ANGKEUTAN, terdid dari 51 (limapulub satu) pasal

PEMBINAAN PEMAKAI JALAN, terdini dari & {delapan} pasal

PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN
PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ, terdin dan 2 {dua) pasal

BENGREL Aewiiv dari 10 {sepuluh) pasal

SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN, terdid
tdark3 {hina) pasal

PERKERETAAPIAN, terdiri dari 4 {empal) pasal

PELAYARAN, terdiri dar 3 (Hga) pasal

KERJASAMA, terdin dan 1 {satu) pasal

PERAHM SERTA MASYARAKAT, terdiri dari 3 {tiga} pasal

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN
KOMUNIKASI, terdiri dari 3 {tiga) pasal

FORUM LLAJ, rerdid darl 3 (tiga) pasal



BAB XXIIT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, terdiri dari 1 {satu) pasal
BAB XXIV KETENTUAN PENYIDIKAN, terdiri dari 1 (satu} pasal

BAE 00y KETENTUAN PIDANA, terdiri dari 1 (satu) pasal

BAR Xxv1 KETEMTUAN PERALIHAN, terdiri dari 1 (satu) pasai

BAB X3VIT  KETENTUAN PENUTUP, terdini dan 3 (tiga) pasal

5. PEMJELASAN UMUM DAN PASAL DEMI PASAL

Perkaltan dengan Pengapat Akhir Fraksl yvang merupakan bagian-tidak
terpisahkan dar proses pembanasan serta berdasarkan ketemtuan, dalam
Feraturan DPRD Kota Surakarta Momor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertb
DPRD Kota Surakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
DPRD Kaoka Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 t2ntang Perubahan atas Peraturan
DPRD Kota Surakarta Momor 1 Tahun 2020 tentang Tata Terih DPRD €ota
Surakara, dari 4 [ empat ) fraksi yang ada ‘divDERD Kota Surakarta yaitu
Fraksi FBI P, Fraksi PKS, Fraks PAN — GERINDRA dan Fraksi GOLKAR - P,
seluruh fraks dapat menerima dan'‘menyetujui Rancangan Peraturan
Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Adapun
Pendapat Akhlr Fraksi cebagaimana terdampir dalam laporan ini.

W11 FENLUTUPR
Sidang dewan yanglferfionnal oan hadivin yang herbafiaga,

Puji syukur kaml ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuaza bahwa
Parr;u*s Rangangan Peraturan Daerab tenfang Penyelenggaraan Perhubungan
telah dapat menyelesaikan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Dagrah
Ko Surakarta tentang Penyelenggaraan Perhubungan untuk dapat kam
laporkan di hadapan Forum Rapat Parpurna imi, selanjulnya kami serahkan
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sepenuhnya  kepada rapat Parpuma  untuk  mengambil  keputusan
penetapannya.

Akhir kata kami menyadarl sepenuhnya apabila ada kekurangan dalam
penyampaian laporan inl, kam! mohon maaf yang sebesar — besamya.
Wassalaamy 3ikum Warahmatuifaalhi Wabarakaatid.

Surakarta, 19 Desember 2022

PANSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN PFERHUBUNGAMN

Ketua WakiNG
Roy Sapu Muhags yahroni .T.

TEII'H% MEI'!'IhEEEkﬂl'I Laparan

L@%Q

HJISm sli h55c}5 M.AP
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FRAKS! PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

el Mo 183 A, Talp. : (0271) 7300984, T11854, 719678, 712193, 731150, Fax, [B271) 711620
JI, Adeucipts A, 21 3457
_ST145

Surakarta, 19 Desember 2022

MNomor - 025 . FOI-PEX 2022
FParhal Pendapat Fraksi
Lompiran -

Kopada Yih :

Ketua DPRD Kota Surakarta.

di Tempat.

Aszalamu slainn W Wh,
Salam sajahtara bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surst pimpinan Dewan Perwakikan Rakyat Daerah Kota Surakana.
Nemor 2 OD.02,01/8663/XIF2022 tanggal 16 Desembar 2022

Kami Fraksi PDI Peuanpan menindakianiulinya dengan pamyatzan memampaikan Pendapat
Fraksi sebagai barkul -

1. Bahwa Raperda Kota Surakarta tenlang Perusahaan Lrum Daerah Pergudangan dan
Ancka Usaha Padarngan Kola Surskata, Rapsrda Hola Surakarta teniang
Fenyslenggaraan Perhubungan dan Rapends Kola Sutskarta tentang Perusahaan
Umum Diaarah Al Minum Kota Surakana dapat diterima dan oizetufd untuk ditctapkan
menjadi Paraturan Dgersh tentang Parusahaan Umum Casrah Pergudangan den Aneka
Uszaha Fedaringan Kota Surakarte, Pemyslenggaraan Perhubungan dan Perusahasan
Umum Daerah A Minwm Kota Surakarta,

L Bahwsz halhal lain terkait Rapamda yang dimaksud, diserahkan sapaniihmys pada alat
kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyst Dascah Kota Surakarta yang membahas,

Cernikian pendapad akhic dari Fraksi PO Parjuangan  disampaikan agar dapat diqunakan
sebagalmans meactinga. Atas perhatian dan kedasamanya diucapkan tenma kasih,

Wassaiamu afefioum W W,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI FARTAI DRMOKRASI INODNESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA

Kalua

: | l..: = ._'. o |

1 '
YF.SUKASKNO 5.H.M.H. Drs PAULUS HARYOTO

L]




@I Iakan Adl Sucipts Mo, 143 & Telp. [0271) 711542 Surakarta

FRAKSIPARTAI GOLKAR - PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 1)

basya) S
KOTA SURAMARTA SOLDARITAS
iNDONESIA

PENDAFAT FRAKSI PARTAI GOLKAR - PSI
DPFRD KOTA SURAKARTA
TERHADAF RAPERDA
TENTANG :
FENYELENGGARAAN FERHIBUNGAN

Axsotwmn 'wfeiknm warahmailiak! waborasbatich

Menindsi lirjutl st yang dikirimion dengan Nomor: 0D07 01/9663/X1112022 , petibal
Pendapat Fraksi, tertanmenl  Februsri 2072 Dengan [ni Fralod Pactsi GOLKAR ~ P51
urmmmwmmwm"mmm
kenting PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN sk diletnpkan achjsdi
PERATURAN DAERAH setelah disevuaikan dengan hasil Laporan FANSUS,

Demikian Pendapat Erakzi ink & sampadon eiar perhatian dia ks samawyy & ucapkan
Lexima kasih
Fazsalan & "siaikmn worakmataiickl wakerasioivh
Suralerts, 19 Desember 2011

FRAKSI FARTAL GOLKAR - PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA
Sekrelans
AGUS NURYANTO, 5.Fd

Dipindai dengan CamSeanner



FRAKSE PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA i
P,Q N Jokon Adk Sucpio Mo 143 A Telp. (02713 712461, 735290, 735201, 735202, | et
TA5233, TIBT2 Ext 108 SURAKARTA ST145 HLlLs BECEIE LLTE

Surakartsa, 19 Desernber 2022

Momor - DE1UFPAN-GERINDRABXIL20Z2
Perihal - Pandapat Frakai

Lemynran 1.

Kopada Yth :

Kotua DPRIF Kote Surakarta,

di Tempat

Aszalamu‘aizikum Wr. IV,
Salarn sejahtara bagi kita semua

Bahwa bardasarkan surst pempinan Dewan Perwakilan Hakyat Dasrah Kola Suraharda.
Homar : O0.02,01/06083/X1112022 Janggal 18 Desambar 2022,

Kami Fraksi FAN - GERINDRA menindaklenitinya dengan pemyataan manyampaitan
Pandapat Fraksi sebagai berikuk !

1. Bahwa Raperda Koba Surakana tentang Perusahcas Umam Daerah Pergudangan dan
Anska Usyhe Pedotingan Kola Suvakarts, Raperda Kotla Surakaria tanlarg
Penyelenggaraan Perhubungan dan Raperda Kola Surakana lemlang Penisanaan
Limurn Dagerah Air Minuwm Kata Suraskana doapat titenima dan disetojol untul diberlapkan
manadi Paraturan Bagrah lanang Perusahaan Umum Deerah Pergudangan dan Anaka
Usaha Pedaringan Kola Surekarla, Fenyslenggaraan Perhubungan dan Permsahasan
Limum Daarah Ax Minum Kota Surakars,

2. Bahwa hal-had 1ain lerkait Raperda yang dimaksud, dizerahkan sepenuhnya poin alat
kedenpkapan Dewan Parwakilan Rakyat Daerah Wota Sorakanta yang meambahas.

Cremikien pendapat akhir dari Fraksi PAN - GERINDRA  disampaikan agar dapat digunakan
sabagaimana mestinya. Alas pachalian dan kesfasamanya divcapkan kerima kazih,

Wassalarmy alsikunr Wi Wh,

FRAKSI PAN - GERINORA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

Ketug-) = . Sekretaris

4 : = - ".'-_"_I:"_' ,r.:"l:. .

o ﬁ/ - SR

- i ] L o
(o). "Rl \z] _—
\« | Ppgen, /€] ‘
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N
Ardianto Kuswinamo, 5.H. NS LM AF Amin, 5.E.



FRAKS| PARTA! KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

. Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp, (0271) 711841 Emait | phisejabtera_solo@yahon.co.id
PKS Fax (0274} 717620 SURAKARTA 57145

Surakarta, 16 Desember 2022

Nomaor: 09/K/P/FRKS AL 2022 Kepada
Lamp : - ¥th. Pimpinan DPRD Kota Surakarta

Perihal : Pandapat Akhir Fraksi d SURAKARTA

@ 15,0 g Al e 'y plule o Ycall
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Alleh SWT atzes limpahan
karumia nikmat-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasululiah
SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikuinya.
Menindaklarjuti surat dar surat dar \Pimpinan DPRD Kota Surakarta
Nomor QD.02.01/9663/X11/2022 mengenal Pendapat Alkdir Frakst terhadap
Rancangan Feraturan Daerah «(Raperda) tenteng Perusabaan Umum Daerah
Peroudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta; Raperda kentang
Penyelenggaraan Perhubungan  dan Raperda  tentang Perusahaan Umum
Daerah Alr Minum, Kota Surakarta,
Qlen karema itu, pendapat Akhir Fraksi Fartai Keadilan Sejahbera DPRD
Kota Surakarta adslgh sebagai berikut :
1.~Raperda tentang Perusshaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka
Usaha Padaringan Kota Surakartz menyatakan SETUIL.

2. Raperda tentang Peryelenggarsan Perhubungan  menyatakan
SETUILL.

3. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Alr Minum  Kota
Surakarta menyatakan SETUIL.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

o Jalan Adl Sucspto No. 143 A Telp, (0271] 711841 Email ! pksejahtera_sola@yahoo.co.ld
sz Fax. {D271) 717620 SURAKARTA 57145

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahiera harap menjadi
periksa dan ditndaklanjutl sebagaimana mestinya, Al2s perhatistinya’ Kami

ucapkan terima kasih. \
% Ly 3 Al oo 5 g aSele £ Wl 3

DPRD KOTA summ )
FRAKSI PARTAI KEADILAR SEJAHTERA




PIMPINAN DEWAN PEEWAKILAN BAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVING] JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PEEWAKIL AN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA
WALIKDTA BURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILTAN RAKYAT DAERAH
EOTA SURAKARTA
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAHKOTA SURAKARTA
TENTANG FENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
DITETAPKAN MENJADI FERATURAN DAERAH

FMPINAN DEWAN PERWAKILAN BAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

Manirnbeang; 2 hahwa penvelengparaan perhubungan periu
diselenggrraltan dengan mengintegrasiken aistemn ke
delayrn sain  kebijakan Pemerintah Daerah, sesuai
dengan kewrnangannye schingga mampu berperan
dalam pettumbuhat perekonomian g F:]
pemmbangunan gona  mewujudkan kesejghtersan
masyvatakat di Dasrah:

b. bahwa PFanida Khusus Dewan Perwalolan Ralkovat
Daerah Kota Surakarta telnh  menyelesaikan
pembahiesan Rancangan Peraturan Daerah  Kota
Surakarta tentang Pehyelengearsan Perbubuigan;



Mengingat. L

<. bahwa sesual Pasal 11 ayst (4] huruf a Peraturan

Dewan Perwskilan Rakyat Dasralh Kota Surakarta
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Terhb Dewan
Ferwalkilan Relvat Daerah Kota  Surzkarta
sebagaimana telah divbah dengan Peraturasn Dewan
Ferwalalan Rakyat Dastah Kota Surakasta Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan
Perwrakilan Ralkyat Daerah kota Suralmria Nomor 1
Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Eakyat Daerah Kota Sumkarta menyatakan “bahwa
Pembicaraan tingkat il meliputi kegatan pengambilen
keputusan vang didahulwi penyvempadat laporan vang
berizsi proses pembahszan, peodapat fraksi  dan
pernuintaan persetujuan dar anggota secara lisan oleh
pimpinan rapat paripumma “serta pendapat akhir
walilootsa;

. bahwa  berdasstkan /= pertimbangsn sebagaimans

dimaksud dalam huraf a, humf b dan huraf ¢, make
periu metetapkan  Keputusan  Dewan Perweakilan
Rakyvat Daerah tentang Persctujuan Bersama Waliketa
Surakaria dan Dewan Perwaldlan Eakyzst Daerah Kota
Surakarta gtags Rancangan Peraturan Doerah Kota
S3urakarta tenrang Penyvelenggaraan Perhubungan;

Undang-Undang Nomeor 146 Tshun 1950 tentang
Pemmbentukan Dasrah-Dastah  Kota Besar dalam
Lingkingan Propmm Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daersh [stimewn Yogyakarta {Berita
Negara Republik Indoneaia Tahun 1950 Nomor 45);

Untdang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Draerah ([Lembaran Megara Repuoblik
Indotesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lemnbaran Negara ERepublik [ndonesia Nomor 35337)
Sehagaimana  telah dinbah  beberapa kali  terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 11 Tashun 2020
tentang Cipta Kerja {Lembaran HNegara Republik
Indonesia Tabun 2020 Nomor 245, Tamhbsahan
Lembaran Negarg Republik [ndonesia Nomor 6573);
Paraturan Pemeiintahh Nomor 12 Tahun 2018 tenteng
Padoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
FEalktyat Daerah Provingi, Kabupaten, Dan Kota
(Lembaran HNegara Republik Indonesia Tahuno 2018
Homor -9, Tambahan Lembaran Negara Republik
mdenesia Nomor B197);

Peraturan Dewan Perwalkilath Rakyat Baerah Kota
Suraliarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Terbb
Daran Perwakilan Ralvat Daerzhe Kota Surakarts
sebegaimana telah dinkeh dengan Peraturan Dewvan
Perwalkilan Rakyat DafrabyKota Surakarta Nemor 1
Tahut 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakvat Dagrah Kota Surakarta Nomeor |
Tahun 2020 tentang Tata Tertb Dewan Perwakilan
Rakyat Daerelyiote Surakarta;

Memperhathkan: 1. Eapat Badan Musyawarab Dewan Perwakilan Rakyat
DaerahHota Surakarta tangga! 30 November 20232;
2" Rapat Paripuma Dewan Perwvakilan Rakyat Daerah
Rota Surakaertn pada tangeal 19 Dessmber 2022;
MEMUTUSKAN:
Menetapkamn, ¥
EESATY : Rancangan Peraturan Daerah Kota Surskarta tentang
Penyelenpearaan Perhubungan ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah_
KEDUA . Menvampailkan Keputusan i kepada Wallkota Surakarta

untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang -
undangan yang berlakm.



KETIGA » Keputusan ini berlaku sejak tangesl ditetaplkamn.
Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Desember 2022

KETUA DEWAN-EERWAKILAN RAKYAT DAERAH
|""' -1 L = " G ﬂl




Pada har ini Senin

BERITA ACARA

NOMOR
NOMOR

- KD L 01754340027
- ODOZ 03T I12022

PERSETUJUAN BERSAMA,

WALIKOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SLIRAKART A
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAMN

tanggal Sembilan Balzz bulzan Desember tahun Dua Ribu Dua

Fuluh Dys, kami yang bertanda tangan di beewah ing

1.

GIBRAN RAKABUMING RAKA

BUDI FRASETYO, 5308
H. SUGENG RIYANTO 5. 5.

Drs. H ACHMAL SAPARI M. M.:

D TAUFIGURRAHMAN

Wialkota Surakarta, dalam hal ini berlindak
writuk, dan® atas nama Pemernlah  Kolka
Surekerts yang berslamat o Jalan Jandermsl

Sudman MNomor 2 Kota  Surakarta,

selanjuinya disebut sebaga FIHAK KESATL.

. Ketua Dewsn Perwakilan Rakyat Daerah Keia

Swakarta.

. Wakil Ketua Dewan Perwakilen Rakyat Craersh

Kot Swerakarta.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Caersh
Kota Surakarta.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah
Kota Surakarta.

dalam hal ini bertindak untuk dan atag nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surakarta yang beralamat di Jalan Adisucipto
Momor 143 Kota Surekarda. selanjutnya
disabul sebagai PIHAK KEDUA,



menyatakan bahwa |
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PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas dan menyetuiii Rancangan
Peraturan Daerah Kota Swakarta tentang Penyelenggarasn Perhubungan
sebagaimana draf Raperda terlampir.

PtHAY, KESATU dapat menarima laporan haml pembahasan dan pendapal akhir
Fraksi atas Rancangan Peraluran Deerah Kota Surakaria ientang Penyelanggaraan
Parhubungan sebagaimana dral Raperda terdampir.

PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubemur JJawa Tengsh, untuk
mendapatken register selambat — lambainya 3 (tiga} han kefja setetah ditanda
tangani Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebensmya dan diandatangani okeh

kedua balah pihak dalam mangkap 2 ( duas ) uniuk dapat dipergunakan sebagaimans

mBeshnys. '
Dibuat di Surakarta
1. WALIKOTA SURAKARTA . %Wl PMPINAN
Salaky DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAH
PIHAK KEGATL! : o KOTA SURAKARTA
J Selah:u
KED

L

BUOI Pnntrrm Som M4 P

i

H. SUGENG RIYANTOQ. S.S.
WAKIL KETUA

Drs. H. ACHMAD SAPARL MM
WWAKIL KETUA

e

Drs. TAUFIGURRAHMAN
WaKIL KETUA




WALIKOTA SURAKARTA

PENDAFPAT AKHIR WALIKOTA SURAKARTA
DALAM RANGKA PERSETUJUAN BANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN, RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AlR
MINUM KOTA SURAKARTA DAN RANCANGAN PERATURAN CACRAH
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH FERGUDANGAN DAN ANEKA
USAHA PEDARINGAN ®KOTA SURAKARTA

Yth. Fimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Kola Surakarta;

Yth. Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakaria, para jurnalis
media celak dan elektronik, sena para hadirin yang berbahagia.

Assalamualaium warahmatuilahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi Kita semua,

Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena alas anugerah-Nya kita diberikan
kesempatan untuk hadir dalam Rapat Paripuma Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surakarta dalam rangka Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Rancangan Peraturan Caerah tentang
Perusahaan Wmum Dasrah Air Minum Kota Surakarla dan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perusahaan Umum Daersh Pergudangan dan Anska Usaha
Fedanngan Kota Surakarta.

Rapat Paripurna yang tarhormat,

Setelah melalu dinamika pembahasan, pada hari int Rancangan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan telah dapat disetujui
bersama antara Walikota Surakanta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surakarta. Ditetapkannya Undang-Undang Momor 11 Tahun 2020 tentang Cipia



Kerja berdampak pada keberadaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomoer 1
Tahun 2013 tentang Penyekendgaraan Perhubungan yangd sudah tidak relevan
dan tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pamenntah daerah sehingga
perlu dilakukan penyesuatan dengan membentuk pedaturan daerah bary, Adspun
petyesdaian tersebut antara |ain meliputi pengaturan kendaraan wisata listrik,

penyelenggaraan angkutan sungail dan danau, sistermn parkir valet.

Fengaturan penyealenggaraan perhublUngan dalam Rancangan Peraturan
Craerah ini, menjad| tantangan untuk baketja kKeras dalam meambuat perencanaan
manajemen lalu intas yang tepat, pelaksanaan manajemen falu lintagyang balk,
juga disertai pengoperasian dan pemaliharaan yang prima. Peraturan Daerah ini
memungkinkan adanya peran serta dari masyarakat dalam pemeliharaan sarana
dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan Jelika beralu lintas,
pemeliharaan keamanan, keselamatan, keteriban, dankelancaran lalu lintas dan

angkutan jalan.

Cengan telah disetujuinya Rancangan” Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Perhubungan diharapkan dapat mewujudkan sistem lalu lintas
dan angkutan jalan yang berdaya guna“dan berhasil guna aehingga mampl
berperan dalam perumbuhan ‘perekonomian serta pembangunan  untuk
mewljudkan kesaahleraan rakyat.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Farugahaan Umum Dasrah Air Minum
merupakan salah salu Badan Usaba mlik Daerah yang menyangkut hajat hidup
orang banyak dan manekankan pada pubfic sendce dalam penyediaan layanan air
minumpdan alr imbah. Dalam rangka memenuhi amanat Paraturan perundandg-
undangan yang mangatur Badan Lisaha Milik Dagrah dan sekaligus meningkatkan
kineria Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta agar lebih
profesional dan maju, perlu dilakukan penyesuaian atas Paraturan Daerah Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Dacrah Ar Minum Kota Surakarta.

Penyesuaian peraturan daerah im antara lan mellputl organ dan
kepegawaian, satuan pengawas intem, rencana kerja dan laporan, kerja sama,
pembularan dan perubahan bentuk hukum sesuai dengan perafuran perundang-
undarngan.



Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daegrah tentang
Perugahaan Umum Cagrah Air Mingm Kobla Surakarta  dibarankan  dapat
mewuiudkan tata kelola Perusahaan yang baik dalam menjamin penyediaan air
minum dan pengeloiaan limbkah bagi masyarakat dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Keberadaan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedanngan
sabagai padan usaha milik dagrah meamiliki peran dalam rangka, mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dengan menggevakkan aklivitas perekonemian daerah,
mendorong perfumbuhan  ekonomi, dan meningkatkan pelayanan kepada
masyarakal.

Ada beberapa penambahan terkait jasa palayanan Perumda Pergudangan
dan Aneka Uszha Pedaringan Kota Surakarta yang diakemeodir dalam peraturan
daarah ini antara lain melpull jasa packing dan re-packing, aklivitas biro
perjalanan wisata dan expibiion pall-~Oengan adanya penambahan jasa
pelayanan dikarapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
pembangunan di daerah.

Dengan telah disetjuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang
FPerusahaan Umum Daerah’Fergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota
Surakarta diharapkar dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dalam
penyediazn barang atau jata yang bermutu untuk memenuhi hajat hidup
masyarakat sesuai kendisi, karakieristk dan polensi daarah.



Rapat Paripurna yang terhormat,

Pemerintah Keta Surakarta mengucapkan terima kasih kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Kota Surakaria serta semua pibhak yang telah berpartisipasi
dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelehggaraan
Perhubungan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Caarah
Air Minum Kota Surakarta Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan
Limum Caerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Wassalamu alathum warahmaluifahi wabarakatun

Surakarta 19 Desember 2022




WMenimbang

WALIROTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

EAMCANCIAN

PERATURAN DAERAH KOTA EURAKARTA

NOMOR _TAHUN ..
TENTANL}
FENYELENGGARAAN FERHUTBLINGAN

DENGAN FAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA

WALIKOTA SURAKAFETA,

a, bahwsa lerwyjodoya ssestern e lintas dan angkutan

jalan  yang handal, selamat, lancar, (erlib,  aman
nyamatl, eldara puna dan berhazil guna IeTperan
Pt ting, tdalam MCOLNEng dan e nderang
periumbuhzan =erts pembangunan di semus sekior
untuk mewujudkan kescjahteraan rakyat,

bahwa penyelenggaraan perhubilngan perlu
disclenggarakan dengan  mengintegrasikan  sistem ke
dalam  sam kebpjakan  Pemerintah Daerah, sesuad
dengan  kewecnangannya  schingga mampa berperan
dulim pertumbuhan perelonomian serta peinbangunan
Euna mewujudkan kesejahteraan masvarakal i Dacrah;
Lahws Peraturan Daerah Keota Surakarta Noror 1
Tahun 2013 tentang Penvelenggarasn  Perhlbungan
ridak sesual dengan Ketentuan peraturan perundang-
undangan dan perkembangan pembanpunan di Kata
Surakarta sehingga perlu diganti;



Mengingar

L]

babwy  berdesarksn pertiunbangan schbagaimana
dimaksud dalam huruf a, hured b dan horof ¢, perlo
menctapkan Peraturan Daerah tentang Penvelenggaraan
Ferhubangan,

Fazal [8 ayat (0 Undang-Lindang Dassr Negara
Republik [ndonesa Tahun 1945,
Undanp-Undang Momor 16 Tahun 19530 tentang
Fembentulan Daerah-Daeralt Kota  Besar  dalam
Linglungan Prowvinsi Jawa Tinwr, Jawa Tengah,\Jaws
Barat dati Dacrabh Istinlews Yogualkaria 1Ettnt.a BWegara
Fepublik Indonesia Tahun 1950 Numur’q-Sfj._:
Undang-Undang Momor 38 Tahun 2004 jtentang Jalan
[Lembaran Negara Republik I]}dﬂ'ﬁe.siiao Tahun 2004
Nomor 132, Tamhbahan Le'rgihnaran’ Megara Republik
Indonesia Monor 4444 sebagéimana telal diubah
dengan Undsang-Undaag Momor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua(Atas” Undang-Undang Nomor 38
Tahur 2004 tent;a.ng' Jalan fLembaran Negara Repuhlik
Indonesiaylahin 2022 Momor 12, Tambahan
Lemhatfﬂn wegara Republik Indonesia Nomoer 67604;
Utidang-TUndang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Laly
: Lin.tz;s Lan  Angkutan Jalan [Lembaran  Wegarg
E;pum:il{ Indonesia Tahun 200G Nonwor 98, Tambahan
Tembaran Wegara Republik Indonesia Nomor 30235)
febaraimana  tolab dinbah dengan Undang Undang
Nowwnr 11 Tahuo: 2020 tentang Cipta Keria [Tembaran
Negara Republik Tndgnesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tamhahan Tembaran Negara Hepublik Tndonesia
Nomor (4337 3];
Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014 tentang
Femmerintahan Daerah (Lembaran Negara Eepublik
Indonesia Tahon 2014 Momor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $387)
sebagaimana relahl diubab bebecapa kali  terakhir
dengan  Undang-Undang Noemor 11 Tahan 2020



tentang  Cipta kerja [Lembaran  Negara Republik
Indenesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan
Letnbaran Megara Fepubhk Indonesia Nomor 637 3);

Dengan Persetujuan Dersaima.
NEWAN PEEWAKILAN RAKTAT TPARRAH KOTA STUTRAKARTA
dan
WALIKOTA SURAKARETA

MEMLUITLUSEAN:

Menefaplkan:  FERATURAN DAERAH TENTANG PEN‘I’ELiENG‘GARAHN

PERILBUNGAN,

BAE I
KETEMTUAN UMUM

Pasal

Dralarn Peraturan Daerah ind vang djﬁaksﬁd dengarn:

1.
2.

Daerah adalah Keta Surakesres,

Pemerintahan Dacrahgadalal’ penvelenggaraan wusan petnerintahan
vleh Pemerintah UaeraR™ dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
menurut Azas nmnmﬁi dan tugas pembatibuan denpgasn prinsip otonomi
seluas-luasnys dalarn sislemn dan prinsip Negars Kesatuan Republik
Indenesia sehagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Fepublik Jndonesia Tahun 1945,

Pemerifitah Dnerah adalah Walikota sebagal ussut penyelenggara
Pemerintahan  Daerah  yang memimpin  prlaksanaan urusan
pemerintaban yang metnjad: kewenangan Laerah otonom.

Walikota adalah Walikola Surakaria.

Dinas Perhubungan wyang selanjutnya disebutl Dinas adalsh Dinas
Perhubungan Kota  Surakurta atau perangkat  Dasrah vang
menyvelengearakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan,

Lalu Lintas adalah geralk Kendarsan dan orung di RBuang Lalu Lintas
Jalan.

Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjuinya disebat Andalalin
adalah studi atau lkajian mengenal dampale Lalu Lintas dari suatu



14}

il

12.

13.

14.

13,

16,

17.

1&.

19

pembangunan, kegalan, dandatan wsaha tertentu yvang hasilnva
ditnangkan dalam bentuk dokuemen Andalalin atau perencanaan
pengaturan Lalu Lintas.

Lalu Lintas dan Angkutan JJalan yang selanjumya disingkat LLAJ
adalah salu hesatwan sistem yvang terdin atas lalu lintas, anglkutan
Jalan,  jarmgan LLAJ,  prasarsna LLAJ,  kendaraan, pengemudi,
pengeuna Jalan, serta penpgelelaannya.

angkutan adalah perpindahan arang dan/aran barang dari satu tempat
ke vempar lain dengan menggunakan Kendaraan di rang LLAJ,
Jaringan LTAJ adalah serangkaan siopul danfatan roang kcgiamn
vatg saling lerhubwinglan untuk proyelengearasn LLAS. \
anmpul adalsh wmpat yang diperuntukan baegl ]'.uﬁrgantiah Jtrarmoda
dun intermoda vang berupa terminal, stasion kercra .api, pelabuhan
lauf, prlahubhan sungai dan danan, dang/atau bandarudara.

Prasarana LLAJ adalah ruang lulu lintas, términdl dan perlengkapan
jalan yang meliputi marka, rambn, Alar Pernvbeni Tsyarad Lala Linlas,
alat pengendali dan pengaman Pengmuns/Jalan, alal pengawasan dan
pengatmanan Jalan, serta Bsilitas pendukung,

Kendaraan adalah suatu smné angledt di Jalan yang terdiri atas
Kendarsan Dermoter dan Rendaraan Tidak Bermotor,

Hendaraan Bermotor adalah setinp Kendaraan yang digeralkan aleh
peralatan mekanik ertipa” mesin selain Kendaraan vang Lberjalan di
atas rel. ‘

Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Keodaraan vang digeralkan
aleh tenagatnantsia danfatal heswan,

[{Enda.raa.ﬁ Bermotor Umuin adalah seriap Kendaraan vang digunakan
untute angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut beearan,
bepeda Motor adalah Kendaraan Beromolor beroda dua dengan atao
ranpa rumabi-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau
Kendaraan Bermetor beredda tiga tanpa rumah-rumah.

Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkltan erang vang memiliki
lernprat duduk Ichib darci # [delapan) orang, termasuk untuk penpgemudi
atau yang beratnya lebih darl 3,500 [Liga ribu hma matus) kilogram.
Mobil Penumpang adalah Kendarsan Bermotor anghutan orang vang
memiliki tempat duduk maksimal 8 [delapan) orang, termasuk untuk
pengemnudt aran vang beratnya tidak lehih dari 3,500 [Liga ribu lima
ratus] klogram.



200,

21,

22,

24,

26,

.

28,

29,

bobil Barsng adalab Kendsraat Bermotor wvang diranesang scbagan
alan sellruhnya unfuk mengangkut barang.

Herety Oundengan adalah suatu alat vang  dipergunakan untik
mengangkut bwrang yang seluruh hebannya ditumpu oleh alat itw
sendirt dan dirancang untuwlk di tark oleh Kendarasan bermotor.

Kerela Tempelan  adalsab woalo zlat yanp  dipergunakan unfuk
rmenganplkut barsneg yang dirancang untule dirarik dan  sebagian
bebannya di tumpu oleh Kendaraan beamator penariknya,

Kendarpan Tertenty dengan Menggunakan Penpgerak Metor Listnilkc
arfdalah snatu sarana dengan menggunakan penggerak molor listrk
yang digunakan untuk mengangkut erarg di wilayah operasi dan/atan
lajur tertent., )
Kendarasn ‘Wisata Listrik adalah suata sarnna dengaﬁ bengmanakan
penggeralk motor listrik vang dioperasikan pada 'ruit khusus dan
diginakan untuk mengangkut orang di kawakan.gtrategis pariwisata,

. Rawasan Strategis Padwisata adalabh kawasan” yang memilikl Dingsi

utama  paviwisata atad memiliki \potensi untuk  pengembangan
pariwisata vang mempunyad pengarUby penting dalam satu atau lebih
aspel, seperl prrrturnhuhani ekonomi, sosial  dan budaya,
permberdavaan sumber dassa, alam, daya dukung lingkungan hidup,
seTty prriahanan dan keamanan.

Fuang Laly Lintas.Jalan adalah prasarana yang diperunoikken bags
gerak pindah Kendafaan, orang, dan/atan barang yang bérupa jalan
dan fasilitas pendukung,

Jalan adalall prasarana ransporlast durst vang meliputl scgala bagian
jalam, .l'.uri'nasul-: bangunan penghubung, bengunan pelengkap dan
pE]'lEI"lg.l{'ﬂ['IH!'lﬂ_‘.-'i-l vang diperuntukkan Dagl lah linlas, vang berada
poda, permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukean
tanah, dan/fatau mir, serta di oatas permukaan air, kecusli jalan rel,
jalan tori dan jalan kabel,

Jalan Kola adalaty Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yvang
menghubunglkan antar pusat pelayanan dalam kKota, metighubungkan
pusal pelavanan dengan pelsil serta omenghubutghkan antar pusdt
permukiman vang berads di dalatn kota.

Terminal  adalsh  pangkalan Kendaraan  Bermotor  Thenim yadg
digupakan unmk mengatur  kedatangan  dan keberanghkatan,



30,

al.

32,

33.

34

Sh

a7,

mengikkan  dun  menurunkan oratg danfatau barang,  setta
perpindahan moda angkutan.

lecrminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermoter Umnom yane
digunakan  wunfuk  mengatur kedatangan dan Keberangkatan,
mecnaikkan, dan meonurunkan barong scrta  perpindahan meodo
angkutan.

Halte adalah rempas pemberhentian Kendaraan Benmoetor Umum untylk
menaikkan dan menurinkan penlimpang,

Parkir adalah kKeadaon Kendaraan berhentl atau tidsak bergerall uiwtlk
Ieberapa saal dan ditnggalkan pengemtdinya, \
Kambu Lalu Lintas adalsh bagisn perlenglkapan Jalin yang, berupa
lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan ],ra:ng berfungsi
sohagal peringatan. larangan, perintah, artau pf:tun_iu}-:. bagi Pengguhs
Jalan, N\,

Marks Jilan adalah suatu tanda vang beradf dipermulsaan Jalan atan
di aras permukaan Jalan yang meliputi peralatan atauw randa vang
membenilk garis membujur, garissgnelintang, garis serong, serta
lammbang yang berfungs: untuk, ménparahlian arus Lalu Lintas dan

membutas] Thaerah kepentingan, Lalu, lintas.

. Alat Pemberd lsyarat Loalwsblintas yang sclanjutnya disingkat APILL

adalah peranghat elelmonik fang menggunakan isyarat lamp yung
dapat dilengiap! dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas
orang dan fatay kepdarasn 4i persimpangan aldu pada rods Jalan
Badan adalah, sekumpulan orang dan/atan modal yang merupakan
Lkesatuan, baik vang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha }'éing fmeltpritl persetosn erbatas,  persetoan  keomandicer,
ptrﬁﬂﬁqﬂ.ﬂ lainiya, Badan Usaba Milik Negara, Badan Usaha #ilik
PFepah atau Badan Usaha Milik Desa dengan nama dan dalam bentuk
apapin, firma, Kongsi, koperast, dans pensiun,  persekuluan,
perkunpulan, vayasan, organisasi massa, organisas sosial palitik, atau
organisasi lainnya, lemhbaga, dan henmk badan lainhya termasuk
Kontrak investasi kolektl dat bentuik usaha tetap.

Ferusahaan Angkutan Umum adakah Badan Huluam yang menvediakan
Jasa angkulan orang dan/atan barang dengan Kendaraan Bermotor

Umum.
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39,

40,

41.

42,

43.

44,

45.

96,

47.

48,

44,

Fengmina .JJasa adalah persecrangsn atau Badani Hukum  yang
menggunakan  jasa  FPerusabaan Angkultan Uhinam  dan/aran jass
perparckiran,

Pengemudi adalah vrang vang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
Jalan yvang telah memiliki surat izin mengemad:.

Kecelalkaan [alu Tintas adalah suam persstiwa di Jalan yang Ldak
diduga dan tidak disengags melibatkan Kendaraan dengan atao tunpa
Penpeguna Jalan laim yimg mengakitsithan korban manuvsia dan/farau
keruginn harta benda.

Fenumpang adalah orang yvang berada di Kendaraan selain peng'f:mmti
dan awsk Kendaraan, { 2\
Pengguna Jalat adalal orang yaneg menpgunakan Jdld.n L:ll'lLuI{ berlala
lintas,

Prjalan Kaki adalah sctiap aorang vang berjalan i 'Ru;aﬁg Lahl Lintas
Jalan, 8

Manajemen dan Bekavasa Lalu Lintas adalab™Seranghaian usaha dan
kepiutun  yang  meliputi  perencansany pengadagn, pemasangan,
pengaturan, dan pemeliharaan ¢ fasilitas perlengkapan Jalan dalatn
rangla  rmewujudkan, me.ndulg;ung“'daﬁ memelihata  keamanan,
keselamaran, ketertiban, defikelancaran Lalu Lintas,

Sigremn Informasi dan Kemanikasi LLAJ adalab sekumpulan subsisten
yang saling berhubuigsn denpan melalui penggatngan, pemrosesan,
penyinpanan, dam  pendistribusian data yang  terkait  dengsn
penyelengearaan LLAJ.

Trayel adalah lintasan Kendaraan umum wuntuk pelayanan  jasa
angkucan ’de_nga.tl Mobil Bus alau Mobil Penumpang yang mempunyai
asal ds_n tguan retap, bntasan tetap, dan jadwal tetap maupun ridak
be Cizacd wsal.

Jaringan Trayek adalah kumpulan dan Troyele-Trayek vang menjadi
satl kesatusn jaringan pelayanan angkutan orang.

Anpkutan Kora adalah angkutan dari satu temnpat ke tempatl vang lan
dalam salu Dmaerab dengan menprunakan mobil bus umum danfaiau
rmobi] penlumpang umam yang terikat dalam Travek,

Termnpal Parkir adalah lokasi vang disediakan ruang milik jalan wonm
tertentu dan diluar badan jalan yang telah ditewapkan olch Wwalikota
sebagal tempal paslar dan atau tempat parkis diluar hadan jalan vang

disediakan vleh orang pribadi atau penunjang gsahs pokok, termnagitk



5Lk

od.

59,
&0,

penyedizan  termpat penitipan kendartsan bermoeter dun garnas:
kendaraan bermotor yang memungut bavaran.
Fasilitas  Parkir adalah  Iokasi yvang  ditentulean  sebagai  temipat
pernberhentian Kendaraan vang fdak bersifat sementara  untul
melakiekan kegiatan pada suatu kurcn waktuo.
Parkir di tepl jalan amum adalah bagian dan Bisilitas parkir di dalam
ruang milik jalan [on street parking.
Pemindahan Kendaraan adalah serangkaian tindakan vang dilakukan
olety  petugas  terhadap penundahan  kendarasn bermotor yang
meldkukan pelangearan  parkir,  pelanggarat rambo lale lineas
fdan futan kendarasn yang mengalaml kerusakan serra kendaraam yang
mangalmni kecelakaan lalu lintas.
Pengujian Kendaraan adalah seranghaian Kegiatan anenguji dan/atan
memerikss Daglan-baglan Kendaraan,  kereta  pandengan,  kereta
termnpelan, dan Kendaraan khusus dalam rangka permenuhan terhadap
persvararan teknis dan ladk Jalan.
Emisi adalah zaf, energh, dandaran kotnponen lain yang dihasiikan dan
sUElY kepiatan yvang masuk danfataa dimasukkannya ke dalam udara
armbien yang mempunyal danfatau tidak mempunvai potensi sebagad
LI S PHETICCTIIAT,
[engujian Berkala Kemdaraan Bermaotor adalah Kegiatat pengujian
Kendaraan vang dilaksanakan setiap periode tertent.
Latk Jalan adalaft persyaratan munimim kondiss suatu Kendaraan yang
harus dipenily agar teramin kesclamatan dan moncegah tecjadinya
peficemaran udars  serta kebisingan lingkungan pada wakiu
dioperasikan di Jalan.

H&,'.;.
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Pagal 2

Penyelenggaraan perhubunpan berasaskan:

a.

b
L.
d

= M

h.

1.

(1]

2]

transparans;

akunralel;

berwawasan ingkungan hidup;
berkelanjutan;

partisipatifF;

manfaat;

efigien dan efelctif;
keseirnbangan, keserasian dan keselarasan;
keterpaduan;

kemandiran;

leeadilan;

tegaknya hukurr;

- kepentingan uimum;

usaha bersatns dan kekeluargaan; dan
kearilfan nkal.

BAE [l
KEWENANGAN

Fazal 3

kewenangan Pemerintahen Daerah Gi bidang Perhiubungsan terdini afas
sk Lrusan:
a. LLAJ;
b. Perkeretaapian;
¢. Denerbangan; dan
d. Pelayaran.
Dalam penyelenggaraon syl urusan LLAJ sebagaimana dimaksud pada
avat [1} huruf a, Walikota melaksanakan kewenangan:

2. petnetapan rencana mduk janngan LLA] Dasrah;

tr. penyediaan Pedengkapan Jalan di ;

. pengelolaan Terminsl penumpang dpe C;



m.

penerhitan izin  penyelenggarasn  dan  pemban@unan  Fasilitas
Farlkir:

pengujian berlala kendaraan bermoler;

pelaksanaan Manajemen dan Bokavasa  Lalu Lintas  untuak
Jaringan Jelan Kola;

persetujian hasil Andalalin uniuk Jalan Kaola;

Audit dan inapeksi keselamatan LLAS di Falan Kota;

mpemyedinan angkutdn  amum  untuk jasa angkutan nrang
dan fatau barang dalam Dacrah;

menetapan  kawasan perkofaan unfuk  pelayanan angkutan
perkotaan dalaim | (satl| Daerah, \
PENELApAIL METICHENE LIMUMm jarngan trayelk p-[rrknt:imn dalam 1
{zatu) Dacrah; .

FENetApATT [RNCATIA  UMUm jaringan tra}'ei-: bﬁdﬁ&-ﬂﬁ.ﬂ YHIR
renghubungkan 1 (satu] Daerak; '

petietapan wilarall operdst angkutan orang denpan menggunakan
tak®l dalam kawasan perkotaamgang wilavah operasinva berada
dalam Traerah:

penerbitan iz2in penj,reltnggmim anpkutan arang dalam trayel
perdesaan dan perkotgan dalam 1 isamd) Draerah;

penerbitan izin gpenwelenpgearaan taksl dan anpkutan kawasan
terteniu yvang ‘.’n{il.’:l_‘ﬁ'uh oprrasinya berada dalam Daerah;, dan
penetapan i kelas elonomi untuk angkutan orang Yeng
mecluyani  thayclkk antarketa dalam Daerah serta anghutan
perkataan  dan  perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam
Dati‘ah.

{3 BEI e penvelenggaraan sub urusan pelaapian sehagaimana dimaksud

pada, ayar (1) hurut b, Walikota melaksanakan kewoenangan:

H'I.
I,

penetapan rencana iduk perkeretaapian Dacrah;

penerhbitan  1=mm ussha, izin pembanguran dan dzin operasi

prasarana perkersraapian wmwm yang jaringan jalurnya dalam 1
[Gaatu] Dacrah;

penetapan jaringan jalur kereta api vang jaringannya dakam 1 (sato)

Dmerah,

renelapan kelas stasiun untuk stasivn pada jacingan jalur kereta

api;



(4]

{1)

(2}

2.

penerbitan iZin operasi sarana perkerstaaplatl Uimum vang jatihd@a
jalurnyva melinlas batas dalam 1 [(5ai0] Thaerahg;

penetupun Janingan pelayanan perkerctaapion pada jaringan jalur
perkeretaapian Daerah; dan

penerbitan  in pengadaatt  atawn  pembaneunan perkeretapian
khusus, 1zim operasi, dan penetapan jalur kereta apl khusas yang

janngunnya dalam Dacrah.

Dalam  penyelenggaraan sub grusan  perethangan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huml o, Walikota melaksanakan Kewersagan
perterhitan izin mendirikan hangunan tempal pendaratan dagn\epas
landas helikopter.

Dualam penyvelenggaraan sub urusan pelaysaran scbagaimana dimaksud

pada ayat [1) huruf d, Walikota melaksanakan kewenangan:

a.

penerhitan izin usaha penyeleng@araan angiiuran sungal dan danan
sesual dengan domisill orang persesrangan WArga negara indonesia,
Ata badan usmaha;

penerbitan izin trayel penyelenggacassd anghutanl suhgw dan danau
untuk kapal yang melavani wagekydalan Daerah kabwpaten S keodia
vang bersatigkutaty) dan ;

pembangunan dan gopenerbitan kin pembangunan dan

pengoperasian pelabulian gungai dan duanuau.

EAR It
PEMDGINAAN DAN PLHYELENGGARAAN LLAJ

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pazal 4

Tanggungiawab dan pembinaan atas LLAJ di Dacrah dilaksanakan oleh
Pererinitah Daerah,

Fembinaan LA sebagaimnana dimaksad pada avat (1) melipnats:

A

penetapan sasarall dan arah kebijakan sistem LLAJS di Daerah vang
jaringannyva berada diwilayvah Traerat,

petnberian  bimbitgan, pelatihan, serthlas dan izin kepada
perusishaan Angloadan umuam di Daesrah;

Pengawasan terhadap pelalrsanaan LLAJ Daetabh,



i1]

{<

Bagian Krdua
Penyelenggarapn

Pasal 5

Penyelengearasn kegiatan LLA) yvang langsung kepada masvarakal

dilabkukan oleh  Pemerintah  Dgerah, Badan Hukum  dan/atau

masyaralkat.

Penvelenggarasn Kegiatan LLAJ terdin dar:

a,

pembinaan dan penyelengparasn LLAJ;

b. jaringan LLAT,

o,
.

Toge s W

-
1

—_.

manajemnen kebutvhasn Laly Lintas Jalan;
temninal;

PFETRArkiTan;

pemindaban kendaraan;

. pengujian berkala dan pemeriksaan kendafazm;
- penanggilangan kecelakasn Lalu Lintas;

manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;” /

. Analisis Dampak Lalu Lintas;
- permbinaan pemaka jalan;

. pemeriksasan kendaraans, bermetor di jalan dan penindakan

pelanggaran LLAW;
hengkel;

- penvelenggaraansistem inlormas dan komuntkasi; dan
- pengawasdn dan pengendalian,



(1]

(2]

(3]

{11

12]

BAE IV
JARINGAN LLAJ, MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS, TIAN
ANGKUTAN JJALAN

Bagian Kesatu
Hencana [duk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perapraf |

um

Fasal &
Pemnerintah Dacrah menyvusun dan menetapkan F:‘Etﬁ::a_nei Induk
Jaringan LLA] Daerah dengan memperhatikan: A
A. TEncana tata miang wilaval: nasional;
rencang induk jannegan LLAL nasional;
rencans. lala ruang wilayah provinsi;

rencand induk jaringsn LLA) provinst;

@ a0 g

rencanyd tata ruang wilavak Daspgh

FEencan: [nduok Jaringan LAY :Dae't'-’ah sebagaitmana dimaksud pada
avat {1] merupakan podeman Bag peogembangdan janngan  LLAJS
Naeral.

Rencana Induk Jarngdd™LAJ Dacrah sebagaimana dimaksud pada
gyat (1) dietapkan r]t.;ngnn Feraturar. Walikora.

R Pasal 7
Rencana Imdnk Jarinpan LLA] Daerah sehagaimana dimaksud dalatn
P‘:-js-;.:al'[;}. paling sedikir memuac:
goprencana JoRasi ruag hegictan yang harus dihubungkan oleh rmang
y Lalu Lintas;

b. prakiraan-praliraan perpondaban orang danfatao barang menvrot

asal dan (juan perjalanan;
<. arah kebijalcan LLAJ dalam Keseluruhan moda transportasi;
d, rencana keburhan lokasi simmpul.
Arah kebijakan sebagmrmana dimcksod pada avar (1) bural ¢, melipund
penetapan rencana angkutar dalam berbagai mode sesua dengan
potensg yarng akan dikemnmbangkan,



(1]

12]

{3]

(2]

(3]

(4]

Fasal &

I'rmerintah Daetah menyvisunl rencana detall transportasi sehagai

penjabaran Rencana Induak Jaringan LLAJ Daerad,

Rencana detqil rransporiasl sebagaimana dimaksud  padd avarc (1)

meliputi:

4. rencana lokast pembangunan jaringan Jalan (an Terminal;

. rehcana simpul, saringan Trayek, jsoingan lintas, wilayah operasi
ki, kerfasams ransporlast unluk oelayanan angkuotan wmuim
antar Daerah,

Rencand detail transportasi sebapaimans dimaksod pada avar Sl

ditetapkan nleh Walikotn.

Paragral 2

Muannjemen kebutohan Lala Lintas \

Pasal ©

Banajemen keburihan Lalu Linlassdisesngparakan dengan tujuan

untik memngkatkan efisiensi dan gekiivitas pengpunaan roang lalhu

Lintas dan pengendalian p-ergﬂralé:an Laly Lintas.

Mangjemen kebutuhan LahnLintds sebagaimeans dimaksud pada avar

[1] adalah kegiatan vang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan

efisiensi  dan  efekiMitas™ penggunaan  ruang  Lalo Lintas  dan

tnengendalikat mrge?akm:u Lalu Lintsas.

Mangjermnen Kcbutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada avat

(1) harus mmemenuhi kriteriac

f. p&rbaﬁding&m volume Lalu Lintas Kendarsan Bermotor denpgan
kapasilas Jalan;

b pkelersedidan jaringsn dan pelayvanan anglutan wnmat; dan

ry kualitas lingllungan.

Mangjomen kebuatuhan Ladu Lintas sebagsimana dimaksud pada ayar

[2) dilaksanakan dengan car

2. pembatasan Lalu Linlas kendarssn perseorangsn pada koridor atau
kawasan rertentu pada wakiu dan Jalan tertenti,

b, prmnbatasan Lalw Lintas kendaraan barang pada koridor atau
kawuzan tertentu pada wakiu dan Jalan tertentu;

o, pemhbatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan
rerteniul pada waktu dan Jalan tertentu;



{3]

(L}

(2]

[5]

(1]

d. pembatasan Lalu Lindas Kendarsan Bermnotor umumn scsus dengan
Klaxsilikasi Tungsi Jakan;

r. pcmbatasan ruang Parkir pada tepi Jalan umum di kawasan
tertenty dengan barasen ruang Parkie makeinal; danfatan

[, pembatasan Lalu Lintas BEendaraan Tidak Dermotor Umam pada
koridor atau kawasan tertentu pada welkto dan Jalan terentu.

Manajemen kebutuhan lalu lintas diretapkan dan dievaluasi secara

berleala oleh Walikeota,

Bagian Kedua
Jalan

Paragrat 1
Pengrunaaty Jakan

Pasal L0
Penggunaan Jalan Kota ditetapkansberdasarkan Ningsi dan kelas
Jalan,
Rendaraan bdak Dermotor dila}ang’ menpgunakan jalur lendaraan
bertnotor jika telah disedialean jalur Jalap khusus bagl kendaraan tidalk
bertnolor, .
Fenetapan penggunaan’ Jalan kota sebagaimana dimaksud pada avar
] dan hatas k&cepat‘an paling tinggi seliap Jalan Kola ditetapkan oleh
Walikota,

Faragrad 2
Perlenpkapan Jalan

, Prasal 11

Perlenglapal Jalan terdin dar:

4. alal permmbei 1svardat Lalo Lintas,

b. rambu Laln Lintas;

i+ marka.lalan;

i. alat penerangan Jalan;
alat pengendali pernakal Jalan, rerdird atas:
l. alat pemnbatas kecepatan; dan

2. alat pembaras tinggl dan lebar Ketidaraat.



<l

[

(4]

i1]

{2

[, alat penpuwasan dan pengamanan Jalan, terdid atas:

1. pap:sar peRgaman,

2. ¢ermin tikungan,

2. tanda patk tkungan (delineator];
4. pulau-pulac Lalu Lintas:

5. pita pengpaduhb; dan

6. median Jalan,

2. lasilitzs untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Disabilitas;
dan farau
h. fasilitas pendukung kepiatan LLAJ yang bretada di Jalan madponedi
luur badan Jfalan, \
Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan Etbagajltlaﬁa dlmaksudl
pada atrat 1] disusun oleh [hbas unluk jangka waktﬁ pahing luma 5
Jlimmal tabiun. N
Fenyelenggaraan perlengkapan Jalan S&ba.g.aims_na dimaksud pada aat
[ 1] diselenggarakan oleh Thnas antuk Jalan Kota?

Fasal 1
lerlenglapan  Jalan  pada JEI.!Eén lingleungan  tertentu disesuaikan
dengan kapasitas dan volueme Lail Lintas.
Fermnasangan perlengkapamnJalan dilakuikan oleh [hnas sesuai dengan
persvaratan teknis dﬁ;” Feocana Induk Jaringan.
Pemasangan perlepgkapan .WJalan yvang dilakulan oleh Badan atau
pcrorangan harus scsuai dengan persvaratan teknis dan dengan izin
Iinas,
Kﬁtentuaﬂ lehibh lamyut mengenai pemasangan perlengkapan Jalan
srbagaimanu dimaksud pada avar [2] dan ayat {3 digmur datam
Veratiuran Walikota.

Iasal 13
Jeliap Badan alau perorangan dilarang menempelkan, menasang
seslialul vane menverupal, moerambah atau mengurangi arti, meruasak,
memindahkan ramhu-ramba, markes Jalan dan APILL.
Badan atau perorangan setelaly mendapat imin dard Dinas dapat
memasang reklame pada [Rsilias, perlengkapan Jalan dan fEsilitas
pendulung.



[3}

1]

{2)

Pernasangan reklame sebapaimana dimaksud pada avat (2] sesuqi

ketentusn Peraturan Dacrah tentany penyveleugearaan reklanme,

Patagral 3
Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 14
Jalan sebagal prasarsna transportasi, terdin dari miang mantaat Jalan,
ruang mlik Jalan, dan roang pengawasan Jalan, yang harus
dilkendalikan  pemanfastan dan pengplnasnnya agar o Gk
menimbulkan kerysalan Jalan dar fasilitas prounjangnya, scrta tidé_k
menimbulkan gangguan Lalu Lintas. “
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaleukan melalai:
a. penetapan dan/aian pengaruran garis sepadan Jalany
b, pengendalian pembukaan Jalan masuk; dan fatat
¢, pengaturan pengendalian dan pemanfaatan laha.n pewcda ruang mmulik

Jalan dan ruang pengawasan Jalan.

Pasal 15

Pengendaliat, pemanfaatan dan penggunaan Jalan sebagaimans dimaksud

dalam Pasal 14 ayar (2} dilaksanakan secara terkoordinast dengan instansi

terlkaoit.

i1

(2]

Pasal 16
Setiap Badan “gtau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada
ruang milik Malan untuk parkir Kendarasn bermotor dan fatau bengkar
muat.bara.nﬁ. kecuali dengan izin Walikota.
Ktttnfuim lebibh  Fanjut mengenal perzinan sebagmmeana dimaksied

pada avat (1) diatur dalam Peraturan Walikora,

Pasal 17

Fembukaan Jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik JJalan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 14 avat (2% bwaf b odan huaraf ¢,
dilaksanaksm sesua dengan letentoan vang berlako,



Paragraf -
I'enggunaan CJalan Selain Untuk Kepentingan Laly Lintas

Pasal 18

Jalan sebagai ruang Laly Lintag, fungsi dan peruntukannyas melipur:

a. bagian perkerasan vang beelungsi uniuk pergerskikan Kendaraan,
bagian Badan Jfalan yang berfungsi untuk deanase dan perlengleypan
Jalaty,

C, rhotodr Yang Derfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan

d. ruang dengsm jarak tertentu dad pormukaan WJJalan berfungsi sebagai
ruang behas.

Pasal 1D
(1]  Instansi, Baden atau perorangan dilsrang menggunakatt Jalan sebagal
ruang balu Lintas untuk kegiaran di luar kepentingan balu Linlas yang
dapat merubah fungsi dan perunlubean Jalang kecoasll dengan =in
Walikota. AN
(2] Izin Walikota scbagaimana dimaksue, pada avat [1} dapat diberikan
serelah mendapa! pertimbangan relrs Lalu Lintas dard Dhinas dan
herkonrdinasi dengan fhstans lf-.r'kajt,

Pasal 201
Setiap Badan atau peforangan diarang meryvimpan benda-bends dan/atan
alat-alat di Jala@® yang® dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan
Kecelalkann La]u.Linlas’ kecuali selelah mendapat win dan Dinas dan fataa
INSEATIS] Aty Bergenang.

FPasal 21
Kerentiian ’ lebrih lanjut mengenat jenis-jenis keglatan penggurnaan Jalan
selain untuk kepentingan Lalg Lintas dan tata laksang perizginannya diaoar
dalam Peraturan Wedikota,
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(2]

(L)

(2]

(3]

(4]

Parugrat 3

Dispensasi Pengpunaan Jalan

Pasal 22
Kelas, daya dukung dan muatan sumbw terherat vang diizinkan serta
larangan penpgunaan Jalan, ditetapkan dengan rambu-rambin Lala
Lintas.
Setiap Kendaraan sangkulan barang dan apgkolar penunpang dilanang
menpgunatan falan vang tidale sesual dengan kelas, dayn duloamg,

serla lidak sesusl dengan muastan sumbu terberat vang didzinkdn
untuk Jalan itu.

Fagal 23

Walikara dapatl menerbitkan zin dispensasi ptngguﬁaah jalan tertento

untuk dilalui oleh Kendaraan angkutan harghg sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 arat {21,

[zin dispensasi pengplnaan Jalan bagi appkutan barang sebagaimana

dimaksud pada ayat [1) dapat diberikan Kepada:

8. Kendaraan penganglut meml:}aw;i harang vang dimensi uluran dan
beratnva tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian vang lebib
kecil: .

b, Kendaraan vang ‘ka:f:na berat moatanya melebihi batas muatan
glmbil erberatyang di izinkan untule kelas jalan yang di ialuinya;

€. Kcndaraan, angkutan barang vang memuat kebutuhan bhahan
pokok hahan bakar, paket dan/aran obar-ohatan;

d. Eenda_i‘aan angkutan barang vang digunaktan untuk kepentinpan
pfuygrk Lertentu di Craerah;

€. phcndaraan angkutan barang vang membawa muatan vang bersifat

»odarurat, atay

{. Kendaraan angkutan barang tenmasuk barangnva demgan BB
tidak melehini 14 jempal belas) ton.

[zin dhspensas penggunasn Jalsm bogl  anghutan penumpang,

schagaimana dimaksud pada ayat (1] diberikan unmuk angkuran

lzaryawan,

Ketentian lehih lajut mengenai izin dispensas] pengeinaan Jalan bagi

angkittan barang distur dalam Peraturan Walikota.



{1]

(2]

(1

[}

[

(4]

Pasal 24

Permohonan izin dispensasi penggunaan Jalah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 diajulcan oleh pemilik atau Pengemudl kepada Walikota
melalul pejabat yang dituniik secars tertuhs atan melalur media
eleloernrile

Ketentuan lelah lanjut mengenmo tata cara penzinen sebagaimana
dimaksud pads syl (1) dan pemberian izin Dispensasi penggunaan
Jalan diatur dalam Poraturan Walikota.

Parsgral &
Fasilitas Pejalan kali

Pasal 25

Dalam rangka pembinaan terhadap pemakal Jalany Pemeriniah Daerah
merencanalkan dan membangun serta memelihasaMasilitas pejalan kaki
vang melipnti:
a. lroloar; ‘
b, tempat penveberangan pejalan kakiterdin da:

1. jembmtan penveberangan ;;lratig’;

2. penyeberangan < persimpdngan berlzonpu Lalu Lintas;

g, penyeberangan di.mas Jalan [pelicnn crossing dan zebra crss);

4. terorvonpan; dag; atau

5. bentuk Iﬁir.n}ﬁ
c.  Halte, terfipat menunggu dan/atau pemberhentian Kendaraan; darn
d. pedestrian Joity walk)
Fﬂnlba;lgﬂllm1 fasilitas  sebapaimans dinaksod  pada ayat (1)
dila.l-:éa:ag:a]mn seEual dengan pedoman, standar can persyararan teknis
yamg ditetankan.
Femerintah Daerah dapat mengéibkulsertakan mstans, Badan Hokum
tlan perorangan dalan pemnbangunan asihitas pejpalan kaki.
Eetentuan lebih lanjut mengenai podoman, standar dan persyaratan
telmizs sebagnimana dimaksud pada ayvat (2] serra penpikutsertaan
dalarm  pembangunze asililas pejalan kakl sebagaimana dimalosud
pada ayat {3] diatur dalam Perctaran Walikats,



2]

(3]

Y

{<]

{3]

(1]

{Z]

Faragraf 7
Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalarn Berlalu Lintas

Pasal 26
Pejalan Kala berhak atas ketersediaan [asilitas pendukung berupa
trofear, tempal penyeberangan, dan iasilitas lain,
Pejalan Kaki herhak mendapatkan priovitas pada saat menveberang
Jalan di tempat perveberangan,
Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pacla Aval
i1}, Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat vang dipilih dengan

memperhatikan kesclamatan diringya.

Pasal 27

Pejalon Kal wanly
1. menggunakan bagian Jalan yang diperugiokkan bagi Pejalan Kaki

aral Jalan vang paling tep; atau
B menyeberang di tempat vang telah ditentukan.
Dalatn hal tidak terdapat tompat~pehweberangan yang ditentukan
sebapaimana  dimaksud pada, ayat (1) hoerufl b, Pejalan Kake waiih
memperhatikan Keselamatzn darKelancaran Lty Lintas,
Pejalan kalki Penvandang Thsabilitas harus mengenakan tanda kKhusus
vang jetas dan mudah dikenali ['engguna.lzlan lain,

Paragiafl &
Fasilitas Khusus

Pasal 25

Pu:merjr’m'ta_h Dacrah harus memberkan perlakuan khusus i bidang

1..Lﬁll kepada Penyandang Prizabilitas, Manusia Usia Lanjur, anak-analk,

watita harmil, dan erang sakit.

Perlakusn khusus sebagaimana dimakswd pads ayat [1) meliputi

A. penyedizan fasilitas aksesibilitas yvang memberikan  kemudahan
haik dan turin berupa paling sedilkit alat hantu untuk naik tumn
darl dan ke Kendaraan;

B memben prioritas pelayvanan pada saat naik dan turun denpan
mendahulukan penvandang disabilitas, manesia usia lanjut, anak-
anall, wanita hatnil, dan orang salat; dan



[3]

{1

(1]

(2]

(L

. rmenvethakan fasihtas pelayanan khusas dengan menyedialan
tempat duduk prontas,
Ketentuan  lebih  lanjut mengenai pembrenian perlakuan  khusus

sebagaimana ditnaksud pada avat (1] diarur dalam Perarmran Walikota.

Pasal 20
Pamnerinlah Dmerak dapat bekevja sama dengan pibak ketiga untuk
melakukan  pembanglioan, penpelolaan, dan pemelhbaraan dalam
[asilitas pendukung LLAJL.
Kerja sama sehagaimana dimalksud pada ayat (1) dilaksanakanigesual

denpan peraturan perundang-undangan bidang kegjasama Daerab.

Bagian Keriga

Sanks=i Admmistratif '

Prasal 30

Acliap  pengeuna  jalan yang melangeas, ketentuan  sebagammana
dimaksud dalam Pasal 27 avat {1 ﬂan ayat (2] dikenalan =anksi
administratif berupa i \J

a. eglran; afau

lr. peringatan tertulis
Ketentuan  lebih  labjutenengenai tata cara  pengenaan sanksi
adminjstratif scbagaim&na dimaksud pada ayal (1] diatur dalam
Peraturan Walilots,

BABV
TERMINAL

Dagian Kesatu
Kewenatgan dan Penpoperasian

Faragraf 1
Kewenangan

Pasal 1
Walikata berwenang menyelenggarakan Tertmtal penumpang ope C.



2] Terwinal peruimpang tipe © sebagaimana dimaksud pada avat (1)

merupakan rermingl yang peran uwtamanya melayani kendaraan umum

untuk angkutan prrkotaan atau anglutan perbatasan,

{3] Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud  pada avet (1)

dilaksanalan olely Dinas,

Parapral
Fengopetrasia

Fasal 32

{1] Pengoprrasian Terminal sehagaimans  dimaksud  dalam oBdsal 31

meliputi kegintan:

4. pPETENCAN&aln,;

b. pelaksanaan; das

.

PENFARASAN upeTasional

{2] Hegiatan perencanann Termingl sebagaimana dimaksud pada ayat [1)

huruf A, meliputi tencana:

a,
b

E.
I,

penataan fasilitas utama dan iasilftesSypenunjang;

pengaturan  Lalu Lintase di  lWngkungan kerjm  dan  [daerah
pengawisan Terminal; .

pengaturan kedatangan dan keberangkaian Kendaraan Bermotor
LT,

pengaturan péiugas di Terminal;

progaturan Pagkir kendaraan,

penyajian dartﬁr' rute perjalanan dan el angkntarn;

paenataal pelataran Terrnal menurul rute atan Traeel;
penynasuran jadwal penalanan berdasarkan rute pengavwasan.

(2} Regigtan pelaksanaan schagaimana dimaksud pada avat {1) ot b,

meliputi kegiatan:

A,

pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimans dimaksud pada

avar (1);

pondataan kincrja Tenminagl, melipu:

1| pencatatan jumlah Kendaraan dan Penutnpang yang datang dan
beranglat,;

2| pencaratan  wakitn  kedatangan  dan keberangkatan  setiap
Kendaraan Bermotor U,

3| pencatatan jumlah pelanggaran; dan



4) pencatatan laktor muat Rendaraan,
. pemungutan restribusi pelayranan Terminal;
pembenitahuwan walkttuy  keberangkatan kepada penumpanpe dan
informasi lainnva; dan
. pengaturan garus Lalu Lintas di Dacrah Teorminal den Daerah
pengawasant Terminal,
4] Kegialan pengawasan scbapaimana dimaksud pada avat (1) harot ¢,
melipeti
d. pemerilsaan  terhadap  kelengkapan  administrasi kendataan
Bermotor Umwem, melipuri: \
I} kartu  pengawasan  terhadap  keabsahan, measa sberlaku,
kesesilalEn jqam perjalanan dan asal fujuan pt:lj:jl;lﬁan;‘
2] dokumen perizinan  Kendaraan  Bermotos . LIimum  yahg
digantikan jika kendaraan cadangan; N\,
3] kartu uji kendaraan Bermotor Unfuma teThadap keahsohan,
masa berkakn, dan perunrukan; dan
4] pemeriksaan Fnaiifest Penumpang  terhadap  Jumlah
Penumpang.
. pemeriksann hisilk Renda:aan:lﬂeﬁﬁcrtﬂr Umum, meliputi:
11 persvaralan eknisdsn laik Jalan;
4] Tasilitas wngealdaturat Kendaraan Bermotor Umum,
3] Tasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjul. anak-
Anak, wanitg hatnil, dan orang sakil, dan
4] identitgs RKenderaan Bermotor  Umum, meliputi nama
perusahdan, stiker, dan fatau papan ravels
. pumcﬁksaan awak Kendaraan Germoter UTmum, seliputi
]j' pemeriksaan tanda pengenal dan seragam,
&' pemeriksasn narkotika, paiketropika, dan zar adikelf lainnya
{napza);
3] pemeriksaan Rondisi kesehatan dan fsik; dun
4] jam kerja Pengemnudi.
d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
11 pemanfastan Masilitas utams Terminal;
2b petnanfastan fasiliths penunjang Terminal;
3} ketertiban dan kebersiban fasilitas wimtem, dan

4t keamanan di dalam Terminal.



[3] Perencanaan dan pelaksanasn sebapaimans dimaksud pada ayat (1)

(1]

=y

{3]

4]

(&)

hurul a dan hurul b dapat dikeryasamakan dengan hardan usaha milik

ncgara, tadan usaha milik Caerah, haden wsaha milik desa, dan

BW R RTA.

Faragrat 3
Larbcasi

I"aszl 33

Walikota menetapkan Ilokasi Terminal  dengan memperh'a[ikm1

usulan/masukan dar Dinas, \

Penetapan  lokasi Terminal sebagalmana  dimakzod p;_;da wyatr {1}

dilaktkan dengan mermnperhatikan: ’

a.  tinghkat aksesibilitas pengeuna jasa angkutan:

r, kesesuaian luhan dengan Rencana Tam'Ruang Wilayah Masional,
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tats Boang
Wilayah Daerah;

c. kKesesuaian  dengan rencana  peigtmbangan dan/arag kinerja
jaringan Jakin, dan janingah 'i,'ra}rél-:;

d. kesesuaian dengan atncana  pengembangan  danjarao pusat

kegiatan: \
& keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
. permuntaan angkntan;
g kclayakangeknis, inansial, dan ekonori;
h. keamapan dan keselamatan LLAJ; dan fatan

i kﬂ]v;-.staﬁ&n Iingkungan hidup.

Ftnt:l;'-apg:m terminal perumpang sebagaimana dimalkesud pada ayar §1]
dapat'dilakulan perabahan.

FPerubahan  sebagairans  dimadisud  pada avar [3] dilaksanakan
herdasarkan evaluasi seliap 3 (litha) tahun sckali.

Dalam hal  terjadi perubabhan jarmgan jalan dan perubshan
perkembangan wilavah, cvaluasi sebagaimana dimaksud pada avat {3)
fdapat ditaltukan sebelum jangks walitn 5 [lima) tahun.

Setiap  lahan  yang  felah  dietapkan  sebagal  tencana  lokas)
pembangunan Terminal, diberikan atae  dJdipasung  tanda  batas
perubilkan vang jelas dengan patok rencana Termingl.



Pazal 34

Setiap kendaraan Bermotor minm wajih melakukan pemberanghatan

penumpang dari Terminagl sesua denpan kartl penpawsasan,

Fasal 32

Ketentuan lebih lanpir mengenm pengelolaan Terminal diatur  dengan
Peraturan Walikota.

{1
(2]

3]

(1]

[

Dagiaty kedua
Pembangutiat dan Fasilitas Terminal

FParagral 1
Fembangunan Tenminal

Pasal 36

Pembangunan Terminal diladokan oleh Perperimtah Dacrahb.
Pemmbangunan Terminal sebagaimanagdimaksud pada aval (1), dapat
dikerjazamalkan dengan badan usaba milile negara, badan usaha milik
Daerah, hadan usaha milik deSgpdan swasta sesusd dengan ketentuan
perailran perindang-undangan,
Pembangunan Terminaghpenumpang sebagairmana dimaksud pada avatl
(11 harus dilengkamdenzan:
a. Tancang baoigleg ‘
b, buku Kerja rancang bangiin;
c.  rencanadnddl terminal; dan
d. Analisis. Mengenai Dampak Lingkungan atau Upara Pengelolaan

!.ihg}-:ungan Hidup dan Lpaya Pemantzian Lingkengan Hidup.
e, pdnalisis Dampak Ladu Lintas,

Pasal 37
Fancang Dangun lerminal sebagaimanad dimaksud dalam Pasal 36 ayat
i3] huruf a merupakan delumen yang memuat desain tata letak
fasilitas terminal,
Duku kera rancang bangun teominal schagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 avat (3} hurul ¢ merupakan deltumen feknis yang memilar
Letarl Engineering Destgr (DED] tenninal vang paling sedikit melipuri:

a. strukrar hangunan,



{41

()

{1]

{2

mekanikal elektrikal;

instalasi air dan drainase;

instalasl dan perangkat pemadam kebalkaran,
perangkat media infommasi;

perangkat keamanan;

lansekan;

FmRoOT A A

atrsitektural; dan

—_
r

PENCATIA ATEPATAT Diaya.
Frncana induk terminal scbagaimana dimaksud dalaim Masal 36 agat
i3] huruf o meorupakan dokumen rencana pengembangan setiap
termingal i masa yang akan datang, vang paling sedildit el
a. wondisi saat ini '
Ir tencana pengembangan Boihtas ntama,
reficana pengembangan fasilitas penunjang;
d. perubahan pola pergerakan kendaragh daw’ orang di dalam
LerTntal;
e. perubahan pols pergerakan lalu lintasdiMuar terminal; dan
[, perubsahan pemanfantan tata rudngdf sekitar terminal.
Analisis Dampak Lalu Lintas s{tau Mpaya Pengelolahan Lingkultegan
Hidup dan Upava Pemantadan Lingkungan Hidup Terminal
sehagaimana dimaksiud 1:19.]9111 Pasal 36 aval {31 hurad d disuaun dan

direrbithan sesual dengdn Ketentusn peratursn perundang-undangan.

Faragraf 2
Fazilitas Terminal

’ Pasal 38
Fasilltas Terminal penumpang terdic dari fasilitas utama dan [Esilitas
PELN AL,
Fasilitas utaina sehagaimana dirmaksad pada ayar [1) terdici dari:
A Jalur keberangkatan Kendaraan uimuin,

b, Jalur kedatangan Kendamsn emuom;
¢. tempat naik furun penumang:

d. TUAng rUNEsSy penumpang,

£. [apan intormasi;

[ Dangunan kantor Terminal;

€. TUang tunggy RENWIMpaIE,



.

r.

(1 8

menara pengewas dan fataw Central Control Television (COTV,
lirket penfiakan karcis,

ramba-ranby dan papan informasi vang sekurang-kurangnya
mefmial petunjuk juresan, tardl penumpang dan jadwal
penalanan;

pelataran parkir Kendargan pengantar dan/ atau taksi;

fasilitas univk Penyandang Ddisabilites, manusia usia lanjut,
anak-anak, wanita hamil (tempat khuesus by menyusoi] dan
orang sakil;

PO KEAIHIAD;

ruang terbuka hijay; dan

mushnlla.

(3] Fasilitas penunjang sebapaimana dimaksod  pada ﬁ}.ﬁ-lt (1) dapat.

berupa:

Fl,

by
&
d

=M

fasilitas penvandang disabilitas dan bl hauiibalan menyvosuai;
nos kesshatan;

lasiilas kesshalan;

katmar keeil /toilet;

alar pemadam leehakarang dan vy

fa=ilitas umum.

[Posal 39

{1] Fusilitas umum sChapaimana dimaksud dalam Pasal 38 avat (3) hueaf [

dizscdiakan bapl pedagang usaha mikro dan kecil.

{£] Fuasilitas urnu yang disediakan untuk kegiatan usaha milkro dan kecil

sebageimana dimaksud pada avat (1] paling scdikit 20% {tiga puluh
persef)

Paragral 3
Lingkungnan Kerja Terminal

Pasal 40

[l} Linpkungsan kerpa Terminal merapakan Daerah yang diperuntukkan
bagi [asilitas Terminal,
(2} Lingkungan  kerja  Terminal digunakan uantuk  pelaksanaan

pembangunan, pengembangarn, dan pengoperasian fasilitas Tenminal;

[} Lingkungan kera Terminal dikelola oleh penvelenggars Terminsl;



(4] Pengaturan dan pemanfaatan Daersh bngkongan  kerja Tenmingl
enjadl lAangEang 1awab penyelenggarn: Terminal.

Fasal 41
Setiap penggune lasilitas Terminal dilarang mendinkan bangunan baru,
merenovasi, memuogar dan;/al4u menpubah bentuk bangunan di lingkungan
Termmnal.

Matagraf 4
Pemelibaraan Temminal

FPasal 42

(1] TPemclharasn Ternminal terdivi dari kKegiatan uniuk rﬁtﬁjaga kondisi
Termlinal agar terap bersih, teratur, lertb, ra]:ﬁ, dan memenuhi
peravaratan keselamatan dan keamanan. '

2] Pemeliharaan Terciinal sehagaimang dimaksodasada ayat (1] meliputi:
a. fasilitas utama; dan
ti tastlitas penubnjang.

{3] Pelaksanaat pemeliharaan Tcrmina] Sebagaimana dirmaksud pada ayat
(1} dapal dilaksanalsan secerg swakelola dangatayu oleh Pihak Ketiga,

FParagral 3
FPenertiban Terrmnal

Pasal 435
{1] Penertibam Terminal penumpang terdid dard keglatan untuk menjaga
kﬂndi's'..i. Terminal agar tetap teratur, tertib dan memenuhi persvaratan
IFESEIEunaLH.n dan keamanan Termital,
{2] Ketentuan lehih lanjut mengenat penettiban Terminal penumpang
scbagaimana dirnaksud pada ayal [1) diatur dalam Peraturan Walikota,

Paragral 6
Tata Tertitr Terminal

Pasal 44
Scrap orang yang berada di Terminal wijih memaruhi petunjuk dan

ketentuan  dari penpelola Tenninal dalam hal menjapa keamuanun,



ketertiban, kebersihan dan kesehatan, i lingkungan Terminal  serla

ketentuun perundang-undangan.

Pasal 45
Hetiap Kenduraan bermetor umum dalar Trayek wajib singgah di Termingl

yang sudah ditentulaan, kecuali ditetaphkan lain dalam izin Trayvek.

Pazal 46
Setiap Kendaraan bermolor urmnum dalam Trayek retap dan reratur magpire
Travek nsidental yang melintas, memulai dan /sty mengakhiti pegjalanan
di Termainal, wajbk memenuhi  persyaratan  laik  Jalan, PEREYarilan
administras] dan mematuhi rambu-rambu serta Lunda-radda La Lintas

yang ada i Terminal.

Fasal 47
Setiap Kendaraan bermaotar umum dalam Trayek tetdp dan teratur maupun
Trayek insidental yang menjalankan Trayek» perkotaan wajib  masuk
Tertninal sesuzd dengan [zin Trayeknyva,

Pasd) 48
{1] Betiap orang yang memjalanksn usaha di lingkungan Terminal wajil
memiliki tanda pengenat E,-;mg dikeluarkan oleh pejahar yvang ditunguk.
[2] Tanda penpenal :-:ut:r;igaimana dirmalksud pada ayat (1) berlaku untuk
jangla walinill fﬂ.aml tahun dan dapat diperpanjang.
[3}  Ketentuan lebiiManjur mengena tata cars. dan bentuk tands pengenal
mbaga;’ména ditnaksnd pada ayat (1) diatur dalam Peratoran Walikots.

Paragral 7
koewajibal

Pasal 49
Fedapang wuajib menvediakan komak sampah pada tempat berjualan, dan
selanjutnya membuang sampah (ersebut sctiap bari ke dalam hakt sampah
vang disedislan.



Fasul 50
Setiap urang  vang menggunakan  fasilitas otama danfaran  lasiiltas

penunjang Terminal wajih sesual dengan fungsinya,

Bagian kctiga
Penyelenggaraan Tempat Kegiatan Usaha

Faragraf 1
Peristnan Penpgunaan Kios/Rantio dsn Lolket Penjualan Kareis

Pasal al
Setiap orang dan/fatay Badan yang akan menjalankan usdha di ‘1:errni11:1]
wajib mendapathkan sural izin penempatdan dard Walikota atﬁu ‘i-‘tj.'ahat YRANE
ditunjuk. N\

Pasal 52
[1}  Surat [zin Penempatan sebagaimana dimal-:surl dalam Pasal 51, berlaku
untuk jangka waktu 1 {satu) tahun dan dapat diperparjang.
2}  Ketentuan lebih lanjut mengetial N#in penempatan dan tata cara
e panjangan Iural Iein Ft:nempéttan sebagaimana dimaksud pada aval
(1) diarur dalam Peraturan Wahkota,

Pasal 23
[1} Di Terminal pefitenpang dapat dipasang reklame.
(2} EReklame sebagaunena dinasbysuwd pada ayat (1) dipungut Reiribusi
Pemakiaiaf Kekavaan Daerah danatal Pajals Daerah sesuai peraturan
pn:nmﬂmg-&ndemgm_

Paragral £
Pengelolaan Kegiatan Usaha Penunjats

Prazal 54
[1}  Pengelolaan Fasilitas penunjang dapar dilakukan oleh orang ataw Badan
sctelah rnendapat izin degd Wallkota atal Pejabat vange ditunjuk.
[2) Ketentuan mengenai pengelolaan asititas penunjang diatur lebib lanjur
delam Meraluran Walikota



(1}

[}

(1}

[2]

Bagian Kesmpal
Penyelenggaraan kebersihian dan kKemdahan

Paragraf |

LTnuim

[asal 55
Pemerintah  Daerah berfanggungjawah atas  penyelenggarsan
kebersihan dan keindahatn Terminal serta meoyediakan saranasan
prasarana vang diperhukan, '
Setiap pengguna jasd fasilitas Termainal wajlb menjaga kcl:rn:rsit}an dan

kemdahan serta menjags sarann dan prasarana yang tersegdia”

Pasal 55
Setigp orang waHillr  nembuang sa_mpah.'di temmpat pembuangan
sementara atal bal-bak sampah dan tempit sampah lain yang
ditentukan. \
CHrras bertangpiing jJawab atas kebefsthan dan pembuangan sampat di
dalam lingkungan kerja Terminaj seunpail ke Termpal Perrosesan Akhir
sampahn aran bak-bak samipah dan tetnpst lam pang ditentukan oleh
Penyelenggara Terminads,

Paragral 2
Laratigaf

Pagal 57

Pedagang ﬂa.[l,-‘ﬂlau orang yang bekerja di linpkungan Terminal dilarang:

4. memnddahtangankan surat izin penempatan dan/atau tanda pengenal;

b. mencmpati tempat usaia yang bukan hakrva atau melebihi luas vang

ditentylcan; dan/arau

. menjual barang dansatau mengeunakan lempat usaha wntuk kegiatan

yang dapur menimbu-kan bahaya Lebakaran ataun bahava-bahayas

lainmya.

Pasal 5%
Setiap orang vang berada di dalam Terminal dilarang:
#. bertempat tinggal/ menegiap,



)
(2

(3]

(1]

meruzak, mengamhbil, memindahkan dan/alau menpotorn mventars
Terminal;

menempalkan Kendaraan/alat penganglut barang di tempat vang ridak
SETILe S1InYya;

menjadi  cala,  pengemis, pengarnen, permunta  sumbangan/derma,
peralung, penjual aprokat dare asongan;

betjudi, thunum-minuman  keras, membawa, menggunakan,  atau
menguass narloba, bertindale asusila,

melakukan perbuatan Kriminal yang melawan dan melangear hulkam;
dan atau; '
membawa barang-barang yang berbahaya dan membunyikan, petasan

deny bungy-bunyian yanp lain yang mengganggu.

Bagian Kelona

Jasa Pelavanan

Pasal 39

Atas jasa pelavanan Terminal dipwagur retribusi.

Retribusi sebagaimana dimpaksud pada ayat (1] terdiri dari jasa:

A, PENEEUNHHAT wmpatwparkit kKendaraan untuk melakukan bonghkar
muat barang;

h. penpggunaan temﬁat parkir Kendarsan anpgkuotan barang uniuk
igtirahal atau Selama menungpl keberunglaatan;

. PENpEuMEET Basilitas parkir Kendaraan, selain Kendaraan angkuran
burang;dan

il. p-éngguﬂ&ﬂﬂ lempat penitipan barang semenlarafgodang.

retentuan  lebih lanjul  teengens jass  pelavanan schagaimana

dimaksud pada ayal [Z2) diatur dalam Peraturan Walikota,

Bagian Keenam

Sanks Acrmiinistratf

Pasal 60
Sctiap pengermudi pengendara  kendaraan  bermotor umum  yang
telanggar ketentuan Pasal 34 dilkkenail sanlsi administratif,



[2]

[}

[

(6]

(73

[#]

(10}

(L1]

(1

(2]

Sctiap pongguna fasilitas Terminal vang melanggar ketenioan Pasal 40

dilcenai sanksi administratif

Betiap orang di Terminal yang melanggar ketentuan Pasal 57 ayat |1}

ataun Fasal 38 hurul a atau schap pedagang yang melakukan perbuacan

melanggar Pasal 50 dikenel sanksi adiministratif.

Pengemudi Kendaraan bertnotor vang melangpar ketentuan Pasal 45,

Fasal 46 atau Pasal 47 dikens sanksi administratif.

Pedagane yang melanggar ketentuan  Pasal 49 dikenai  sanhksi

administratif.

Setiup OTARE yang menggunakan fasilitas utama dan/arau dasilivis

penunjang Terminal yang melanggar ketentuan Pasal 50 dikénm sanksi

acdwrlinisiralf, ‘

Sctisp orang danfdatau Badan vang melanggar keteﬁtuc—m Pasal 31

dikenal sanksi administratif. N\,

setiap penggfuna jasa fazilitas Terminal ﬁng milangpar ketentyan

Fasal 25 aval (2] dikenal sanlosi administratif.

Setiap orang yung melanggar ketentuaw Pasal 56 avart (1) dikenad sankosi

adrministratif,

Setiap orang di Terminal yang nﬁelaﬁj:gar Pasal 57 dan ltusal 58 atay

setiap pedagang vang melakubksan perbuatan melanggar Pasal 50

dikkenai sanks: adminstratid,

Sanks administratif “stbagaimana ditnaksud pada avat (1) samnpad

dengan avat [10), beri;lp:a:

4. teguran; :

b. peringasan tertulis;

. denca paling scdikit Rpin0.000,00 (seratus ribu rupiah] dan paling
Barzak Kpl O00.00d0, 00 {satu juta rupiah): dan/atau

d. rpencabutan izin.

Pasal /1
Sambkesi administratil berupa teguran sebagaimana dimaksod dalam
Pasal 60 ayatl () hurul & dikenakan pada pelanggaran Pasal 34, Pasal
44, Pasal 48 avat (1}, Pasal 49, Pasal 50. Pasal 91, Pasal 55, Pasal 56,
Pasal 57 dan Pasal 58,
Sanksi adminisiratif berupa peringaten rertulis sebagaimana dimmaksud
dalarn Pasal 60 ayat (6] hurui b ditenakan pada pelunggoran Pasal 11



(3]

(4]

(2]

i1

(2]

(3

4]

Fasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 535 ayat (2], dengan batas
waktu akhir pelaksanasan paling lama 343 [figa puhah) hati kalender,
Sanksi  administratit berups denda  administratil sebagaimana
dimalsud dalam Pasal 60 ayal (6] hurud ¢ dikenakan pada pelanggaran
Pasal 41, Pasal 44, Pasul 4353, Pasal 46, Pasal 47, dan/atan Pasal 48
avat (1), Pasal 49, Pasal 30, Pasal 33 ayat [2), Pasal 56 ayat (1), Pasal
27 palmg sedikit schesar RplO0Ooo0,00 (seratus ribu rupiabl dan
paling banyalk schesar Rpl Q00 CHO0 [sam jula rupiahl.

Sanksi administratii berupa pencaburan izrin sebagaimana dimaksad
dalam Pasal &0 ayat (9] huruf d dikenakan pada pelanggaran Pasal 41
dan Pasal 27 setelah 80 {enam puluh| har kalender dari batas waktu
akhir pembayaran denda administratif tidek dilaksanakan.

ketentulan  leblh  lanjut mengenal fata cara pengenaan  sanksi
adrmunistratif schagaimana dimaksud pada avat {|}'sawpai dengan ayat
[4) diatur dalam Peraturam Walikota.

BAR VI
PERFPARKIRAN

Bagian Kesatu
Penvelengpsrann Tempat Parkir

Paragral 1

Imam

Pasal 62
Ternpat = parkir dapat  diselenggasrakan olebh Pemerintah  Daerah
dangalay Badan, proommngan.
Tempat parlar sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi:
a. tempat parkdar tepl Jalan umum; dan
h, tempat khusus parkir,
Tompat parkir sebagaimana dimaksud pada svar [2) humf g
diselenggarakan oleh Pemerintah Daeruah,
Tempat  parlar  sebapaimana  dbineksad pada svar (2] huruf b
diselengrarakan oleh Pemerintah Daerah danfatau Badan, perorangan,



(1]

(2]

(3]

i4]

{11

[2]

{3

{4]

l'aragraf 2
Fenyelenggaraan Parkir Sistem Valef

Pagal B3
Tempal parkir teps jalar umum dapat disclengearakan dengan sistem
valet,
Lokasi parkir sisrem velet dapat herkembang secara (erus menerus
berdagarkan  Kebutuhsn  masvarakat  dan kebijakan  Pemerintah
Naerah,
FPengelnfa dan/fatau petagas packir vadet wajlbh melakukan puﬁgutz-ln
rarit retribusi parkir sesual peraturan perundang-undangan dan tidale
memints  Lamtethan kepada pelanggan herups wang .}arau‘ heniuk
lainnya. .
Fengelola danjiataun perugas parkar tdak btrtanggﬁng jawab afas
kehilangan barang berherga di dalam kendafazn
Lokasi 1farkir sebagainmana dimaksud pada “abat (2] dan ketentuan
tentang Standard Operasional Prosedir Paskir sisiemn valet diator
dalam Peraturan Walikota,

Hgragrat 2
Penvelengmaraan Parkir Elektronik

Pl 64
Tempalt partsg tepl jalan umum dan tempat kKhusus packir dapat
diselenggarskan dengan Parkir Elektrontk.
F':jrkir.EEE’kT.mniL{ sehagaimana dimaksud pada aval (1) meliputi:
a. Parfal Clektronik Tunai; dan
b wEarkir Elelctronik Non Tunai.
Pengadasn alat Parkit clcktronik daped diperoieh dari Pemerintab
Duaerah, Hadan, dan /atay perorangan.
Pengelnla dan/atan petugas packir wajil ikut menjaga dun memelinara
alal parkir elektronik yvang dipunakan,
Eetentuan lebih lanjut mengetsg Lokasi Paclar Elektronils diatur dalar
Peratutran Walikota,



(2]

[5)

Paraprat 4
kKepistan Parkit [nsidental

Fazal 65
Peoyelengzaraan kegiatan di Daerah vang herdampak timbulnya patlr
insidencal, wajih mendapallan rekornendas terlebib daholo.
Bekomendasi sebaggimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
Linas dan bertujuan untuk menghindari kontlik yvang revjadi dengac
Pengelola ataw Petugas Parkir di lapangsan,
Rekomendasi vang diterbitkan oleh Dinas paling sedilab memiuabs
A, [asilitas penunjang prasarand dan sarsnd parkir, dan

b. petugas pengatur parkir

Bagian Kedua
FPenerapan Lokasi dan Pembanguinan Fasi’lilaﬁ. Fatkir

Pasal 66, N,

Penttapant lokasi dan pembangunan fasilitasWarkir unruk nmum dilakukan

oleh 'emerintah Daerah dengan ]l'tEI'ﬂi'_‘lth‘ELTi]{E.H'.

A

rencana tata raang wilayvah;

b, Andalaling dan '
€. kemnudahan bagl Penpgunaewldsa.

{1]

2]

{3]

Bapian Ketiga

* Parkir ¥ Tepi Jalan Umum

Fasal 67
Fasililéé Parkir di Tep Jualan mum dapat disclenggarakan di tempat
Eertenm alan Jalan vang dinyatkan denpan Kambu Laly Lintas,
dan/atau Marka .Jalan.
Fasilitas parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayvat
(1} dibagy menjadi zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan
Lalu Lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat.
Sona Parkir sebagaimana dimaksud  pada swvar (2] dikategoriben
menjadt;
a. Zonda A;
h., Zong B;
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2. ¥ona

d. Zona I, dan

& Zona I,

Ketentuan lebih lanjut mengenal zona parkir sebagaimana dimalosiegd

pada avat [3) diatur dengan Peraturan Walikots,

Pasal &8
Parkir Kendarzan bermotor di fepi Jalan umuam dianir secars sejajar
atal membentuk sudut menorgt arah Laly Lintas,
Pada ruas Jalsn tertentu parkic Kendaraan bermotor ditepiJalan
umum hanya dapat dilakukan pada 1 {satu) sisi, \
Penedapan  swdur pearckar  hendaraat  dan roas .Jaian “tertentu

{lilaksanakan ses0a1 hasil manajemen dan rolayvasa Labalintas,

Pasal 69
Unmuk mewnjudkan ketertiban dan kelancaran/Lalu Lintas ditetapkan
jenis Rendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehlan yang
dilarang parkir di tepi Jalan wmugm.
kKetentuan lebih lanjut mﬂﬂgf{ﬂa_i']rc'rr:is dan Jurnlah Berat yang
Liperbolehkan sebagaimama, dimaksud padas avar (1) diator dalam
Perataran Walikota.

Bagian kegmpat
Parkit Di Ternpat Knusus Parlir

, Pasal 70
Temp}i; khusus parkir dapat berupa:
i ppetlaiaran packir,
B taman parkit; dan
¢, fedung parkir;
Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur
sitkuwlas) dan posisi parkir Kendarsan yang dinvatakan dengan rambn
Lalu Lintas ataw marka Jalan, dan diber] lands berops horof aray
angka vyang memberikan Kemudahan bagl pengguna jasa uniok
menemubkan Eendaraaniyra.
Pelataran parkir dan taman parkit schagaimana diniaksad pads ayvat
i1 hurufa dan hurut b harus memiliki batas-batas terened,
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igdung parkir sebagaormana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ harus
memenuht  persvaralan  konstruksi  sesuui  kelentuan  perundang-

Lndangan.

Bagian Kelima
Pengelolasn Parkir

Pasal 71

Fengelolaan Parldr di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusos Parkir

milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintabh Daerah dar dapat

dikerjasamakan  dengan  mbabk keliga  melal pr:lf:langqn dan

petingukean. ¢

Peneelolasn  Parlar  yang  dikerassmakan dengaﬂ pihak ketiga

sebagaimana dimalksud pada avax (1) dilaksanakdn déngsm ketentuan

sebagal herikut; :

a. lingkup pekerjaan adalah penataan, spenertiban,  pembaniu
kecamanan dan penarikan rerribaasiy ©

b. menyerahkan uwang jaminan paling sedilt 40% {empat puluh
persen) dari nilai harpa 1&1@13 gang dimenangkan sebelum Surar
Perintah Mulai Kerja ditveri k=11

C. menyerahkan uangsgamigan peowijukan sebesar 2 jduap bulan
dibreyvar dimulka S;btlﬂm 1=in diterbitkan;

d. pelelangan/penunjukan pikak lain dilakukan oleh Walikola alan
priabat yvang ditunjulk; dan

2. pekerjaan dimulal setigp 1 Januari sampal dengan 31 Desember
tahun’trﬂrja]ﬂn. kecuali dalam keadaan tertentu.

’ Fagal 72

Malam pengelolaan parkic, pibak ketiga mempekerjakan potugas parkic
setelah mendapatkan kartu tanda angpeta.

Ketentuan Ichih lanjur mengenai tata cara kerjasama dengan pihak
Lketiga sebagaimana dimaksud dalarmn Ysel 71 ayat (1) dan penerbitan
kartll tanda angeots seigaimana dimaksoud pada ayet (1) diatur dalam
Peraturan Wahkota,



Pasal 73

rolens pendapatan parkir berdasarkan pada hasil suarvey yang dilakukan

oleh Peonerintah Daerah, pengelala parkir dan/fatau akademisi,

Pasal 74

Fihalc ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 avar [} sewelah
memenuhi persyaratan kegasama diberi izin dan hak sehagai pengelola

parkir,

(1]

[2]

i3]

i1

{2]

{3

Pasal 75
Setiap Orang yang melakuksan usaha pengelolaan Parkis di‘ vern pat
khusus parkir mitik swasta dapat dilaksanakan setelafimendapat lzin
Usaha Walikota atau Pejabal vang dilunjuk. ’
[zin sehagaimana dimaksud pada awat (1) dapat diterbitkan setelah
memenuhi  syaral  administrasi  dan  wcknis., ‘serta  mengdapatkan
relecnendasi darn Linas.
kelentuan lebih lanjut mengenai tata® gara perizinan, syvaral-syvaral
adrmunistras: dan teknis sebagairpana diMaksud pada ayat (1) dan ayat
(2] merta penyvelenggarssn {laﬁ pengelolaan  parkir diatur  dalam
Peraturan Walikata.

Pasal Ti
Pernerintah Laergh /berwenang menetaplan batae bawah dan batas
atas dalam genentnan tarifl parkir di lempat khosus parkic milile
pribadi dan; atau swasta,
Tanf parlar di tempar khusus parkic milik swasia harus lebih rendah
daripa’ﬂa tarif parkir di tepi jalan umom Jdi kawasan rersebut.
Batas, Dawah dan batas atas dalam penoenfan taril sebapgaimans
ﬂimﬂkﬂud pada ayat (1] ditetapkan dengan Kepuiisan Walikota.



Bagian keenam
Hak Dan Kewajiban Penpgelola Patkir, Petugas Parkar Dan Pengguna Jasa
Parkir di Tepi Jalan Unnw dan Tempat Khusus Parkic

Fuaragraf 1
Halk Pengelola, Petupas Parkir dun Pengguna Jasa Parkirc

Pagal 7r
Fengelala parkir mempanyai hak sebagal berikul:
a, mengelola tempat lahan patkir vang ditetapkan;
Do memperoleh hasil putigotan retribust yanp telah dilskukem, petugasz
parkir sebesar 35 % (tipa puluh lima persen| dari pr:ndapam:n perkir,
c. mendapat  perlindungan keamanan dari Pemerintal’ Waerah  dari
kegiatan parkir ilegal/ ridak resmi; dan
. mendapal janinan kepastian dalam mengelols lahanparkir.

Pasal THy, ©

Perugas Parkir mempunyal halk:
a. memperalel  penphasilan sesbaieedengan  perjanjion  kerja  dengan
pengelola parkir;

b, rmemungut reiribusi parkirgesood ketentyuan Perpfuran Daerah tentang

Fetribusi Daerah; dan

. mendapat jaminan sesial dat hak-hak lainnya dari pengelola parkir.

Pasal 70
Penggunad, Jass Baorkir mermpinyal hak:
g, Inem pét-n,leh bukti pembayaran retobust scsum ketentuan peraturan
prrundang-undsangan;
k. mendapat pelayanan vang baik dari petugas parkir:

mendapat jaminan keamanan, dan

d. tendapat ganll rug atas terjadinys kehilangan kendaraan heseria

kelengkapannva dan/atan kerusakan vang dislami.



Paragrat 3
Kewsajitkan Pengelola, Perugas Parkit dan Pengguna.Jasa Parkir

Paszal 80

Dralarm melakukan usahanya Pengelola Parkdr mnempunyad kewafiban:

.

menjagd keamanan, keterdiban, lkeindahan dan kelancaran Lalu Lintas
di kawasan lokasi parkir yang dikelola,

menyverahkan hasil punpgulan relribusi kepada Walikola melalul Thooas
seslal kontrak ! keterapan retrbos;

memuhgul Larl retbusi sesudi deugan Peraturan Daerah tentang
Fetribus Daerah; \
membina dan mempekerjakan elUEAs parkit yang caka;i}, jujur, rapi
dan terampil; .

mematuhl dan melksanakan hubungan Fl:rhuruha'n,-"i{t:'r.::n:ig:ikmjiaan
gcziunl dengan Peraturan Perundangaﬁ-undangan di bidang
ketenagakeriaan;

memberikan jaminan sosial dan hak-halke® [ainnya, kepada Petugas
Parlar;

membenkan  ganti  Tugi atasi kehilangan Kendaraan termasuk
kelengkapannya dan/atau _kesusalian vang dialami karena Kesengajaan
atan kealpaan perugas parkic; dan

tidak mﬂngaliht‘ungsﬂ-;an ldhan parkir vang dikelola kecuali mendapat
123ty dari Walikoda A pejabat vang dibumulke.

Paszeal 51

{l] Petugas Pagkit mem puya kewaiban,

R rﬁtlaksanakzln tugns yang ditetapkan pengelola vang telah disahkan
qleh Dinas;

by menyerahlkon buklil retribusi packir kepadd penpegund juss parkir;
menyerahkan hasl pemungutan retribis parkr kepada pengelois;

d. memsakai  seragam parkir, beserts kelengkapan yang  telah
ditetaplian, dan Kartu ahda anggota,

e. membertkan pelayandan kepada Pengguna Jasa Parkir dengan hailk;
menata dengan rerhib Kendarasn vang diparkir sesuai denpan pola
parkir yvang ditetapkan;

£ membetikan jaminan Keamanan;



h, memberikan  ganl rugl atas kehilangan Kendsaraosn tormasuk
kelengkapannya dan/aranl keérusubkan  vang  diglami karena
kescnpajaan atau kealpaan;

i. mematuhi ketentuan tarif retribust parkir vang berlakog, dan

o memaga kebersiban, keindsban dan kenyamanan  lingkungan
parkir,

(2} Ketentuan lebih lanjut mengenal seragam parkic bheserta
kelenpglapannya dan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pads
ayat {1 hurgl d diatur dalamn Peraturan Walikota.

Pasal B2
Fengguna Jasa Parkir mempunyal Kewajiban;
a. mengmpatkan Kendarasn 4i tempat vang sesual dengan pcfuntulmnnya;
b, mematuhl semoa teanda-canda parkir danfarmo perogjak vang ada;
¢, meminta karcis parldr pada saar parkie; dan 4
d. rmenunjukkan dan membayar reiribusi oarkieskepada petugas parkic
pada saar alkan meninggalkan tempsal packir.

Pasal 83
Setiap nrang dilarang melaklkarskegialan pengelolaan parkir selain petugas
parkir yang dipekerjakan geleh pengelola parkiv sebagaimana  dimaksoed
dalam Pasal T2 ayat (1) dag fatay pengelala parkir sebagaimans dimaksoad
dalam  Pasal 74 dap ‘petugas parsir msidental  sctelah mendapat
rekomnetdasi.

Bagiaty Kerjuly
sanks Administratif

Pazal 4
(1] Pengelola dan/ataun petugas Parkir Valel yang melanpgsr ketenran
Fasal .2 dikenai sanbsi adimnistratil,
(2) Pengelola dan/arau perugas parkir vang -nelangesd kelenluan Paszal o4
dikenai sanksi administratil.
(3 Petrelenggaraan kepiatan <i Daerah vang berdampak timbainya parkir
insidental yang melanpgear  ketentuan  Pasal 653 dikenad  sanksi

adrministratif,
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Pengelola parliar yang melanggar Pasal 80 atau petugas parkit yang

melangear ketentuan Fasal 81 dikena’ sanksi adiminisurarii,

Pengguna .Jasa Parkir yang melanggar ketentuan Pasal 82 dikenai
sanksi adminisiralif,

Setiap orang vany melangear ketentuan Pasal B3 dikenad  sanksi
Aadroireistrakif,

Sunksi administrarif sebagaimana dimaksud pada ayat [1) berepas
TEE]JTH_['I',

peringatan tertilia;

pencabutan karta Tanda Angpota;

denda pahng sedikit RplO0.000,00 (seratus ribu rupiah)dao paling
banyak Rp1.000.000,00 {satu juta rpiah); dan/atau\)

aonogow

&, pencabutan ezin.

axal 8BS
Sonkes admimstratf berupa teguran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal B4 ayat [7] huruf a dikenalan ad« pelanggaran Pasal 63 avat (3,
Iasal 64 ayat |4], Pasal 52 dan Pasal @8,
Sankst admimistralif berupa mrﬂﬁgatall rertulis sehagaimana diraksud
dalaon Pasal 54 ayar (7] husuf b .dil-:enai sehanvak 3 [tiga) kali dengan
selang wakilu 10 [sepuluf) hari kalender rerhadap pelunpearsn Pasal
63, Pasul 64, Pasal 814 Pasal 40 dan Pasal 85,
Sunkst administfatf Berups pencabulan  Kartu Tanda Anggota
sebagaimanadiraaksud dalam Pasal 84 ayvat (7)) huruf ¢ dikenakan
kepada. Petugas Parkir vang tetap tidak melaksanakan kewajiban
sebagaitnana dimaksod dalam Pasal 63 dan Pasal Bl setelah
bﬁl’“’dl{h.fl'nj’ﬁjﬁngkﬁ walru peringatan teriulis ketiga.
Sinn ks . 'adminjstratli' berupa pencabutarn  izin  pengelolaan  parkir
ﬁikfnﬁkan kepada pengelola patkir vang tetap Udak melaksanukan
kewajiban sebagaimana dimalesud dalam Pasal 80 sctelah berakhimyva
Junghkes waktu peringatan teriulis kelipes,
Banksl administratil berupa denda schagaimana dimaksud dalarn Pasal
a4 aval [7) hurul ¢ wrhadap pelanggaran Pasal 64 awvat 4], Pasal 65
axal (1), Pasad 82 dan Pasal 88 paling sedikil scbesar RplOD 000 0G0
(seratus ribu tupiah) dan paling banvalt sebesar Rpl 00000000 [saty

Juta rupiah).
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Ketentyan nengenad  tata cora pengenaan sanksi admindsteatil
sehagaimang ditnaksud dalsm fasal B4 ayat 7] diatur dalam Perafsran
Waliliola,

BAE VI
FEMINDAHAN KEMDARAAM

Pasal 86

Uniuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan  bagi
pengguna Jalan, Pemmernntah Dacrah dapat melakukan pemindaban
herdiraan bermotor. \
Pemindshan Kendaraan bermotor sehapaimana dimalkesig 11éda‘a}'at (1
dilaltukan: ’
a, atas perminlaan pemilik dan farau pengguna Kendaraan; atau
b. atas pelangearan parkir yang dilakulaf u:;'leh. pemilils dan/atau

penpguna Kendaraan.

Pasal B7..
vemindahan Kendarasan bermotar ﬁ’raé permintaan pemilik danfatao
pengguna Kendarasn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat {2)
huruf a dilakukan dalamfal Kendaraan yvang rusak dan; atao mognk.
Pernindsahan kendamaﬁ Bermotor atas petmintaan pemilik kendarazn,
sehagaimana dimbksuds pada avar (1) Udek dikenakan hbiaya ata
aratis. :
Pemmindahan He¢ntlaraan bermefor aras pelanggaran  oleh  pemilik
dan/alay péngguna Kendaraan sebagaimans dimalosud dalao Pasal Bo
ayat [2} hitruf b dilakukan dalam hat sebaeai beriloat:
a, Mendaraan yang parkir pada tempat yang dilwang, baik vang
W dinyatakan  atsu tidak  dinyarakan  dengan rambu-rambu  Laly
| Linnag,
I+ kendaraan yang ditempatican di Jalar sehingps menpgangeu fungsi
dan manfaat Jalan
. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiiik dan/atau  pengguna
kendaraan di Jalan sclama 2 x 29 jam idaa kall dus peich empat
Jarn}; atay
d. menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 tdual jam tanpa alasan
vang dapal dipertangpung jawabkan,
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Petmundahan terhadap Kendaraan scbagaimana dimaksud pada avat 1]
fdur dyal (2] dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 88
Seliap baden usaha pemilik kendaraan benoeter wajib memaliki alaug
MeTnguasal paras vang mencukupl untuk menyimpan Kepdaraan.
Setiap orang pemilik dan; atan pengmana kendaraan bermnolor harus
menyimpan  kendaraannoya i garasi oataw di tempat vang  tidak
mengakibatkan rerganggunya MINgsi jalan.

Pasal KO { )\
Femindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dima_l-::au:]‘ida_laim Pasal
B avar [2) dan Pasal 87 avac {1 diladoukan dengan n::m'a:. )
A, penggembokan pada rods Kendaraan; . \
b, diderek dengan mobil derck scsuai dcngari ﬁﬁru antukannya; dan
o, digsimpan di aredl peoyvimpansn Kendamaan‘Bermonor,
Rendaraan  bermotor  vang  dipindahkdan® berdassrkan ketenloan
sebugaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat [} diadministrasi dengan
tertib dan ridak menjanin apahiia st kecusakan akibil pemind:ihan
kendarasn.
Pengambilan Kendaragmbesmaior sebapaimana dimaksod pada avar (1)
dilakukan dengsn ‘menUnjukkan  bukti  kepemilikan  Kendaran
Rertnoagr, dan membayar penggantian biaya penggembokan untuk
kendarasn roda 4 [cmpat) atau lebih sehesar BEp200.000,00 [dua ratus
ritmy vupiahl, unlvk kendaraon roda 2 {doR) sehesar Bp 100,000, 00
isErallLs FibiL rupiah| atau  membavar  bisya  derek  sebesar
RFSDG_DGD_.CID {Hga rafus ribl rapiah).

Pazal 90

Kerenluan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan, penvimpanan,

penjaminan Keamenan, pengadininisirasian, serta pengamhilan Kendaraan
sebagairmans dimakesud dalamy Pasal B9 diaoe dalam Peraturan Walikoti.
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BAE VIII
FENGUJIAN BEREALA DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN

Bagian Kesarl
Pengujian Berleala

Faragral 1
Jenis Kendlarasn

Pasal U1
Setiap orang dangarau badan yang memniliki dan/atau Metpuasai
Kendaraan Bermotor wajib uji, wajib melakukan Pengujiar” Berkals
terhadap Kendaraan Bermoror yang dimiliki dan/ atau dﬂ-:uas:-u’nya.
Rendaraan Bermotor wajh wpn sebagammana dimakéuﬂ 'pada ayat 1],
meliputi: 8
a. Mobil Penumpang Umunm;
b, Mohil Bus,
. Mobil Barang:
id. Kerera gandengan; dan
£, Kereta tempelan.
Tidiak rermasuk Kendapaan, Bermotor wajib uji sehagaimana dimaksud
pada ayar (2], adalak:
a. Kendaraan Hﬂ'nmiur milik THI/POLEL
b, alak beratiantara lan bulldozer, traktor, mcesin gilas, forkhft dan
Crezrle;
. k&ndaﬁaan khusus penyandang dizabilitas,
mbtyi} penurmpang vang tidak digunalkan untol Angkutan dniaim,
dan

.0 sepeda molor npa rumah-rumah atau tanpa kereta Ramping.

Fasal 92
bMasa berlaku Pengupan Berkala swlalabh 6 jenam)| bulan.
Pengupan Berkala sebagpimana dimaksud pada avat (1) melipud
kegratan:
A, pemetiksasn dan pengujian =ik kendaraan Bermoror, dan
b, pengesahat hasl ujp,
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Kemiatan Pemeriksaan dan pengujian  fisik kendaraan Bermotor

sebagannana dimaksud avat (2) hurof a dilaksanakan nleh:

A, unit pelaksana pengujian Daerah;

b. unit pelaksana agen wnggal pemepang merk yang menduapat izin
dar pemenntah; ataa

C.ounit pelaksans pengujian swasta vang mendaparkan izin dari
pemenrntah,

Patagral 2
Pengujian Kendarsan Bermootor

Fasal 93 :
Terhadap kendaraan bermotor wajih uji sebagaitmana d;imﬁ]{ﬂud dalam
Al 91 ayat |2) wajibh dilakukan 1l berkala N\,
Lji Berleala sebagaimuna dimaksud pada ayef | Laterdini dari:
a. pendaftaran kendaraan wajit uji Perkala;
b aji berkala perrama; dan
¢. uji berkada perparnjangan.
Pemerikzaan dah pengujian fiﬂik:ﬁhégmmma dimakaud pada ayal (1}
meliputi pengujian erhadapipersyaralan teknis dan laik Jalan,
Bukf lulus uji berkalas geb:;gaimana dimaksad pada ayvat [2) berupa
pemberian kartu ujidag setifikar wil berkala,
Pendaftaran pela}'atﬁn Penguian  Kendaraan Benmotor  dilakuban
stcara elektronik dan/atau manual.

Faragral 3
Pengujizt Berloald

Pasal 94
[enguyian berkala Kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas.
Pelabsanaan )i Derkala sebagaimana cimaksud  pada  ayat (1),
dilaksanakan di terapat Pengujian Kendiaraan Bermotar.
Penpujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Pengujian Statis dang/
atau Pengujian Dinatmis.
Kendaraan bermotor yang lulus aii diberikan bukti Julus uji berkada

kendaraan bermotor.
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Muktd Luluy Ujln Berkaly Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
frada ayal [4] adatah tanda bukti lulos uji berkala vang diberikan dalam
betituk kartl uji dan tanda uji yang menvatakatn Kendsraan bermorer
widjth uji berkala telah lulus pemeriksaan telnis dan pengujisn lmlk

ialan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari pengiji

kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan
bukts lnlus wii berkala kondaraan berniotor,

Pasal 95
Untul: menyelenggaralian  persujian berkala, Walilkota  berwongag
merencAanakan, membangun, dJdan memelinara tempat ppengljian
Kendaragh, ‘
Tempal pengujian kendunsan sebapaimana dimaksud dvat ‘I:l] bersilat:
&, stuatis yang berupa gedung pengijian; dan/atan
b, tlinafls yang berupa uji keliling, .
FPengujien scbagaimana dimaksud pada avat A1 dilengkapi dengan
peralalan mekanis sesuai dengan KetgnTuan peraturan  perundang-
undangan. ‘
Peralatan mekanis sebagaimana  dimalsud  pada ayat (20 wajib
dipelihara dan dikahbras: seeara Ecrk:—aln.

Magal 96
Kendaraan bermeéiop wajib Ui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
ayat 1} rangdioparasikan 4i Jalan harws memcenuhi:
A. persyararan talnis; dat
b, persyaualan [aik jalan.
Fe:-syai-atun telmis dan laik jalan sebagaimona dimaksud pada ayar {1)
harua.s;ésuai dengan rancang banpun yang telah ditetaploan,
Untul-: menenthl persyvaratan reknis dan Caik Jatan, sebagaimana
dimnaksud pada ayat (2] dilakukan:
a. pengujian berkaila,
h. pemeliharaan dan/atau perawsan.

Pasal 97
Pengujian berkala Kendaraan hermotor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 94 ayat (1) uniuk pertams kali dilskuban setelah 1 isata) mahun
sejuke diterbitlcannya Surat Tanda Nomor Kendaman Benmgtor.,
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Fvarat vang wajib dilmnpirkan untuk pengajian berkala sebagaimana
dimaksud pada avat (1) adalah:

a. Sertifikat Registrasi Up Tipe,

b, Surat Tanda Momar Kendaraan,

. ldentiras pemilik; dan

d. Bukt pelunasan biaya uji

Pengujinn berkala  selanjurnya dilaksanskan  sebelum  masa  uji
berakhir.

Mosal OR .
Penpunan berkala dikikuksn dengan menggunaken  fasililas dan
peralatan pengujian serta dilatulean oleh tenaga penglji vang mmemiliki
kualifikasi teknis sesuai ketestnan perundang-uncangao ‘
Peralatan pengujian sebagaimpana dimaksud pada, avat {1] adalah
peralalan uji berkals kendaraan bernmotar heTipa, peralatan pengujian
lenghkup dan peralatan pengujian dasar Peralalan pengujian lengkap
atau peralatan pengujian dasar sebagaingng dimuksud pada avat (2)
adalah peralatan vang dipasang dan tdigunakan pada lokasi tempat
progujian vang bersifar terap. o
Peralatan pengujinn keliling sebagajmana ditnaksud pada ayat (2]
adalah peralatan yang digonakan pada lokiasi tempat pengujisn vang
bersitat tidak tetapl deme dilempatkan pada Lendaraan  bermotor
penganghkut peral@lan uil,
Fasilitas dangeralatan pengujian scbapannana dimaksad pada ayat (1]
beruopa Fasilitas dzn peralatan pengujian pada lokasi veng bersifat
tetap.

Pasal 34
.-'iupahll;j suatu Kendaraazn dinyatakan tiiak lulus oji, penguji wajih
memberitahukan hepada permulik ataw pemegang Kendaraan paling
sedikil melmput:
a, alasan tidak lules wjl fisik;
b, item vang ridalk Tolus ug blk;
¢.  perbaikan vang harus dilakukan; dan
d, Baras wakion menpgajukan pengujian glanp.
Dalam hal porbaikan yang harus diakukan sebapaimans dimaksud
pada ayat {1] hurul o, kepada pemilie/permnceganpg diberilean waltn



paling lama 14 [empat belas) han, Udak diberlakokan sebagai pemohon
baru dan tidak dipunglt aya w.

(3] Apabila sctelah dilakukan uji ulang ternyata Kendaraan masih
dinvatakan tidak lulus, maka unfmak wji wulang selanjuinya dikensa
retribusi kembali,

Fasal 100

{11 Apabila pemilik/pemegang kendatraan tidak menyetujul pemberitahuan
ticdek Tulus Wl dar pengujl sebapaimans dimaksud dalam Pasal 99 ayar
(1], pemnilik atan pemegang dapat menpajukan pormaobonan kebe rdtat
secara tertulis kepada pimpinan penlgas penguji, ‘

{21 Pimpinan petugas penguji dalam jangka walktu peding lamé 20dua) jam
harus memberikan jawahan diterima aiau dimla}mja:‘ptnnnhﬂnun
sebagaimana dimaksod pada avat (1), selelah mendenzar penjelasan
dari penguji vang bersungkutan. 7~

(3} Apabila permobwnan keberatan diterima harus didakuokan 1) wlang,

(4} Apabila permohonan keberatan ditolak damjiaray setelah dilakukan )i
tlang sebapaintana dimaksod pada Ej;"-r:lt 3], 1ernyata etap tidak lulus
uji, maka pemilik/ pemegang Licl s ﬁamit mengajukan lagi permohonan
kelersian. ’

Fasal 101
{1] Pemilik Kendargat .bértnr:m:-r wigib U dapat memindabkan pengujian
Kendlaraannyd ke empat oh mans Kendaran ita berdomisili.
{21 Pemindahan pr:ngﬁjian herkala sehagaimana dimaksud pada awan [1),
Wil mend;patl-:sm relkomendasi darl T nas.

Pasal 102
FE[-uljahan’ stalus danfatau  perubrahban spesifikasi teknis Keowlarsan
bermotor dapat dilalukan  setelahl  diadekan  permenksaan  toknis,
mendapatkan rekomendast  dan Dinas  serilas mendapatkan Sertifilear
Regizstrasi Uji Tipe.

Fasnl 103
kKetrentuan lebih lanjur mengenal tata cara pengujisn berkals diatur dalam
Feraturan Walikota.
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Paragraf 4

Tenaps Pelaksans Pengujian

Pasal 104
Peowjian kendarsan Bermnotor dilakssnalksan o.ch tenasa pelaksana
perE gt kendarddn bermolor.
Trnaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor terdicd dar:
a. Penguji Kendaraan Hennotor Pelaksana Peraula,
b. Pengujl Kendaraan Bermaror Pelghsana,
c. Penpuji Kendarazn Bermntor Pelaksana Lanjutan; dan
d. Pengji Kendarasn Bermaolor Penvelia, '
Peinguiil Kendarasn Bermotor Penrelia sebhagaimana dimakosud pﬁda avat
|2} huruf d berweaang mengeschikan bulod lulus wii GeTloala bherupa
Kaltil i dan tareda 141 secara elelktromk, P
Penglji Kendaraan Barmotor Penvelia sebhagainiatia dimaksud pada ayar
(21 hurul 8 dapat membenban penvaladan dan merelkomendasikean
penphapussn  bagi  Kendaraan  dinds, ( instansi, Hadan Hukum
pemerintah dan swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau
pelelangan. ——
Apabils Pengupi Kendarsss Permotor Penyclia scbagaimana dimabsud
pada ayar (3 dan ayat 44| cidak ada, pengesahan sukti lulus Uji Berkala
dapat dilakukan clg\Tenaga pelaksana pengujian kendarasn berrnotor
Pelalksana Lanjutanny
kKetentuwan rentng tenaga pelaksana pengujian kendarsan  bermotor
dilaksanalamgesual keteneuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

[emeriksssn

Parzgraf 1

FPemerilkksaan Kendaraan Rerniotor

Pasal 105
Dalam ranghka meningkatkan peraupadan ketertiban dan keselamatan
LLAJ, kelestarian lingkungan scrta terjaganys sarana dan prasarang
Jalan, Pemennrah LUDaerah menyelenggarakan  sistem  pemeriksasn
Kendaraan bermator,



(2]

(1]

{2]

(1}

(21

{1]

{2

(2

Sistem pemeriksaan Kendarsan bermaotor sebagaimana dimaksad pada
ayal {11 melipuld  pemernksasm dan/alan penglujian Kendaraan

hereer,

Pasal 136
Pemerilesann kendarasn bormotor delakuolan terhoadap sehap
Kendaraan hermotor vang dioperasionallcan di Jalan.
Pemeriksaan kenderaan bermotar seshagaitnana dimaksad pada avat (1]
meliput:
4. persyvaratan cekms; dan
b, persvaratan Laik Jalan,

Pasal 107 :
Pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dipaksitd dalam Pasal
106 avat [2) hurul b dilakukan terhadap: '

a, mebll penumpang umum,;

b, mestul bs;

. mobl barang;

d. kerets gandengan,; dan

e, lereta tempelan.

Pemneriksaan kKendarean hermiotor sebagaimana dimaksed pada ayaf
[1], thilgkilkan hersariaan dengar Pengiyglan kendarasan Berinotor,

Faragraf 2
Pemeriksaan Emis Gas Buang

: ‘asal 108
Kengardan hermaotor milik pribadi wajib memenuihi ketentuan ambang
Batas Emisi Fas buang.
Pémerikaaan armbang batas emis gas buang Rendarsan bermoetor milik
pribadi schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit
sekali dalam setahun.
Pemeriksasn ambang batas emid gas buang Kendaraan bermmotor milik
pribadi dilalsanalian i tempatl pengupan Rendarqan bermotor, agen
Pemepang bMerk dan benghel uomum yang disunjuk sebagai Benpkel
Pelalisana UjL Emisi.



[H

(5]

()

Femeriksaan ambang Datas emsisi gas buang Kendarasn oleh uni
pelaksana U1 Emist rmlik Pernerintah Doaerah dikenadl Eetribusi sesuai
dengan ketenludan peraturan perundang-undangan.

Scbagm bukti bahwa Kendaraan bermotor pribadi telah memenuhi
ambang baras emisi gas buang dibenkan Surat Keterangan dan Stiker
vang dipasang pada Kendaraan,

Kelenbuan lebih lanjut mengenai Pemeriksnan ambang alfas emisi gas
buzng Kendaraan bermaotor milik pribadi sehagaimana dimaksud pada
avat (3] dan wnit Pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimadaud padagapat
4] diatur dalam Peraturan Walikota. \

Pagal 109

seliap Kendaraan bermotor pnbadi sang tidak memnenighi PETSYAratan

ambang batas cmisi yvang ditentukan dilarang beroperasi di Jalan,

| 1]

2]

13]

Pasal 110
Denghel pelaksana Un Emilst Kendoarbam, bermoter pribadi harus
mermenuhl persyaratan. ‘
Peralatan  pemieriksaan  emisi gAY buang Kendaraan pribadi
sebhagaimana [limaksnd puada aj.r.ﬁt (1) tlapat diadalkan oleh Femerintah
Daerah danfatan oleh Beémghkel Pelaksana U Emdsi screlah mendapat
rekotnendasi dan keiemn’gan lulus tera katibrasi vang dikeluarkan oleh
Pejabwat yang htmﬂ:nahg-
Ketentuan lefih lanjut mengenai persyaratan bengkel pelaksana ui
BTISI sﬂhagﬂimanﬁ dimaksud pada ayAc (1) disler dalam Peraluran
Walikota,

Fasal 111

Peng:i.v;'aaan pemeriksaan emisi gas uang Kendaraan bermoter pribacdi
dilakukan oleh Dinas,
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Foaragral 3
Fengendalhan Pencemaran dara Sumber Bergerak

Fasal 112

Penanggulangan pencemarat Udara dan sumber bergerak melipoti

pengawasan terbadap penaatan ambang batas cmisi gas buang yang

sudah dietlapkan, dilakukan melalur keglatan:

4, pemernksaan cmisi zas buang Kendaraan bermotor di Jalan
dilakulean ofeh petupas pengiji vang memiliki koalifikasi telongs;
dan '

h, pemberlainakan hari bebas Kendaraan Bermotoer di Jalq.n Kota
sex0al harly tangeal Fam pembrerlakuEn.

Penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bernidtondi Jalan Kota

sebagmmuna dimralsud avat (1) huruf b ditetapkan oleh Walikota.

Penetapan pemberlakuan had bebas Kendarfan Bennotor diluar Jalan

hota ditetapkan oleh Walikota setelah berloerdinasi dengan Menter)

yang bertanggung jawab di bidang Jalad nniuk Jalan Nasional dan

Cubermur untuk Jalan Prowvinsd.

Harl hebas Kendaraan He.rnmtﬂriﬁth&lgafmana dimaksud pada avat (2]

dipcruniukkan bagi kegiatamglah raga. budaya, sosial dan clonomi.

Setiap orang yang akapgnemanfaatkan lokasi tertentu pada kawasan

Heri Bebas Kenderagn “Bermetor wntuk  kegiatan  sebagatmans

dirmakesid pada avat FI] harus mendapatkan Izin dari THoas,

Setiap orangidilatang melaksanalkan kegistan yang berbauw politik,

suku, agama dan ras di hari bebas Kendaraan bertnolor,

E{Etenmaﬁ lelih loyul mengens pemnanlaatan Harl Bebas Kendaraan

Bermator diatur dalam Peraturan Walilkowa.

Paragral 4
Penil:aian Teknis

Pasal 113
Fenilaizan teknis berlaku bag Kendaraan bermotor vang aloan dilakukan
penghapusan dan/atauw Kendaraan angkutan penumpang dmum Yang
alcan diremajakan.
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(2]

Peniladan telms dilakukan lerhadap kondis stk Kendarsan bermotor
oleh petlgas penpul dan Jdikenaksan retribuosi bagl Kendaraan di laar
kepemilikon Pemerntah Dacrah.

Sebaga bukt telah dilakukan penilaian teknis diterhitkan Berita Acara
Petilaan Teknis,

Ketentuan  lebih lanjul mengenai penilaian eknls  sebagainisila
dimalsud pada ayat (13 dianir dalam Peraturan Walikota,

Harugrul 5

Pemeliharaan, Perawatan, dangatau Perbaikan Kendaraan Bermoter

Fasal 114 ‘
Untuk  menjage kondist Kendaraoan bermotor dgd.l' memenuhi
puersyaratan teknis dan laik jalan, Kendaraan hermimton ﬁﬂr]u diladauloan
perieliharann, perawatan dan/atau perbailafl.
[emeliharaan, perawatan dan/atag perbaikan” Kendaraan bermotor
sebagaimiana dimaksud pada ayat (1)dapaldilaksanakan oleh bengleel
umum dan benghkel khasus,

Bagian Kotiga
Smlksi Acdtministratil

Fazal 115
Pemilik mobil peumpang umum, mohil hus, mobil barang, kercra
gandengar.dan kereta tempelan yang melaksanakan 1ji berkaly yang
mﬂ]a_nggaf Fasal 26 ayal (1} atau pemulilk Kendaraan bermotor wajib uiji
Y1l 'rn.::'l.';l.’:-:ui-:an pemindaban peagufien herkala yang melanggar Pasal
10k ayat () atau setiap orang vang melakukan perubahan stalug
dan fatau spesilikasi teknis Kendsrdan hermotar vang melanggar Pasal
1402 dikenai sanksi administratil,
Saniksl admminialratif sebagaimans dimaksud pads ayar (1) herupa:
A teguran;
b, peringalan tertolis: dan/qtau
c. denda paling sedikit sehesar BEp300.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
dan paling banyak sebesar Rpl.500.000,00 [satu juts lima ratins
rit rupiahy.



(Bl Eetentuan  lelah lanjur  mengend lata card pengenasan  sanhsi
admimstratll sebagpmmans dimsksud pada avyat (1) diatur dalam
Peraluran Waliloaova.

BaE IX
PENANGOULANGAN KECELARKAAMN LALL LINTAR

Bapian Kesatn
'rogram tlan /arau Rencana Kerja Pencegahan

Kerelakaan Lalu Lintas

Pasat 116
Untuk menghindar terjadinva kecelakaan Lalu Lintas di JAlap M Pemerintah
Dacrah  menerapkan  program  dan/atau rencena  kerjgd  pencegaban
kecelalkaan lahy Lintas,

Pasal 117 .
Frogram dan/atau rencana kerja Stbagaim:iné dimaksud dalam Pasal 1140

dilalssanalkan secsrs terkoordinasi mmelioodi:

A

pembinaan keselamatan Lalu LintRs Dagl para pemakai Jalan;

identifikasi Daerah rawean Kecelakasn Lalu Lintas,

Analisis terjadimya kecelakaanlzalo Lintas;

oo o

penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecclakaan

Lalu Lintas;

e, pembangunan dagy penpadaan prasarang dan sarana pencoegahan
kecelakaanLaly Lintas;

. audit hidang kesclarmatan LLAJ; dan

E- pernbinéml atika berLalu Lintas bagt masyarakst wimlm,

Pasal 118
Cralam  penyusunan  program  dangatair  rencana kerfa pencepabian
kecelakaan Lah Lintas, Pemerintah Daerah melibatkan:
a. S[arman Lalu Lintas kepolisian Besor;
b. Crganisasi Angkutan Bermoter di jalan Raya;
r. AsuransiJasa Rahara,
d. Rumah Sakit;
e, Palang Merah Indonesia;
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Organisasi Mon Pemeraital:, dan
Fradan atawl peraran@ad.

Bagian kedua
Pelayvaran Pengaturan dan Penpendaslian LLAS

Pasal 119
Dinas melaksatiakian kegiatan Pelayvansan, Pengaturan dan Pengendalian
Ladu Lintas.
Pelayanan, Pengaturan dan Pengendalian Laly Lintas dilaksanakan di

Daerah rawan kemacetan dan kecelakaan Laly Tintas,

Fazal 120
Pelayanan, Fengaiuran dan Pengendalian Lalu Libtds’ sebagaimana
fimaksid dalam Fasal 119 meliputl kegiatan:,
a. audit bidang kesclamatan LLAL, '
b. inspelksi bidang keselamatan LLALJ;
C.  pengamatan dan pemantalan, dan \
d. pengaturan lalu lintas ina[d&nftal’. \ .‘:
Audit bidang Keselamalan LLANsebagaimana dimalesud pada ayat (1)
huruf a dapat dilaksanaltan dleh Dinas dan/atay auditar independen
vang ditentoukan oleh Hinks,
Inspeksi bidang Kesslamaton LLA) sehagnimane dimaksud pada avat
(1) huruf b difélesanakan secara periodik berdassackan skald prioritas
pleh Dinas,
Pengamatdn ‘tan pemanftauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufse waﬁh dilakaanakan secard berhelanutan oleh Dimas melalui
LArTL au'dil dan inspekst ndang keselamatan LLACD.
Titn E:-J.'leit ndang  kesclamatan LLAJ dan  tim inspeksi  bidang
keselnmatan LA sebagaimana dimaksud pada ayat {4 ditetapkan
oleh Walikota,
Hasil pengawazsun sebdgaimana dimaksud pada ayat (1] ditindaklanjuti
dengan tindakan keorektf dan/satau penegakkan hukum olech PPNS
hidang T.LAJ berkoordinas] dengan kepalisian.
Eetentuan  lebih lanju:s  mengenai pelayanan,  pengatursn dan
penpendalian LLAJ disatur dalam Peraturan Walikatg,



HAB X
KMANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Penangfung jawsb

Pagal 121
(1] Walikota bertanggung jawab dalam kegialan Manajemen dan Rekavasa
Lalu Lintgs,
(2] Dinas bertangeung jawab dalam pelaksana kegiatan Manajemen, de
Rebayasa Lalu Lintas,

Bagian Kedua
Tryuan

Pasal 122
Manajemen dan Releavasa Lalu Lintas dilaksah@eksn untuk mengoptimalkan
penggunaan jaringan Jalan dan gesakan \Lalu Lintas di Dacrah dalam
rangka menpamin keamanan, kedelamatan, ketertiban, dan kelancaran
LLAJ.

Bagian Kelips
Kegintan

Faragral 1
UlreiLitn

Fazal 123
Eegman Managjemen dan Rekayasa Lalu Lintas schagaimana dimaksud
dalam Pasal 122 melipui:
A, pPErencanann,;
PETLEAIIIAT;
perekayasaan;
pemberdayaan; dan

=

PN EaMWESATL,



Paragral 2

Perencuanann

Fazal 124

(1}  Kegiatan perencansan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a

tneliputi;

a. identihkas masalah Lalu Lintas;

by, inventarisasi dar analisis siteasi aras Lal Lintas:
inventarisasi dan analisis kebtuhan angkutan crang den barams;
inventarisasi dan analisis kerersediaan atau daya tampung Jakany

¢. inventarisasi dan  analisis  ketersediaan  atau  daya’ Mqampung
Kendaraan;

f. imventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan ﬁﬁu:tlﬂkﬂﬁn Lalu
Lintas: N\,

B, inventarisas dan Analisis Dampak Lalu Lintas™

h. penetapan ingkat pelayanan; dan

I. pooctapan rencana kebijakan pengaibvan penggunasn jaringan
Jalan dan gerak T.al Lintas,

2] Perencanaan  dalam Manai::rﬁcn' “can  MKekavasa Talu  Lintas
dilaksanakan oleh Walikets setelsh  berkoordinasi dengan  instansi
Lerkant. .

(3] ketemtuan !lehih lagjut” mengenai pelalisenaan kegiatan perenciansan

schagnimana dimaksud pada avat (11 diatur dalam Peraturan Walikota,

Paragraf 3
Penpgaturan

Pasal 125
Ftngﬁturan LLAT sebagatmana dimaksud dalam Pasal 123 horof b
dilaksanakan oleh Walikora meladui penetapan kebijalean pengpunasn
jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas peda jaringan JJalan tertentu,

Pasal 126
[l Kebijakan pengaturan pehgeunaan juringan dan gerak Lalu Lintas
untuk jalan kota scbagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1]
houral © ditetapkan oleh Walikota,



{2] HKehijakan pengaturan penggunasn jarinpan dan gerak Lalu Lintas
sebagaimana dimaksod pada ayar (1] meliputl kegiatan penetapan
kebilaksatian Lalu Limtas pada jaringan Jalan atay ruas Jalan tertenc
yVarg melipii:

A. pengaturan Lalu Lintas sadalah kegialen penctapan kehijaksanaan
Lalm Lincas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertenfu vang
melipuiki:

1. penetapan rate atau Trayek angkutan penumpa Wmumn,

2. penectapan jaringan lintas atau rule angkulan barang,

4. penetapan sirkulasi Lol Lintas; dan

4, pongtapan prioritas angkutan massat melalui penyediagn lajar
atal jalur aran Jalan khosus. ¢

b+ penetapan sirkulasi Lalu Lintas sebagaitoane dipsdsud pada ava
(2 huruf & angka 3 dilaloakan melalui kegiatan™, N
1. penetapan Lalu Lintas satu arah dﬂn,’ﬁtau g arah:

2. penetapan pembatasan jenis Kendaraab'pada suatu ruas Jalan
atau wilayah tertentu; )

3. penetapan larangan berhenfi dan/arau parkir tcmpat-tempat
tertenti; -,
penelapan kecepatapmbalu Lintas Kendaraan,
pembatasan mmatan gsumbu  terberat bagl russ-ruas Jalan
tertenta; dan;‘alau

fr, pengaturanlalu Lintas pada persimpangan dan ruas Jalan.

¢, Pepelapan, kebijakan Lalu Lintas pada jaringan Jalare atau tuass
Jalan tertentu dan sirkulasi Lalu Lintgs dinvatakan dalam rambaua-
r'.d.mhﬁ kalu Lintas, marka Jalan dan/atau APILL serta diumumkan
kerada masvarakat,

Faragral 4

Perekayasaan

Pasal 127
(1} Kegiaran Perekavasaan sebagaimana dimaksod dalam Pasal 123 hoaruf
C omelipui;
a. perbatkan peomnetrik ruas Jalan danfatau persimpangan scrta
perlenglkapan Jakan  vang  tidak  berkaitan  langsung  dengan
pengEns Jalan;



(2}

[1]

(21

(L]

(21

[3)

h. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atadl persimpangan seria
perlengkapan Jalan vang Deérkatan langsung dengan pengguna
Jala1, dan

v, optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalatm  ranglks
meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan ciektivitas penegakan
hukutr.

ketentuan tebih lanjut mengenal macam kegiatan perbaikan geomerrik

ruas Jalan dan/atau persimpangan sertg perlengkapan Jalan yvang

tidak berkaitan langsung dengsn pengguna Jalan  diatur dalam

Ivraturman Walilonta.

Fasal 128 ‘

Penpadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan 1.-'::‘1.1‘1;; berkaatan
lanpgsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimﬁkﬁ;ud dilam Fasal
127 avat (1] Buraf b disusun olch Dinas Whtuk jAangksa waktn paling
larm# 3 [licna) tahun.

Rencana leburuhan perlengkapan Walan “dan fasilitas pendukung
kegiatan LTAJ yang Derada digFdlun maopun diluvar Badan Jalan
danfatau lasilitas pendukung\penyelensgaraan LLAJ vang dilakukan
oleh Dadan atan peroranggmharts sesuai dengan persyaralan teknis,

dan mendapat [zin dageldings.

Pasal 129
Badan, perdfangan yang akan memasang fasilitas Lalu Lintas,
perlengkapan Jalan, fasihitas pendueliung harus memenuhi persyaralan
Ltkrlis.da.ﬁ mendapat imn dari Dinas,
Setigp”Badan arau  perorangan dilarang meconempelkan, memasang
SE5uaATU vang rietlyerlpsi menambah o atau menpurangl arti, mernsak,
memindahkan rambu-rambu, warka Jalan dan pember isvarat,
Dadan atau perorangan dapat memasang reklame pada  fasilivas,
perlengkapan  Jalan dan  fasilitas  produkung  sepanjang  ridalk
bertentangan dengan ketentuan ieknis dan peraturan perundang-
undangan, sarta tnendapat 2zin dari inas.
Setiap Badan atau perorangan, dilarang menvimpan benda-benda
dan/atan alac-alat dy Jalan yang dapat menimbulkan hambatan,
ganpguan dan kecelakaan Lalw Ligtas kecoali setelabh mendapat izin
dari Dinas dan/atau instans yang berwenang.



Pasal 130

Ketentuan lehih lanjut tentang izin sebagaimana dimaksud d=0sm Pasal 128
avat [2) dan Pasad 129 avat (1) dan ayvat (2) diamire dadam Peraturan Walikota.

(1]

{2]

{3]

{4

{5]

(634

(7]

(L)

(<]

‘nragraf 5
Pemberdavaan

Pasal 131
Pemberdayvadan sebopaimana dimaksud dalam Pasal 123 hurufad
rnelipull kegralan: '
a. arahan;
b. himnbingan,
. penyullhan,
il. pelalihan; dan
e. bantuan teknis.
Kepialan arahan sebagaimana dimaksud peatda avat (1) hurol s
dilakukan rnelalll penetipan pedomaw dan tata cara penyelengearaan
Manajernen dan Feleavasys Lalu Lintds.
hepiatan imbingan sebagajmaﬁa dimaksud pada ayat (1] hurud b
dilakukan meclalui pelaksap@an manajemen Lahy Lintas,
kegiatan penyuluhan sebagaimana dimakswl pada ayat [1} hurul c
flilakukan melalui T_H;nj.fulu.‘uin budiava rertity berlalo lintas di Jalan,
rhan hak-hak masvarnkat.
hepiatan pelatihan scbagriimana dimaksud pada avat {11 Tharal d
dilakulzan melalil pelatibran sumber daya manusia.
Kegiatan Eanruan reknis sebagalmana dimaksod pada ayat (1) hurol e
dil:aj-:ﬁka_n tmelalli  petpadasan, pemasangan, porbaikan dan/atan
pemeliharasan perlenghapan Jalan yang berkaitan langsung dengan
pengguna Jalan diraas Jalan dangatau dipersinpangan Jalan.
Retentuan lebih lanfut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimulesud pada avat (1) diarur dalam Peraturan Walikota,

Paszal 132
Cinas berknordinasi dengan instansi terkail dalam mensyusun analisis,
evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerja.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat [1) disarnpaikan oleh Dinas
kepada Forum LLAJ setiap 6 (enam) bulan sekali.



Faragrat £
Pengawasar

Pasal 133
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 hural e meliputi
kegigran:
a, pehniladan terhadap pelakzanaat kebiakan, dan
b, Litudakan korektil terhadap kebijaboan,

Fazal 134

I'enilaian terhadap polaksanaan kegiatan sebagaimana dimalsyud “dalam

Pasal 133 huruf a herupa:

i, pemantadan terhadap efeltrvitas pelalcsanaan kebjakanpadsa scmua
status julan yane dildkukan melalul penilsian tingkat pelayanan serelah
diterapkan kebijakan; dan

. enalisis terhadap efekliitas pelaksanaan kebiakean pada semuous slEtius
Jaan  yrang dilakukan dengan membandingkon  tHngkat pelayanan
webelumn diterapkan keoijaken dengan ringkat pelavanan setelah
diterapkan kehijakan, :

Pasal 135
Tindakan korellif lﬁj'hadap ebljakan sebapaimana dimaksud dalam Pasal
133 huerif b dilakukarhbBerdasarkan hasil penilajan tethadap pelaksanaan
kebijakan, dalarm benrudk:
# penyempusnaan kebijakan penggunann jalan dan gerakan lalu lintas;
atan
b, p-n:nr;;ab,utan kebiakan pengeunaan jalan dan gerakan lalu lintas.

BAB Xl
ANALIZS DAMPAK LALL LINTAS

Bagian Kesalu

Penvusunan Analisis Danpzlk Lala Lintas

Pasal 136
{i] 3eliap Badan Hukum, Badan dan perorangan yang akan melaksanakan

rencans pembangunan pusat kegiaran, permukiman, dan infrastrukoar



(4]

13

{4]

(3]

yang  akan merimbulksm pangeian keasmnanan,  kesclamatan,

ketertiban, dan Kelanecaran Lalu Lintas dan Angkuran Jalan di Jdalan

Kota harus dilakukan analisis dempak Laly Lintas.

Pusat Kegiatan, permukimsan, dan infrastruktur vang wajilr dikakukan

analisis dampask Laln Limtas sebapgsimana dimaksud pada ayat 1)

dipolongksn dalam 3 [tiga) kategori skals dampabk bangkitan Lalo

Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:

a_ kegiatan dengan hangkitan Lalu Lintas yang tinggi,

b, Kegiatat dengan banghdran Ladu Lintas vang sedang; dan

., keglatan dengan bangkitan Lala Linwas yang rendah.

Dokumen analisis dampak Lalu Lintas terintegrusi dengag dokumen

analisis mengenai dampak lingllangan hidup atan upaj.-rai penzelolaan

lingkungan hidup dan upayvs pemantauan lingkungan hﬁdup.

kajian anslisis dampak Lalu Lintas sehagaimana diﬁmksud parda ayat

(1] paling sedikit memusant: '

a. perencanaan dan metodologi analisis dampak Lalu Lintas:
analisis kandisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saac ini;
analisis bangkitan ftatithan Lalu/Limeas dan Anglutan Jalan akibat
pembxangundan  berdasarkan :kaiﬂiih teknis  ransportasi dengan
mengpunalsan faktor pata-rata jumlsh perjalanan yang ditetapkan
sSeCard nasienal; \

d. analisis distribusi périalanan:

e, analisis penilihabn moda;

£ analisis pembebanan perjalanss,

g, sirmulasi, kinerja Lalo Lintas yanp dilskulsn terhadap analisis
dampal{ Lalu Lintas;

h. r'-e'lt-:;:mﬂndasi dan rencemna implementasi penanganan dampak Lalu
Lifitas,

i} rincian tanggung jawah Pemerintah Pusat atan Pemerintah Daecah
dan pengetnbang atauw pembangun dalam penangatian dampak Laln
Lintas sebapasimanas dimaksud dalam huruf b,

] meEncana pemantauan dan evaluasi, dan

k., gambarat umum lohkasi vang akan dibanpin atau dikembanglcin.

Hazil analisis dampak Lale Lintas yang ternnteprasi dengan analisis

mengenal  dampak  linpkungan  hidup  atau  upaya  pengelolaan

lingkungan hidap dan  upsva pemantauan lingkungan  hidup



[fah

(2}

(3]

()

(1)

(2]

(2]

1y

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka
memenitht Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunsn.
Bhkala dampsak bangkitan Lalu Lintas sebapaimana dimaksud pada avat

2] sEsual kelenludn perdturan perundang-undangan.

Bagian kKedua
Ferserujuaty

Pasal 137
Hasll Andalalin sebagaimana dimaksud dalan Pasal 136 hais
disampatkan dan dimmitabsn persetujean kepads Dinas.
Peoyampaian hasil analisis dawnpale Lalu Lintas scbagajmaina di.mal;aud
pada ayar (5] dilakukan melalul sistern elektronik Gung terintegrasi
dengan Perizinan Derisahia ingkungsan hidup.
Persetyjuan Dinas sebaganmans dimaksud padia’ayat (1] diberikan
jangksa walkiu paling lama dalam 2 {tiga} har” kerja terhitung sejak
direrimanya dokumen Andalalin atau® kagjian dampak Lalu Linoas
dinvatakan secara lengkap dan memenuli persyaratan.
Dolkumen Andsalalin atau kajidn dasapal: Lalu Lintas merupakan salah
salll persyarzatan untuk memperoleh persetujuan bangunan gedune.

Pasal 138
Palam hal hasil dnalisis dampak Lalu Lintas berupa dokumen analisis
dampak Lahsflintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan
Lalu Linlag vang tinggi, maka perseigjuan sebagaimana dimaksad
dalam Pasal /127 diberikan setelah mendapat persetujuan toknis dari
tim_evafilasi penilai analisis dampak Lalu Lintas.
Tito, Evaluasi sebapaimana dimaksud pada ayat (1] dibentuk oleh
Walikola,
Timm Evalussi sehagaimana dimaksud pada ayar (2) lerdini atas unsar
Dinas, Pembina Jalan dan Kepolisian Nepars Republik Indonesia.

Pasal 139
Tugas Timm Evaluasi sebagaimnana dimabksid dalam Pasal 138 avat (2)
adalah:



{2|

[1]

[3)

(4]

=)

()

a, melakukan penilman terhadap bosil analisis dampal Laiy Lintas
yang herupa dokumen analisis dampak Lall Lintas unmk Kegiatan
dengan skala dampsak bangkitan Lalu Lintas yang tinge; dan

b, menilai kelayakan perseluian wang dilsulkan dalam hasil analisis
dampak Lalu Lintas.

Haxil Penilaian Timn Evaluasi sebagaimans dimaksad pada ayat (1)

menentukan dapat atau tidakoys Thoas memberikan perseriljuae atas

dokumen analisis datpak Lalu Lintas.

Hagian Kectiga
Tindak Lanjut Penilaian

Pagal 140
Dalam hal hasit penilaian Tim Evaluast mcn;,-aml-:aﬁ ddl-:umcn anslisis
dlarapak Lalu Lintas atau kajian dampak Lalu Lintas belir memenuhi
persvaratan, Dinas mengembalikan dokumemAndalalin atau kajian
deanpak Lalu Lintas kepada pengembang atsu pembangun untuk
disampirtakian,
Cradam hal hasil penilaian tim c'.;'aluési menyatakan dolamen anatisis
dampalk Lalu Litas elabsgnemenuohl persyaratan, Dinas mentinta
kepada  pengembangeaatau/ pembangun untuk  membuar  dan
menandatangani suIaypernyatasan kesangmupan melakssanaksn scmua
kewajiban vang tf!.lf:antum dadam dokumen Andalabin atau kajian
dampak LaluTintas,
Jural pernpalasf] kesanpgupan sebagasimana dimaksod pada evar [2)
merupakangbagian yang tidak terpisahkan dan dekumen analisis
da.n'lp'a_l-:'Lalu Lintas.
Kewgjiban sebagaimana dimsksud pada ayatl (2} harus terpenuohi
sebelum dan  selama pusat kegiatan,  pemukiman  dan/atan
infrasnurktur dioperasionalka,
Pelaksanaan Kewajiban sebapaimana dimaksud pada avat [4) dipantan
oleh Tim Evaluasi vang dibentak oleh Walikotra.
Ketentuan lebib lanjut mengenai Tim Evaluasi sebapaimana dimaksud
pacla ayat [5) diarur lebih lanjut dengan Keputisan Walikota.
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(2]

(1}

(4]

(]

(3]

Bagian Keempat
=anksl Administratif

Pasal 141
Setiap pengembang atan pembangun vang melanggar  pertivatasan
lkezsangpupan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 140 ayal (2] dikenal
sanksi administratit,
Sanks administratif sebagmaimana dimaksud pada avat (1) berepa:
A2, perimgatan ertulis,
b, penghenban sernentara legiatan; dan /s

¢, pembatalan persetujuan.

Pagal 142
Sanksi administratif Derupa peringatan tertulis sebﬁgaiinana dimalsud
dalam Pasal 141 avat (2] hural a dikena seBanyaked (liga) kali dengan
jangka waktu masing-masirg 30 {tiga puluh) hart kalender,
Cradaunnt  hal  pengernbang  atad prabangun  tidak melaksanakan
kewajiban setelah berakbirnyd jangksa wikto peringatan tortulis ketiga,
dikenal sanks administmtifi betupa  penghentian  sementars,
keplatan/ pelavanan mmumesglama 30 [tiga paluh) hari kajender,
Sanksi adminstratif berupa dénda sebesar 1% (satu persen| dari nila
kewaiiban yvang hapds/dipenuhi sebagaimana dimaksud dalsm Pasal
156 ayat (4 dikenakan kepada pengembang atuu pembangun vang
teta fidak mglaksamakan kewajiban seleliah Derakhimnya jangka wakin
penghentiqu  semettara  pelasvunan  umum dan/atau penghentian
semenmrﬁ kegiaran sehagaimana dimaksud pada ayat (2],
Da1ali1.wal~:tu 10 [sepulub) hart kalender sejak lanpggal pengenssn
safhks denda adroamisteatf atan B0 {sembilan puluh) kard kalender
sgiak pembayaran denda adminisiratif, pengembang ataw permbatgun
tidalk melaksanakan kKewsgjibannys, Persetujuatn Bangunan Gedung
dibatalkan alaw dicalwul,
Ketrntuan monpenal tafa  cara pengenaan  sankst  adminisiratil
sebagaimana  dimaksud clalatm Pasal 141 avab {2] dimtor dalam
Peraturan Walilkols,



BAB XII
ANGEUTAN

Bagian Eesatu
Umnuim

Fasal 143
(1] Angkutan orang danh/ataun barang dapal mengeuoakan;
4. Kendaraan Bermotor,;
b. Kendaraan Tidalk Bennotor,
. Kendaraan Tertentu dengan Menpgunalkan Pengoerak Mmor histril,
dan |
d, Kendaraan iannya,
(21 Kendarazn Bermolor sebapaimana dimaksad pafaSavat (1) horof oo
dikelampoikan dualam:
4. scpeda motor;
L. Maobil Penymparny,
c. Blabil Bus; dan
d. Mohal Batrang.
[3} Rendaraan Tidak Bermotorsebagdimana dimaslesud pada ayat (1) harof
b meliputi:
a. Kendaraan yang digéraltan oleh tenaga orang, dan
b, Kendaraan yang dita.rik oleh tenapa hewan,
{4 Kenduraan Tenenty dengan Menpgunalkan Penggerak Motor Listrile
sehagnimana dimalosud pada ayat [1) hurof ¢ dikelompokkan dalaom:
a. Blurer Listrilk;
b. Jepeda Tistrik;
¢ Horerboard,
i Sepeda Boda Satu [ Unicyele]; dan
€. Otapet.
(21 Kendaraan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurmaf d adalah
kendaraan vang mengsunakan  pongecrak motor  listrik untuk
menunjang urusan Pemerintahan Daerah.



(4]

{3

(L}

(2]

3]

Bapian Kedua
Angkutan Orang

Paragral 1
Angkutan Orang Denpan Kendaraan Bermotor

Pasal 144

Untuk mewujudkan  penyelenggaraan angkytan  arang  Jengan
Kendaraan Bermotor yvang handal, efisien, dan eleliil, Pereriarah
Doerah  menyusun  Sistem Pelayanan  Angkutan  Orang  dengan
Kendaraan bermotor sccara terpadu. \
Sistem  Pelayvanan Angkuran Orang  dengan Kendarae}n Hertnor
sebagaurmania dimaksud pada avat (1), diacabhkan paﬂa PE IR LTS
SAtAatla Angkuian massal, N\
I'clayanan angkutan erang dengan Kendarganebtsnotor schagaimana
dimaksud parda ayat (2] terdin dari:
a, anghkutan orang dengan Kendaraate angbutan wmam delam Travek;

dan
k. angkutan orang dengan Kmﬂm‘éﬁ angkutan umum tidak dalam

Trayek.

Pasal 145
Pelavanan angkulan ordng dengan Kendsrasn bermotor umum duaksam

Trayek sebagnymany dimabksud dalam Pasal 114 ayat (3] hural a

dilalkukan  olel ﬁmgkuMn prrknisan vang beropeorasi di Wilayah

Lraerah.

Frlayﬁna.n Angkutan orang, sebagdimand dimaksod pada ayac (1} harus

mr:mtﬁﬁhi kriteria:

é., mermiliki e 1etap dan terallr; dan

b memakkan dan menurunkan Penumpang pada  tempat  vang
diteniukan untuk Angkutan perkntasn.

Termnpat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada avat (2] hurul b

dapat erupa:

d.  Terminal;

b, halte; dan fatan

o, rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Urnuam,



(4]

Kendaraan vang dipergunakan unluk pelayanan Angkutan otang dalam
Trayek meliputi:
a.  Meobil 'coumpang umuonn, dan/atau

h. WMol Bus umum.

Fasal 144

Pelayanan anglalran orfang dengan Kendaraan bemolor umdm tdalks dalam
Trayek sebhagaimana. dimaksud dalam Pasal 143 avat (3) huruf b terdin dari:

H
b.

C.

(1}

()

(3]

(4]

{5]

(1}

angkutan orang dengan menggunakan taksi;
angkutan orang dengan rujuan fertent; dan

angkutan grang oi kawasan terfenrl.

Fasal 147
Angkutdn orang dengan menpgunalken taksi seltmgaimana dimaksad
dalarn Pasal 146 horof a harus digunakan gngak pelayanan angkutan
dari pintu ke pint dengan wilayah operasi d=latt kawasan perkotaan.
Wwilayah aperas) dalam Kawasan pegkowaan sebagainana dimakesud
paca ayal [1} adalah dalam wilayah Duasrdb.
Felayanan Anpgliutan oraog dépgan, menggunaian taksi sebagaimana
dimaksud pada ayat [1} dildlasifikasilkan menjadi;
a. regnler; dan
b eksekutl,
Kendaraan yang diﬁﬁrgljnﬁkﬂn untuk pelayanan  Angkutan  orang
dengan mengguinakan taksi sebagainana dinaksud pada avat (3)
treliputi
2. mobil Pepumpang sedan vang mermlikn 3 {bps| rlang; dan
b. mﬁl:.lil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 |dua) tuang.
bistern pembavaran  pada  pelayvanan  Angkutan  orang  dengan
menggunakan raksi dilakukan berdasarkan argameter yang dilengkapl
dengan alat pencetak bukh pembayarsm,
Wilavah operasi schagnimans dimaksud pada avar [2) dan jumlah

maksimal Kebutuhan taka ditetaphkan oleh Wallkota,

Fasal 148
Felayanan Angkutan orang dengan lujuan  tertento sebagsimesn
ditiuakesild  dalaen Pasal 146 horaf b omeripakan Angkutan vang



(2}

3

(1]

2]

(3}

melayary paling sedhkit meliput antar jemput, keperluan sossal, ataw
Kuaryiawean.

Anglutan arang dengan mjuan fartentu sebagpimana dimaksud pada
avat (1} dilarang menaikkan dan/fatay memirunkan Penumpang di
sepanjang pegalanan untuk keperluan baim di luar pelayanan angkutan
orang dulam Trawek.

Angkutan orang dengan fujuan  tertenty diselenggargkan  dengan
tenggunakan mohil penympang umum atan mobal s wmum.

Pasal 149
Pelavanan Aogkutan orang di kawasan tertentu scbagumang“dirmaksud
dalam Pasal 146 huta! o meruopakan Angkutan yvang ﬁ:l[]ak.;;anakan
melalyi pelavanan Angkatan di jalan lokal dan jalan Iinﬁkﬁngan.
Pelayanan Angkutan orang i kawasan terlenlu mha'gaj‘mana dimitksudad
pada myar (1) diklasifikasilian menjadi:
7. chonomi; dan
b. non ekonooni. \
Kendaraan vang dipergunakan unlik, pelavanan Angkutan orang di
kawasan  tertentu scbagu{man%l dimaksud pada avat (1} haus

menggunakan Mobil Penumpang Onmum.

Faragral 4

FEencana Tmum Jaringé_n Travek Perlootaan dan Wikavah Opcerasi Taksi

Pasal 130

Untuk menvelengparakan pelavanan angkulan umum dalam Trayek dan
pﬁﬂg&ﬂgk(tt{:ﬁn dengan mengegunakan taksi, Pemerintah Daerah menetapian
REencana Dmum Jaringan Trayek Perkotaan dan wilayah operasi Taksi.

(1]

Pasal 151
Juanngan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Tmun disusun
berdasarkan.
f. IEncana tata ruang;
b. tingkat perminiaan jasa Angkulan,
c.  kemampuan penyediaah jass Angkutan;
d,  ketersedizsn jaringan Lalu Lintas dan Angkuian Jalan.
g, kesesuaian dengan kelas jalan;



{]

[3)

(1)

(T}

(2]

. keterpaduan mbramoda Angkutan; dan

B kelerpaduan snrarmoda Angkuatan.

Jaringam Travek dan  Kebutuhan Kendaraan  Bermotor  Umuam

sebagaimana dimaksud pada avar 1] disusun dalam bentuk Rencana

Limurm Janngan Travelk Perkotasan.

Penyusunian Bencana Umuom Janngan Trayek sebagaimana dimaksuod

pada ayat (2] mempertimbanglan:

a. pembapian kawasan vang diperuntukan gniuk rangkitan dan
tarikkan pedjalanan berdasarkan rencans tata ruang wilayah;

b, Linghal petmuniaan jasa Angkutan berdasdarkan hang]-:itah tan
tankan penalanan pada Daerah asal dan tujuan;

c. kemampuan penvedizan lapasitas kendaraan dan jen:ls Pelavanan
Angkutan; ’

d. jaringat jalan yang dilalui dengan hierarkd ﬁtatﬁﬂ ﬂ:m fungsi jalan
yang sumu, sesual dengan jenis  pélayanan  Anglkutan  yang
disediakan; dan

& Termingal yang tipe dan kelasnyagsesial dengan jenis prlayanan
Angkutan vang disediakan, sérta Simpul transportasi  lainnva
herupa bandar wdaras, pulal‘;]uhél.ﬁ, staziun kereta api, dan/aran
wilayah strategpis atawsswilayzh lanoya vang memiliki potensi
bangkitan dan tarikan perjalanan.

Rencana Umym Jarix;g:an Trayek sebagairmnana dinaksud pada avat (3)

merupakan pedoman pemberan izin penyelenggaraan Anpgkutan orang

dalatn Travek.

Eencana Umum Jarngan Trayek dikaji wlang secara berkala paling

lama 5 {lisva) tahun,

F’EHFL'I"S’UHELH Eencans Umum Jaringan Travek sebapmmana dimeaksuadd

pade ayal (3) harus berpedoman padia reneana induk jaringan Laly

Lintas dan Angkuran .Jalan.

Frsal 152
Fencana Umum Jarmgatl Trayek perkotaan disusun berdosarkan
Fawasan prerkotiaan.
Kawasan peclotaan  sebugaimana dimaksud  pada  avar (1]
diklasiikasikan berdasarksan:
a. jumlab penduduk; dan
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(1]

2]

b, ketersediaan jarinean jalan dan permintaan kebutuhan Angkutan
ulang allk dalarn aral antar wilayah administrasi pemerintghan,
Fencana Umum Jfaringan Trayek perlotaan sebagaimensa dimnaksucd

pada ayat [1) memuar paling sedilor;

a. asal dan wjuan Travek perkotasan;

Iy, rempat persinggahan Trayelk perlotaan;

¢, Jaringan j#lan vang dilatlui dapat merupakan jaringan jalan
nasional, jaringan jalan provinsi, dan/ataw jarngan jalan
kabupaten /kota;

d. perkitaan permintaan jasa Penumpang Angkulan perkotaany dune

g Jumlah kebuinhan Kendaraan Angkutan perkotaan, \

Peryusunan Rencana Umum Jaringan Travek perkotadn i}faﬂg berada

dalam wilayah Daerah dilakukan cleh Walikota Secm;ﬂ Lerkootdinas

dengan instansi terkadt melalui Forum Lahu Lintas diih Angl-:ut;m Julan.

Rencana Usmiun Jaringan Travek perkotadh sebepgaimana dimaksied

pada ayar (4] ditetapkan olch Walikota setelabmendapat persetjoan

dari Menter.

MFagal 15%
Pemerintah  Daerah mempﬁrtim’hangkaﬂ usulan masvarakat untuk
menetapkan jaringan Traygk baru,
Untuk keperluan penéwpan jaringan Trayek baru  sebagaimana
ditnaksud padsl #vat (1) harus  dilakukan  survey  dengan
memperbatikan Jjaringan Travek vang telah ditetaphkan sebapaimana
dimaksud dalamyPasal 145 dan Pasal 152,

Faragraf 3
Penpgadaan Kendaraan

Masal 154
Setlap jaringan Trayek dan wilawah operasi Taksi vang telah mendapar
peoctapan schagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dilaksanakan
realisas]  pengisian  atall formuasi pelayanan angkutan  dengan
menggunakan kendaraan vang sesual dengan peruontukan untok tiap-
tiap jaringan Trayek dan wilayah aperasi raksi.
Kendaraan yang sesuai dengan peruntubkan scbagaimana dimsabosud

pada ayat [1]| adalah jurmlab alekasi, jenis dan protocipe warha dasar
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Kendaraan  sebapmirnana yang  ditetapkan otk masmp-masmg
jaringan Trayck.
Setiap Hadan Hulown rang akan mangisi larmasi pelayanan angiutan
lapal diberikan win apabila Bendaraan rang digounakan sesual dengan
prruntukannya.

Fasal 155
Lk pengadsaan fendaraan yvang seslal dengan peruntukatiinys,
pemnbuatan karoser: Kendaraan dilaksanakan oleh bengkel ogiam
kunstruksi; bengkel karoseri vang tefah mendupat rekomendasi, deri
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (N
Setiap dealer/agen vang felah  mendapat penunjul-:mi pEngadasn
Eendaraan dilarang membangun fmembuat Raroser seudm kecual
apabila dealer yang bersangkuran merliky onit h-r_.nglrs:::l konstruksi
yang felah mendapatkan izin dar Famerineah Daﬁrah dan relomendasi
dari Direktorat Jenderal Perhubungan Drarst,
Ketentuan lebih lan‘ut pengadaan Kepdataan sebapaimana dirralesud
pada avat (1] diatur dalam Ptratt.!ran Walilota.

Raragrad 4

Perizinan

FPasal 156
setiap Badan, Hiukum yang melalukan usaha di bidang angkutan
v untmk menganghoi orang, wajib memiliki T=zin Usaha berups:
A [2in ’l‘rh}fek; dan
b. Izi'n’ Oprerasi.
IZitnsebagaimang dimgalosud pada ayat (1] dikeluarkan oleh Walikola
abau pejabal vang ditunjuik,
lzil Usaha anghkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin
untuk melakukan usaha di Ridang angkutan baik vang dilaksanskan
dalatnn Trayvek maupun tidak  dalam Towyek,  berlakuy  =elana
penyelenggars masih melakuksn usaha di hidang angkutan,

(4} Setiap pemepang zin Usaha angkutan wajih:

a. mergalisasikan kepiatan usaba danfatal pengadsasn kendaraan
paling lambar 6 {enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha,



b, melaperkan krogiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah
Draersih.

Fasal 157

{11 1Zin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 avar (1) huraf a
diperintukan bagi angkulan dalam Trayek.

{21 lzitn Trayek sebapaimanya dimalksud pada ayaf (1) berlakw selams o
(i) Llahun dan hanyva dapat dperpanjang uniuk 5 {limal lahun
heriklitnys.

{3| Penvelcngeara usalia angkuatar wang elah memperoleh {zin Sravek
harus melaporkan operasional kendarasnnya vane terteanp dalan izin
Trayek setiap satu tahun sekali kesada Dinas. ’

{4 Sebagai lindak lanjut dand lsporan sehagaimana JdimaksLd pada avan
(21, Dinas mengeluarkan Karfy Pengawasan,

{3] Karlu Penpswasan sebapaimana dimaksud pada ayat (4 memuat data
Kenduraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tap Kkendaraan yang
harus dibawa oleh pengemudi pada sast Peroperasi dan diperlihatlcan
kepada petugas pada waktu dilabkukanwpemerilcsaan.

Pasal 158
Izin gperas] sebagaimana difmaksud dalam Pasal 156G ayar (11 hurul b
reliputl 1zin unluk; '
A, angkutan orang defzan menggunakan laksi, dan
b. angkutan oreng o, kgwasan tertenly yang wilayah operasinya berada
dalam Daerah.

Fasa: 159
Ketemtuan lebih  lanjut  tmengenal persyvaratan dan tata cara untuok
mumpgrnleh lzin sehagaimans dimakesud dalam Pasal 158 diatur dalam
Peraturan Walikota,

Patagref 3

Peremajaan, Pengpantian dan Fenghapusan Keadaraan Dermodor Umidim

Pasui 160)
[} Pemepntah Daerah melaksanakar peremsiaatt hendaraan  bermotor
LTI,



(<]

6

[+

(1}

(2]

{1

{2

Dalam  melakukan peremajaan Kendaraan  Bermotor umum,
Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Hukum.
Peremajaan Kendaraan Dermotor winuim sebagaimana dimak sued pada
avat [1] bertijuan unluk kesmambungan dan penimgkatan pelayanan,
kelayakan usaha dan  menghindarkan kemungkinan  terjadinya
kercelakann  akihat  kondisi  Kendaraar  vang  tidak  memenubi
pErsvaratan teknis dan ladk Jalan,

Peremajaaln  sebagaimana ditnaksud  pads ayat (2 dan ayac (3,
dilakukan atas permintasn pemilk Kendaraan dan berdasaglegn

perlauan wknis oleh Dinas.

Puasal 161 ‘
Peremnagaan Kendaraan bermetor umum scbagaimans d.ima]-:sud dalam
Fasal 160 ayvat (1] dilakukian dengan mf:mpﬁrhmlk;'-an ‘juml:ah armaida
Kendaraan pengganil harus sama dengan’ jumlesh  Kendaraan AT,
diremajalian.
Peremajann sehagaimana dimalisud pada dvat (1) dilaksanalkan seielah:
a. dilakukan penghapusan/pemusnahan Kendaraan bermotor umum
apabkila kondisinya sudah tidial-: memenuhi persyaratan tekniz dan
laik Jalan; atau
. perubsahan bentukedan stafus Kendarman bermotor umum dari
molxl bus atau rnpbi] penurmnpang menjadi mobil barang; dan

¢, penphapusan dekumen atag surat-surat Kendaraan lama.

Paszal 162
P&m&:r@ntih Dacrah meolakukan penggantan Kendaraan woum atas
nerminfarn pemilik Kendaraan bermotor u-num,
Pemggantian sebagaitmana dimaksud pada avat (1) dilakukan apabila:
Ae Kendaraan mengalami kecelakasn schinggz tidak memungkinkan
Lapn dioperasikan dan fatau kerens Kendaraan hilang; atau

b terfadi pengalihan Trayek.

Fasal 103

Sesual dengan perkermmbangan keburuhan dan penyediaan prasaratia LLAJ,

peremajaan  dan penggantian  Kendarasn diarabikan padsa pengpensan

sarana angkutan massal secara bertabap.



Pasal 154
Pemerintah Dacrah menetapkan penghdapusan Kendaran bermoter umuom
vang sudah tidak memenual persyaratan teknis dan laik Jalan atas
pettimbanpan keselamaran.

Pasal 164
Ketenman lebih langul mengenal peremaaan sebapgimana dimaksud dalaim
Pasal 160 ayar (1), penpgantan sebapaimana dimaksud dalam FPasal 162
ayat [1} dan penghapusan hendaraan schagaimana dimalsud dalam Pasal
164 diatur dalem Peraturan Walikota, \

Faragral
Agen Jasa Anglkuran

Paanl 166

(1] Agen jasa angkutan terdiri dan agen genjuadai karcls penumpang
Kendaraan hermaotar uatuim dad agen jﬁéri dAnghkutan barang.

{2] Agen penjualan  karcis pcnumpémg: Kendaraan bermotor umum
sebagaimans dimaksud pada avat (1) berupa bagian dari perusahaan
angklitan arau pihak lan ang telabh menjalin kerjasama dengan
perusahasn sopkutas’ '

{3] Agen jasa anghkutan barang sehagaimang dimaksod pada ayat (1)
herfungsi sehaai wempat penerimaan dan pengiriman barang serta
agen ekspedis s lan anpkutan barang,

Faszal 167
(I Axeh i:nif-'njualan karcis penumpang Kendargan bermotor umom hanya
btrfUl:LE:Ei sebogal temoat penjualan karcis.
[2) ﬂgun penjualan  karcis penumpang  Kendaraan  bermator  amin
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilamang digunakan ontuk
menaiklan dan menurinlan penumpang.

Pasal 1HE
(1) Agen jesa angkutan barang, wegib menyvediskan tempat penyimpanan
dan tmngkar muat.



(2] Apen jasa angkulan barang sebagaimana dimaksud pada avat (1)
bertanggung jawab terhadap prosedor penanganan barang  selamsa

barang tersehut belum dimuat ke dalam mohbil barang.

Fazal 169
(1) Pemerintah Doersh bersama instansi ferkait melakukan pengawasan
dan pembinaan terhadap agen jass anghatan,
(2] Kerentuan lebih lanjul cmengena tata cara pengawasat dan pembinasan

terhadap agen jasa anghutan diatur dalam Peratoran Waliloota,

Baman kKeliga
Angkutan Barang

Paragraf |
LTimem

Hasal 170, ©
(1} Angkuran barang dapal menggupakan Eendaraan Dermotor dan
Kendarasn Tidalk Berimoroer, :
(2} EKendaraan hermotor sebagiimana dimaksad pada avat (1) meliputi:
a, sepeda motor;
0. mabil penurmnpang;
¢, mobil bus; dan
d. mohil bardng.
(3] khendasraabeJidak Beromolor sebagaindansm dimaksod  pada awvar |1
trelipuln
H [-ZEn:Jaraan vanyg diperalan oleh tenaga orang, dan

b_krndaraan vang ditarik oleh enaga hewan,

Pusal 171
Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotar ETmum terdirl atas:
A, Anpkulan barang wmmurm; dan

b. Angkutan barang khusos.
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Paragraf 2
Angkutan Barang Umum

Fasal 172
Anskiutan barang umum sebapaimana domaksnd dalam Pasal 171
huruf 2 merupakan Angkdatan barang padd umumnyz yang tidak
berbahaya dan tidak memerhykan sarana khusus.
Angkutan harang umum sebagaimana dimaksud pada aval [1f hargs
rnernenubl persyaratan sebagai benboat:
A, prasaracnd (alas yang difalod memenuhi keteniua Eelas Jalba:
b. tersedia pusat distobus logistl dandatau teropat untdlmemuat
dan membongkar barang; dan '
<. menggunakan mobil barang,
Mobil barang sebagaimans dimnsksod ayat i2) hurul"q_' ‘;!.-'F:lj:ib memenuhi
ketentuan sebagal berikut: ( '
a. melekalkan nama perisahaan pade Badan"Wendaraan di samping
Kiri dan Katal; ‘
Ir. identitas pengerildi diLe:xlpa;kan trada dastibeard,

Faragral 3
Apekian Barang Khusus

Fasal 173

Angkuran basang khusus sebagaimena dimaksud dalam Pasal 171
huruf b merupakan angkutan vang menggunakan mobil barang yang
diraﬂc,&ng’ khusus sesuadi denpan sifar dan beniuk barang yang
diappkit
Eqrang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat [13 tendivi aras:
ad hmrang berbahaya; dan
b, harang talak berbaharya.
vang inemerlukan sarana khusus
Angkutan barang khusus berbahayva vang memerinkan sarata khusus
sehagaimata dittaksud pada avar (2] hurdl 4 paling sedikit:

barang vang mudah meledak,
b gas marmpar, gas cait, pas terlarut pada telkanon atao temperatur

terler ]
¢, cairan mudah menyala;
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., padatan mudabh meneala;

e, bahan penghasil oksidan,

. racun dan bahan vang mudah menglar:

£ barang vang bersifal radioakuf,

N, barang wang bersilat korosil; dan fatag

i.barang khusus bertwhaya lainnya.

Anglutan barang khusus Hdak berbahaya yang memerlukan sarana
khuisus sebagaimana dimaksud pada aval (2) husal b paling sedibt:

A, benda yang betbentuk eurab atan cur;

. petl kemas;

¢. tumbuhan;

d. hcwan hidup; dan,/atan

2. alat berat.

Angkutan Barang khusus dilaksanakan scsuaisdengan ketentuan
peratuTAan perundang-undanga.

Pasal 174, °

Permilik, agen elkspedisi moatan angatan barang, atan pengicim yang
menyerahkan harang khusus Rgjibememberitahukan kepada pengelola
pergudangan  dan/aray peayelenggara  angkulan barang  sebelum
barang dimuart ke dalamkendaraan Dermotor wmm.

Penyelenggara  amghwtan  barang  yang  melakobksan kegiatan
penganghulan barardg khusos wajib menyvediskan teimpat penyimenan
serta bertang@gungjawaby terhadap penyvusunan sistem dan prosedur
penanganan, barang khusus danfatay  berbahaya selama  barang
terseputielatn dimuat ke dalam kendarasn bermotor nmurn.

Pasal 175

Eelentuan lebibh lanjut menpenas angkutan barang dengan Kendsaraar

Bermotor umum diatur dalean Peraturan Walikota sesual dengan peratucan

perundang-undatgan.
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Paragral 4
Bonghkar Mwat

FPasal 176

Pemerintah Dacrah  melaksanakan  pengaturan, peneawasan  dan
pengendalian bonghkar muat Daraag,
Pengatilran, peogawasan, dan pengendalian kegiatan hongkar muat
anghkuran barang, dapat dilakulkan pada  tempat-tempal yang
ditetapkan peruntukannya,
Tempal-tempat vang ditetapkan sehagaimana dimaksud pada ayvar 2|,
melipuatis \
A, rilas-ruas Jalan vang ditetapkan sebagal lokasi b@ngksr muaf

barang; .

b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangén;

o

halaman atau asilitas yang discdiakan élch petnulik barang secara
khusus;

d. lokasi provek vang menggunalan dalaft @ Daerah; dan

g, terminal barang.

Ketentuan  iebith  lanjut tuntﬁ,ng . pengaturan, pengawasan, dan
pengendalian PDongkar muAtSbarang sebapaimans dimaksud pada ayat
[1] dratur dalam Peraturan Walilota.

Pasal §77

Sclisp arang atml\Gadan dilacang melakukan bongkae miat barang tanps

izin dari Walikotg atal pejabat yvang ditunguk,

{1]

[2}

o Bagian Keempat
Fersyararan Teknis Angliutan Barang Dengan Kendaraan Bormotor

Fasal 178
Dalam hal memenuhi persyaratan reknis, Anghkutan barang dengan
Kendaraan Bermolor sebagaimana dimaksud pada Pasal 170 ayat [2)
dupat mengpunakan Mahil Penumpang, Mohil Bus, alauw sepeda motor.
Fersyaratan teknis sebmpaamans dimuksod pada avat (10 anmok mohil
penumpang dan maobil bus melipu:
A lersedia ruang mudtan dandatau tempat ogatan yang dirancang

khusus,
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h. barang vang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
¢, jumlah harang yang dwmngkur lidak melehihi daya anglot sesuai
dengan tipe kendaraannya.
Persyaratun tekniz sebagaimana dimaksud pada avat (1) untuk sepeda
matogr meliputi:
a. myaran memilikd lebar tidak melebihi stang kentudi;
b. lingei muatan tidak meclebihi 900 (sembilan rams) milimeter dari
atas temnpat duduk pengemudi; dan
. harang mustan ditempatkan di belakang pengrmudi.
Angkutan barang dengan menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bils,
alay sepeda motor sehagaimans dimaksud dalam Pasal 170 avat 2
hatrus memperhatikan faktor keselamatan, '

Bagian Kelima
Angkutan Kendaraan Tidak Bertnotr

Pasal 174, "
Pengangkutan orang dan barang i Jalan dapat diselenggarakan
dengan menggunakan chdaraaﬁ tidak bermotor yang digerakkan olah
tenaga orang atau yang datfnk oleh tenaga hewan,
Kendaraan Tidak Uermotor vang digerakkan oleh tenaga orang
sebagaimana dimgksnd paita avat |1} berupa Beeak,
Kendersan  Tidak” Dermoter  yang  ditarik oleh tenaga  hewan
sebagaimanaglimabksiud pada ayal (1) berupa deliman atal Bendi.

. Fasal 180
Besnl stbagaimana dimaksud dalam Pasal 179 avat (2) harus memiliki

AL kewran:

A lebar maksimum 1,500 (scribu lima ratus| milimeter;

b,  tinggi maksimum 1,500 (seribw detapan ratus) milimeter; dan

. panjang maksimom 2800 [dua riba delapan ratos) milimeter.
Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (1] harus dilengkapi sistem
suspensi berupa priyangsa vang mamnpl menahan beban, getatan dan
keputan untik menparnon keselarnatan,

Booak sehagaimana dimaksad pada ayan [1] harus dilengkapi dengan:
a. spalkbor, dan

b, reo



4y Spakbor scbuagaimana  dimaksud pade ayat (31 hurul a harus
memenuhil persvaraian:
a, manipu mengurengl perctkan ar ke <rah belakang: dan
b. memiliki lehar paling sedikir sama dengan telapak ban,
(5] Fum scbagaimana dimsksud pada avat '3 huru! b harus berfungsi
dengan balk untuk memperlambat dan menghentikan becak.
[t Hem sebagaimana dimaksud pada avar (3) horal b paling sedikit

dipasang pada rodda pengeEerak hecak sesual dengan besarmys beban,

Fasal 181
(1} Delman atan Bendi sebapaimansa dimaksad dalam Pasal 1793 asat {3}
haruz  dilengkap dengan alat Danlu yang  Berlogsi untuk
tnemperlambat keceparan Kendaraan sebag pengeants rem.
(2] Alal hanty  sebagaimana  dimaksad  pada ayal (10 hargs  dapat

tdikendalikan  dard ternpat duduak  pengenmudi  tanpa  menggangg)
penpemudn dalam rengendalikan atan mengemildikan kendaraan,

Fesal 182
TOL O
it
(2] Kendaraan vang telahodidaftarkan sebagaimana dimaksud pada avat
i1y, THnas wajib mmenerhitkan Sarat Tanda Nomor Kendaraan Tidalk
Bertmotor dan hother Kendaraan Tidak Bermator tanpa dipelngut biaya,

Pasal 183
Benap pengermmiud Kendaraan tidak bBermotor waib memiliks Kartu Tanda
Kecakapan Menpemudi Kendaraan Tidak Bermostor yang dikeluoarkan oleh

Dinas,

Bagian Keenam
Kendaraan Teriennl dengan Menggunakan Penggerak WMotlor Listrik

Fazsal 154
|1] Kendaraan tertentl sebag@iomans ditnabksud pada Pasal (42 ayat [4)

harus memilikt baterad dan moolor penggerall yang menyatu dengan
kuat pads saat diopera=ikan,



{2 Persvaratan kesclamatan kendaraan lertenty dengan menggunakan
penggerak nuior listrk sesual dengsn ketentosn peraluran perundang.-
undangen.

[3) Skuter Listrik sebagaimansa dimaksud dalam Pasal 143 avat (4] huruf a
harmis memenuhi persyaratan kesclamatan melipauata:

a_ lampu utama;
b, larmpu posisi atay alat pemantal cehava (refloctor] pada buplan
belaliang,

alar pemantul cahava {reflector] di Kirl dan Kanan,

slstern rem vatg berfungs dengan baik,

klakson atay bel;, dan

-

kecepafan paling tinggi 25 km/jam [dua pulub lii'na l;:ilumtttr
perjam|.
[4) Sepeda Listrik sebagairmana dimaksud dakam Pasal 143 ayat (4 haraf b
harus memenuhi persyaratan keselamatan e lipotié
A, lampil urama,
alat petnantul canaya {reflector) amal e posisi belakang;

ol

sistem rem yang berfunesi dengan baik;

oo

alat pemantul cahayva (refléetor)di kiri dan kanan;

f. klaksnon atau hel; dan

=+

keceparan paling tinggi 25 km/jam [dua puluh lima ldlometer
perjam), ‘
(5] Howerboord seba@aimatia dinaksud dalam Pasad 142 avat (4] haral ¢
hiarus memenuba persvaralan keselamatat meliputs
4. lampuwatama;
b aiz}terri getn yang berfungsi dengan baik;
e, aiaf:'pcnmmul cahara; dan
dnkPcepatan paling tingei 6 km/jam {enam kilometer perjam).
(6 fnicyele sehagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayar (4] burul
harus memenuhi persyaratan keselamatan meliput:
a. lampu utama,
B, sistenm rem yang berfungsi dengan baik;
c. alat pemantul cahaya; dan
d. kecepatan paling tinpgi & km fjam (cnam kilometer perjam).
|7] Otoped sehagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayvat 4] huruf ¢ harus
tnemnenuhi persyaratan keselarmatan meliputi:

. lampu utama;



b sisrem rem vang herfungsi dengan baik;

«. alat pemanful cahaya (reflectod;

d. bel wvang mengeluarkan  bunvi dan dapar digunalkan  tanpa
mengegangegu konsentras pengemudi; dan

e, kecepatan paling tinggl 6 km fjam |enam kilnmeter perjam|.

Pasal 185
Setiap orang yang mengpunakian  keodarssan certentl sebagaimana
dimalsud dalam lasal 143 ayvat (4] wajib memenuhi ketentusn:

W]

. menggunalian helm;

b. usia pengeuna paling rendah 12 (dua belas]) rishun; \

c. tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kechali Sepeda
Listrik yang dilengkapa detipan ternpat duduk penumpé’mg;

d. Ldak diperbolehbksan melakokan modifikasi daya motor yvang dapat
theningkatlan Kecepatan, 4

e, dalam hal pengeuna kendarasan tertentu berusia 12 [dua belas)
tahinn sampal dengan 15 (lima belasy tahun, pengsuna kendarnan
rerteniy narms didsanpingi oleh prangclewasa.

b memahanii dan mematuhigats cava berlado lintas meliputi

1. menggunakan Rendaraaﬁl tertentu secara  tectib dengan
memperhatikan keselamatan pengepuna jalan lain;

2. memberikan priogrtias pada pejaian kald,

3. menjaga jdfakaman dari pengguna jalan lain: dan

4. membawa kendaraan tertentu dengan penilh kongent fasl,

Pasal 186
(1t kendagaans iertente sebapaimana dimalsud pada Pasal 143 avac (9)
dapat dioperasikan pada:
Ya. rule khusus cian /a1
'b. kawazan tertenta.
{2] Kute khusus sebagaimana dimaksud pada avat (1) hural a melipuii:
a. lajur sepeda; atau
b, laur yang disediakan secara khuwsus antuk Kendaraan Tertentu
dengan Menggunakan Penggerals Moror Lisleik.
(3} Kawasan tertentu sebapaitnana dimaksud pada ayat [1) huruf b
melipLe:

A, pemuleiman;



k. jalan vang ditetapkan untuk hari bebas Kendaraan bermotor feor
frewe deay);

c. kawasan wisata:

. area sekitar sarana aAngkutan vmwn massal sebapal bagian dari
kendaraan Terleniu dengan Menggunakan Penpeerak Motor Listrik
VangE terintegras;

€, ared kawasan perkantoran; dan

. area di luar jalan.

4] Dalam hal tidals tersedia Iajur khusws sebogaimana dinaksud pada
ayar (2], kendaraan tertentu dapat dioperasikan i (rowoary, dergan
kapasitas memadal dan memperhatikan keselamatan pejalin kalki.

(3] Kapasitas memada sebagnimans dimaksud pada Hf,-EFlT (4] harnis

menampung jurmlah pejalan kaki dan kendaraan tartenml,

Fusul 187
{l] Pemerintah Dacrah harus memasang perlenglapan jalan pada lajure
khusus atau kawasan terteniu sebagaitmana dimaksud dalam Pasal
L85 ayval (3] huruf ¢,
(2t Perienghapan jalan sehagainiunﬁ dimaksud pada avat (1] paling
sedikil berupa rambu dandata marka jalan.

‘ Pasal 184
Fenetapan lajurSkhusus dan atau Kawasan tertentl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 187 yang dapat digunakan untuk Hendaraan
Terleniu dengan Menppunakan Pengecrak Motor Listrik diatur dalam

Puratura:i Walikota.

\ Paszal 189

Nalam hal Kendarasn Terleniu dengan Menpgunakan FPengperak Motor

Listrik sebapairnansa dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4] disewakan,

orang/ badan ussha yang menvewakan Farus:

a.memiliki  izin usgha sesuai  KeteotUan peraturan  perundang-
nuhdangar,

h. menyediakan lempat penyvewaan di [uar jalan dan rootoar;

o, mmemastikan keselunstan pengguna kendaraan terleniu dan

pengguna jalan laing dan



(L}

(2]

d. mengendalikan kendaraan tertentyu sesual dengan wilayvah operasi

fan jarak yang ditenrakan.

Fasal 190

Bagian Ketujuh

Kendaraan Lainnsya

Pasal 191

{11 Kendaraan lannya sebagaimana dimsksod dalam Pasal 143 aval (5)

flapal berupa. kendaraan wisatn berbasis Hstrile

2] Kendaraan Wisats Berbasis Listnk sebagaimana dimaksud pada avat (1)

[3)

harus mmemenuhl persyaratan keselamatan meliputi:

el

a oo

= om oA

il

lamp utama;

alat pemantul cahavs (reflector] atau lanpu posizi belakang;
gisferm remm yvang Derfungs: dengan baik;

alat pemantul cahava {reflecten di lan dan kanan;

klabkson atau wel;

kaca spien dalam dan kaca spion samping,

sabuk pengamean,

~Kecepatan paling tingen 30 ko fjam [hea puluh kilometer perjam).

paling rendah memiliki SIM A,
nengenakan sabuk pengaman;

v, hdak diperbolehkan melakukan medifikasi daya motor yang dapsal

meningkatkan kecepalaa;
rmemahami dan mematuhi tata cara berlaly lintas melipati
1. mengpunakan kendarvaan  tertentl secara lertib denpian

memperhatilan Keselamatan pengeuna qalan lamn,



2. membenkan prioritas pada pejalan kaki;
A, mernjaga jarak aman dar pengguna jalan lains;
4. menalkun dan menurunkan penurnpang hanya di kawasan
wisAka.
(4 Setap pennumpang kendsraan wisara berbasis histnk dalam Pasal 132

avat [3) haras memenuwhi ketentoan:

a. mwengenakan sabuk pengaman;

b. Anak-zmak di bawah G (enaml rahun didampngt orang toa orang
gewasa;

o, tidak diperbalehkan naik dan turun di sembarang lempal selain
karwasan wisata,

Pasal 193
Kendaraan tertenil sebagaimana dimaksud pada Pasal ']43 Aval {3] hanva
dioperasikan  pada  kowasan  wisata dan/afan Wenjadi | kendaraan

penghubung antar leawasan wisata

Bapian Kedélapan

Sanksiwdministratif

N\ Fasal 143

(1] setiap badan hukuned@ng inelangear Fasal 136 ayat (1) atau wratl (4
dikenai sanksi administratif

{2l Penvelenggarqa Agen Jasa angkutan yang menggunakan tempat
keapgenan  yang melanggar Pasal 16&E  ayat (1] dikenal  sanksi
adrministyatin

(3 Fen}réignggara angkutan barang yatlg melangpse Pasal @2 ayvat (3,
Pasalb 174 dikenal sanksi administratif

{4| Setiap Kendaraan tidak bhermotor vang dioperasikan di Jalan yang
melangear Pasal 182 dikenad sanksi administratil,

{2 Pemilik danfaran pengemucdh Kendarasn Udak bermotor yang
melanggar ketentuan Pasal (82 ayvat (1] dikenas sankst admsistratil,

(B Seriap orang yvang menggunakan kendaraan tertenta yang melanggar
Pasal 185 dilenal sanksl administratif.

(¥} Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada avat [1), sampai
dengan aval (&) berupa:
A, legllran



d.

£

peringatan eciulis;

denda pahtig sedikil Kp 100,000 [seratus rnbu rupiab) dan paling
banyak Bp 1 000,000 [saktu juta rupizh); danfatau;

penghentian sementara kegiatan; danfatau

pEencalitat =,

{8 Relenllsan inenpensy tatda  cara pengenaan sanks  admimistrabl

sebapannana dimaksud pads ayat (3] diatur dalam Peraturan Walikor:

FAFE XTI
FEMBINAAN PEMARAL JALAN

Bapian kesaty
Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 194

(1) Dinas berlangpung  jawab terhadap pelaksansan pembinaan hudaya

tertilk berlalu lintas.

(2] Upaya membanpun dan mewujudkan budaya tertib berlalu  lintas

sehagatmana dimaksud pada ayal [y dilakukan melalui;

A

I,

pelalrsanaan pendidikameerlalil lintas sefak wsia dini;

sosialisas: dan intgradahsasn tala cara dan ebhika berlalu lintas serta
program Keselamatan LLAJ;

membentuk dan membina  kamunitgs masvarakat aksn  sadar
Keselanatan LLAJ; dan

pencipragn nghungan Busng Lata Lintas Jalan yang mendorong
p&nggﬁna Jadan berperilaku tertib.

{3] Thnas ﬁcnﬂtapkan ketnjakan duan program untuk mewujudkan huodaya

tertih rcrlaly lintas di Jdalan, paling sedikit meliori:

E.l'

Gomopom

pembitiaan stal dan karyawan Dhinag;
pembinaan teknis pengemudi angkutan wmum;
penerapan rute aman selamat sekolal,
pembingan petugss parkir; dian

kampanve aksi keselamatan di Jalan,



Buwian Keduu
Pendidikan Pengemudi

Fasal 195

fl] Penvelengearsan pendidikan pengemmudi | Kendaraan  bermorog,
bertigusan mendidik dan melatih calon pengemuodi Kendaraan bermotor
untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di idang LLAJ,
rerampil, berdisipling bertanggungiawab serta bertingksh laku dan
hersikap metttal vang baik dalarm berlalu lintas.

{21 Penvelenggaraan pendidikan pengemudi o dapat  dilaksanakam, sleh
Pemerintak Daerah, HBadan Hukym, Badan atau Perorangan vsesuad

dengan kerentuan peraruran perundang-undangan.

Pasal 196
Untik mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksid.ddddn Pasal 194, Linas
mclakukan pembinaan terhadap penvelenggaraan pendidikan pengemudi
yang meliputi pangarahan, bimbingan dambantuan teknis.

Pasél 1547
Ketentwan Ilehih lanjut mengensd penvelenpparaan pendidikan pengemudi
sebagaimana dimaksud dalarn, Pasal 195 dan pembinaan sebagaimana
ditnaksud dalaon Pasal 196 dkitir dalam Poraturan Walikota

EBagian Ketiga
Wakiu Kera Pengemuodi

> Fasal 198

(1} “=etigp Perusahasn Angkutan Uthom wajib mematuhi | dan
memberiakukan ketentuan nengenai waklu kerd, wakto istirahat, dan
pergantian  Pengernuedl Kendaraan Bermotor Umum sesgal dengsn
ketentusn perariran perundang-1indangan,

2} Waktu kerja bagl Petieemudi Kendarsan Bermotor Umum sehagaimana
dimaksud pada ayvar (1) paling lama 8 [delapan) jam sehari,

() Pehgemudi Kendarasm  Bermotor Umum secelah mengemudikan
Kendaraan selama 4 {mmpaty jam berhirat-noimet wajib heristicabal
paling singlat setenpah jam,



i)

(1}

{2l

[3)

{1]

{1]

(2]

Dalam hal tertentil Pengetaud: dapat dipekerakan pabng lama 12 (dua

belas) jam sehar teroasuk wakio 1stirahat selama b (sara) jam.

Rapian Keempat
Pembitiaan Pengemudi Anpleulan Umuom

[Fasal 199
Uriuk meningkatkan leaalitas pelavanan anglkaitan grm, Pemnerinlah
Chaerah melakukan pembinaan ternadap pengemuodi angkatan wmom,
Fembinaan pengennidi angloutan soouin dilaksanakan melalui:
2, penvruluhan;
b. pendidikan dan pelatihan; dan
¢,  pemilihan Pengemudi Angkutan Jmyum Teladan.
Dadatr  pelakisanaann  penbinaa pengernudi é;lgklltan LLITIU L,
Pernerintah Daerah melibatkan: 3
Kementerian 'rrhubungan;
Kepalisian;
Dinas Perhubungan Provinsi;
Organisasi Angkulan Eltrmntﬁr L _]d.L—j.l'! Faya;
Jasa Rahana,

e oA D ToB

Organisasi Prengemedi

Urgamisasi Mon Pewierintah, dan

T @

Bardan dan Pergrangan.
Ketentuan l&bih lanjut mengena pembinaan pengemudi anglutan
umum diatur dalam Peraturan Walikots,

Ragian Kelima
San k= Adriimstratif

Pasal 200
Setiap perusahasn Angkulan Umum vang melanggar Pasal 195 ayat (1)
dikera sanks admunistratil.
Sanksi adminisiratil sebagaimana dimaksud padia ayat (1) berupa:
a. peringatat tertulis;
. penghenlian semmentura kegiaan danfatag

& pencabuten izmn.



{11

[2]

(3]

[4]

Pasal 201
Sunksi adminizrratif berupa peringatan reriulis sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 200 avat {2] hurul a dikenad sebanvalk 3 (tigal kali dengan
Jangka wallr masing-masing 10 (sepuluh) harl kalender,
Sanksi administratif berapa penghentian sementara kegiaran selama
30 [riga puluh) hari kalender dikenalkran kepada perusahaan angkuoan
wmum yang ridak melaksanaloan kewspiban serelah berakhimys jangka
wakil peringaran terlules ketigs,
Dalam waktu 10 [scpulub] hari kalender scjak tangeal bherakhiraya
DETRENEEn  sanksi administratiil penghentian sementara tetap, tidak
mclaksanakan kewajibannya, izin useha angkutan umum dicabn,
Ketentuan menganai  tata  Ccara pengenasn sadkost iadrﬂinistratil’
sehagainans  imaksud dalam MPasal 200 avat {Ei diatur dalaim
Peralurian Walikota N\,

BAR X[V

PEMERIKEAAN KENDARAAN BEEMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN

PELANGOARANLAJ

Fuasal 202

(1} Pemeriksasn dan Penindakan terhadap pelanggaran penvelenggerasn

LLAJ dilakukan untukdnewujudlkan:
4. keamanan, ‘keselamatan, ketertibatt  dan  kelancaran  dalam
penyelenggaradn LLAT, dan

b, kepatuhan dan bodava keamanan serta keselamatan dadam berlalu
lrtds.

2 chéﬁ;-;saan sebagaimans dimalkzoud pada ayat {1] dilakulan terhadap:

amkelengkapan dokumen perizingn dan kelengkapan  Kendaraan
bermator anghkulan Wmum;

h. persvaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan bermotor sogklliat
umrmn; dan

. ketertiban parkir dan ketertiban Terminal.

(31 Pemindakan sebagpimana dimaksud pada apeat (1} dilakukan terhadap:

4. pelanggaran terhadap persydratan tebknis dan laik Jalan;

pelangparan terhadap ambang batas emist gas buang Kendarasn
bermotor;

C. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di hidang LLALT;



(1]

(2]

(3

(4]

(1]

{2]

(3

d. pelangEaran terhadap kelebithat muatan; dan
e pelanggaran terbadap eperasional LLAS laimmvs.

Pasyl 203
Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2402
dilaltukan di Jalan, Terminal dan/fatau tempat-tempat lain yang
ditetapkan oleh DHaas,
Fetmeriksaan dan penmdakean 41 jalan seboapmimona dimalsud  pada
ayat (1| dilakukan oleh prugas pemeriksa, PPNST berkoordinasi dan
harus di dampngi dengan FPetugas Kepolisian Negora Repubhk
Indnnesia. :
Perneriksaan dan penindakan di terminal danfatay tempatilain Vi
ditetapkan oleh dittas sebagaimana dimaksoud parks afag (1) dilakukan
oleh  petugas pomeriksa, PI'NSD dan dapat  berkoordinasi dengan
Petugas kepolisian Negara Republik Indonesie,
Ketentuan lchib lanjut mengenai prosedur dangata cara pemernikssaan
dan penindakan penyelenggaraan LLAJT sebagaimana dimaksud pada
avat (1) diatur dalam Peraturan Wahloocas

BAB.XV
BENGKEL

Bapian Kesatn

Uimum

Pasal 204
Benghkelwmiim Kendaraan Termaotar berfungsi untuk memperbaiki dan
merawat Kendaraan Bermotor agat betap meincnuhi persyaratan relinis
darn laik Jalan.
Bengkel umum sebagaimena dimaksud pada avat (1] wajib memenuhi
persyaratan:
A. persvaratan sistern muty;
b, mekanik:
r.  fasilitas dan perslatan; dan
fl. manajemen infonnasi,
Fersyaratan sebagaimans dimaksud pads avat (2 sesuai dengan
Ketentuan peratiran perundang undangan,



{1

(2]

(3]

(11

(2}

1y

(2]

Bagian Kedua
Elasifilaas

Pasal 205
Rengkel umum Kendarasn berrmolor sebupaimand  dimaksad  dalam
Fasal 204 avat (1) cosliput
A, Bengkel winmim agen degged pemegang merk Kendaraan hennotor,
b. Brngkel umum swastan bhukan agen densgesd  pemegang ek
kendaraan bermotor. ' g

Bengkel unnim swasta sebagaimena dimaksud pada aval fI\uraf b
terdirvi atas: '

a- bengkel kelas | tipe A, B, dan

b. benpkel kelas [T tipe A, B, dan C;

v, benglkel kelas 101 tipe A, B, dan C
Ketentuan lebih lanjut tentang benghel umbrm swasta schagatnana
ditnaksud pada ayal {2] diatur dalam Beraturan Walikora.

PAsAbZDh
Bengkel umum HKendargafsbertticler sebhagaimand dimaksud dalam
Fasal 204 ayat (1) wajibergertiltikasi,
Serrifilasi sehagaimawn dimaksud pada ayal (1 dilakukan  sesuai
dengan ketentuamgeraturan perundang-undangan.

Hagian hetiga
Benglel Umum Pelaksana Ul Berkals

\ Pasal 207
Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimans, dimaksud dalam
Pasal 204 ayar (1) dapat teenjadi uhit pelalisana aji berkala Kendaraan
BTG,

Ketentuan lebih Janjut niengenai penetapan bengkel umum Kendaraan
hertnotar sebapgainana dimmaksud pada avat |1} digtur dalsm Peratiran
Walilcota.



Pasal 203

Nengkel vang menyediakan Alat Uji Kenduaraan Bermotor Waiib melakukan

Kalibras: e kursme-kurangnya 1 tahor sckali

Bagiat Keemipat
Pembinaan Fengkel

Pasa 20%

Pembinaan dan pengembatgan bengkel wrmdm  EKendaraan  beroastor

dan/arau sehagai unit pelaksana uji berkala Kendaraan bermotor didakikan

nleh THnas,

(1}

[ 1]

(2]

{3]

Fazal 210

Pembinaan hengkel umbm  Kendaraan bermotor sehuagaimans

dirnadesud dalam Pasal 209 melipuari: '

4. pemberian bimbingan dan arahan tencang  ketenivan-keteniluan
teloms dan laik Jalan Kendaraan: 2

b. pengawasan pemeriksaan peraldtan vange digunakan;

oo peningkatan pmfesic-n:ajiﬁrﬁe bail:  lungsung maupun tidak
langsung.

ketenluan  lebih  lamjut, mengenai  pemhinaan  benghel  umum

schagaimana dimakstd oAt (1] diatur dalam Peraturan Walikota

BEagiaty Aelima

Kerjasam:

v Pasal 211

Dalarmn penveleng@garaan Penguwjiar Berlkals Kendaraan Bermaotor, Dinas
dapat melakulkan keciasama dengan Bengke] vang adx di Daerah.
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam
rangka pembinaan dan penpembungan bengkel umum Kendaraan
bermotor bertujuan memanfaatkan sumber daya di bidang tcknoelogi
Kendaraan bermotor yang lersedia di benghe]l umum  Kendaraan
hermotor untuk ditingkatkan funpsinya sebagai unit pengujisn berkala
Kendarasn Lermetor.

Sauwaran kerjasama meklki;



(1]

{21

(1]

(2]

a. terciptanya kondisi Kendsatasn bermotor vang  memenuhi
persvaratan tekmis dan gelakan Jalan;

Ir. meningkalkan penerapan sistem prosador dan pemanfagatan serta
penggunann  peralatan  perawatan.  perbaikan  dan pengujian
ketwdlaraan bermonr yang memenuhi standar yang berlaloy;

¢ meningkatkan  koalitas  perawatan, perbaikan dan  pengjian
berkala Kendaraan bermotor;

d. terciptanys kesadarsn penggunaan komponen Kendargan bermotor
sesual dengan standar vang berlako;

. meningkatkan jumlah Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermowor;
dan \

[, meninplkathan keterpaduan pErENCAAGN, ﬁe]ﬂkﬂﬂllaﬂﬂf
peogembangan  propram pembinaan Denghel unimn Kendarsaan

kermotor.

Bupgian Koonam

Sanicki Adminisicand

Pasal2l?
Setiap Qrang dan/atau Badan vang menvelengsarakan benglel
agen tunggal pemepang meckkendaraan bermotor arau henghkel wmnit
swasta besar bukan agen Farpes pemegang merk Kendargan bermocor
tidak bersertilikos t;.f:hagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1)
dikenal sanksi administrar
Sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. p&rilugataﬂ tertulis;
b, déx;da administratif; dan fatan

Cowpinghentian sementara pelayanan umum,

Pasal 213
Sanksl admimstratil berupa peringatan tertilis sebagaimana dimaksud
dedam Pasal 212 avat (2] hurof a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan
Janghka walkttu masing masing 143 (sepuluh) hari 2alender
Sunksi adminstrani herupa denda administratil sebapsimana ditnaksud
dalam [Fasal 212 avar (2] huruf b dikenakan kepada ponvelenggara
Bengkel setelah berakhirnya janpgka wakitu peringatan tertulis paling



-3}

(4]

(1]

i)

{1]

{2]

sedikit Rpl.000 000,00 {satu juta rupiahl, dan  paling banyak
RSO0 (K0 00 [lima jura rupiah).

Sanksi adminstratil berupa penghentian sementara pelavanan umuam
sebagaimana dimaksud pada Pasal 212 avat {2 huruf o dikenskan
kepada Bengkel 60 (enam puluh| hari kalender sejak pembayarsn
denda admministratif tidal dikaksanalan.

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai lala cara penpengan  sanksi
administrasi sebagaimans dimaksed dalamn Pasal 212 ayat [2) diatar
dalarn Peratunan Wallkoota .

BAB XV ‘
SUMBER DAYA MANUSIA D] BIDANG PERHUBUNGAN ™

Hagian Kesaty
Sumberdays Manusiy

Fasmal 214, °,
sSumber daya manusia di hidang perhubiingan, nelipuli:
A. sumber daya manusia di bidéng LLA;
b, sumber daya manusigdinbdang peckerstaapian; dan
. sumber dava 1113.11115’1;1 Wi bidang multimoda rransporiasi.
Sumber daya muanusasebisnmana dimaksud pada ayat (1) mencakup
sutnber dava m.-inusl.-ﬂ yang mhenjalankan fungsi sebapgal regulator,

penvedia jasatransportasi, dan tenaga kerja di bidang trunspoertasi.

' Pasal 215
Summberydaya manosia di bidang lalu lintas dan angkitan Jalan
sebdgaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) huruf a, weliputi
éumh&r daya manusia vang mmempunyal keahlian di bidang:
a. Llala Lintas Jalan:
b, ANEKLUGATL LTI,
v, Kendaraan:
d. prasarana Laly Lintas Jalan: dan
g, kKeselamatan Lalu Lintas Jalan,
sumber daya manuswm di bidang  perkeretagpian  sebagasimatia
dimaksud dalam Pasal 214 ayar (1] hurof b, meliputl suntber daya
manusia vang mempunyai Keahlian di bidatig:



3]

{11

ey

(3]

{1
{<]

(3}

a. sarana kereta api, dan

h. prasatana kereka api

aunher dayva matusia di hidang multimoda transportasi sebagamana
dimaksud dalam Pasal 214 zyal (1) hurul o, melipotl sumber daya
manysia yang mempunvai keaalian di bidang:

A. LLAT: dan

h, perkerstaapian.

Baplan Kedua

Peronecandan, enelitian dan Pengemhbangan

Paszal 216 ‘
Perencanaan sumber daya manusia di bidang p-r:rhuhuﬁgan ditetapkan
il Waalikooaksa, N
Benelitian  dan  pengembangan  sumber daya Smanoeis di badang
perhubungan dilakukan Waliksra sesua denpan kewenangannya.
herentuan  letnh  lanjut  mengenai, peréncanaan, penelittan dan
pengembangan di bidang perhabufganYsebagaimana dimaksud pada
avat (1) dan ayar [2) diapur dﬂja:ﬁ Peraturan Walikota,

N\ BAB XVl
FERKERETAAPIAN

. Masal 217
Pemerintah laerah menyusun kencana Induk Perkeretaapian Daerah,
Rencana Tnduk Perkeretaapian Daerah sthapnimana dimalesud pada
ayar (1] memuat:
domadsaran den arah Kebjjakan pengetmnbatigan sistent perkerelsapian
Eowa yang janngannya berada di wilayah kota;
b. peranan angkutan perkeretaapian perkotaan dalam Keseluruhan
mHla transportasi; dan
¢,  prakiraan-prakiraan perpindaban oreng dan/atan barang menuart
asal dan fujuan perjalanan.
Arah kebijakan Rencana Indu< Perkerelaapian Daerah sebapaimeans
ditnaksud pada ayal [2) huruf 4, meliputl penetapan rencana jaringan
jalur kerels api dalam berbagni mmda sesuai dergran potensi vang skan
eikembanghan.



FPasal 2138
(1} Hcneana mduk perkeretaapian Daerah sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 217 disusun dan ditetapkan cleh Walikota.
41 Walikota dalan menyusun Rencana [nfulk Perkerstaapian MNaerah,
waijlh berkonsultasi dengan Gubemor dan Menten.
{3] Ketentusn lebih lanjut mengena: tata cara peoyusunan Rencana Induoke
Perkeretaapian Daerah sehagaimana dimalsud pada ayar {1 diatur

tlalarn Peraturan Walikota,

Pasal 219
Untuk menjamin keselarnatan  perjalanan kereta apl dan  heéselamatan
penpeuna  jalan,  perlintasan sebidang yang  telah btflj{[:pr_‘r‘.-isi dian
berpotongan dengan jalan kota yang helum di lengkapi déngan peralatan
keselamaran  perlintasan  sebidang hanis djla}:u]-’:an' péhg&lﬂ]asm aleh
walikota 3

Pasal 220, 7/ »
Walikota melakukan evaluasi terhadapl Keselamatan perjalanan bkeretaapd
fan kKeselamatan penggllng _ia.lan{ péu’:iﬁ perlicitasan  sebidang  vang
berpotongan dengat jakan kaots

BAE X%I1
FELAYARAN

Pasal 221
Kegiatan urusﬁn bidang pelavaran Traerah adalah kegiaten angkutan sungai
dan dangafujuan rertentuy.

Hazal 224732
Pelayanan Angkuratn Sunga dan Darau Tojuan Tertentu sebapsimana
thrnaksud dalam Pasal 221 harus memenuhi ketentian schagal berikoot,
4. memiliki persenijuan pengoparasian Angiutan Sungal datn Danaw dari
Direkttur Jenderal, dan
b. memiliks atau menglasal kapal.



Pasal 223

Pelaksanaen  pelayanan angkutan suangai dan danau hijuan tertentu

sebagaimana dimaksud dalam pasal 221 dilaksanakan sesuai ketentuan

eratiran perundlang undargan,

(1]

(2}

i)

(2]

I3

{4]

BARB XK
EERJASAMA

Pasal 234
FPemerintah Daeral: dapat mengadakan kerjasama denpan pihakiboeps
tialam penyelengearaan perhubungan di Daerah.
Kerjasama sebagaimana dimaksiud pads Aayal [1) djlaksajlaka_ﬁ SESllaEl
gdengaty  Peraturan  Perundang-undaogsn yang mﬁngamr MEnZe rad
kerjasama. \

BAD KX
PERAN SEHTA MABYARAKAT

Pﬂsé;l Ll

Masvarakar TBerhak Demperan  serla  dalam penyelenggaraan

perbftubungan di Daerah,

FPeran serta masvaraghat é.:bagaimana dirnaksud pada avat [1) berupa:

. pemantauan dan pEnjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban,
dan kelafcaran pelaksanaan urisan bidang perhubungan,

b. masukan kepﬁda instansl pembina dan penyelenggara urgsan
biﬂa.ng perhubungan dalam penyernpurnasn peratiisg, pedonan,
dar standar teknis urusan hidang perhubungan;

Cywpendapat dan perlimbangan  kepada  instansi pembina  dan
petirelenggara Urussm  budang perhubungan  terhadap  kegiatan
penyvelenggardan urusan bidang perhubungan vang menimmlm Tkan
dampak ingkungan; dan/aran

d. dukungan terhadap penyelenpgensan urusan bidang perhubungan.

Pemerintah Duaerabh memmdaklanjutl masukan, pendapat, dan/ataug

dukungan vang disampailcan oleh masyarakat sebapsimana dimaksud

pada aval (2],

Masukan, pendapat, danfaran dukungan wvang disampaikan oleh

masvarakat harus dapal dipertangeunggawablen,



[S)

{1]

{2)

13

Tindak lamjut  maswkan,  pendapat, dan/atau dukungan  vang
disampaikan oleh masyvarakat sehagal hahan penyusiinan kKebijaksan
dalatm penvelenggatann perhubunga.

Pasal 234
Peran serla masyarakat sebagaimana dimaksad dalam Passl 225 dapal.
rilakukan secary perscorangan, kelompol, organisasi profesi, Badan
usaha, atau organisasi kemasyaralatan lain sesoal dengan prinsip
keterbuikaan dan Kemitraa.
Perann  serla  masvarakal  sebagaimana dimaksud  pada arat Sdql)
disaonpeokan meladin med tertubs, media clektronik dan8gan tatap
mika. : LY
ketentuan lehih lanjut mengenai taa cara pelaksanéan PEREN Seita
masvartakat sebogaimana dimaksud pada avar |1 da;m 'H}'Hl {2} diatar
dalam Peraturan Walikota. 8

Pasal 22%, ' /)

Muasyarakat berperan scrta dalam peeliliiraan sarana dan prasaata

Jalan, pengemibangan disiplin dan .{tika’ herlaly lintas, dan berpartisipas

dalam perneliharaan kEeamanampkesclamatan, keteriiban, dan lelancaran

LLAJ.
BAR XXI
FEN&’ELENGGA’E_.%N SIETEM [INFOREMAS] DAN KOMUMNIEART
Nagian Kesatu
Fistemt Tnformas dan Komunikas: LLAJ
Pasal 228
{1] Untuk mendukung keamanan,  kesclamartan,  ketertiban,  dan

(2]

kelancaran LLAJ diselenpgarakan Sistem informasi dan Komunikasi
LLAF.

Sisrem Informasi dan Komunikasi LLAJ sebapaimans dimaksnd pada
avat  {1] digunaksan untuk kepiatan peorencanaan,  pengabiuran,
pengendaliat, dan pengawssan serta operasional LLAJ yang melipnfi:

4. bidang Terminal,

b.  hidang perparkirat,
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